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KATA PENGANTAR
 
Puji syukur hanya pantas penulis haturkan ke 
hadirat Allah Swt, karena hanya atas ‘inayah-Nya 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan 
buku berikut. Selanjutnya salawat beriring salam 
semoga senantiasa terlimpahkan ke hadirat Nabi 
Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-
sahabatnya. 
Buku ini pada prinsipnya merupakan 
pengolahan kembali dari disertasi yang telah 
penulis kerjakan selama ini. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis berkenan menyampaikan 
penghargaan dan rasa terima kasih yang tak 
terhingga kepada beberapa pihak yang telah 
memberikan berkontribusi penting dan turut 
memberi warna tersendiri dalam penulisan buku 
ini.
Pertama, penulis merasa sangat berhutang 
budi kepada Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. 
selaku Pembimbing I disertasi penulis. Di 
tengah-tengah aktivitas dan kesibukannya yang 
padat, beliau dengan ikhlas telah mencurahkan 
segenap daya upaya mulai dari alokasi waktu 
sampai pada dataran pemikiran, pengembangan 
wawasan, serta penyampaian ide-ide konstruktif, 
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hingga disertasi ini dapat terselesaikan. Hal yang 
selalu penulis kenang dari beliau adalah sifat 
keterbukaan beliau untuk berdiskusi, bahkan 
kesediaan beliau untuk membantu memberikan 
referensi yang penulis butuhkan. Selain itu 
keramahtamahan beliau saat menerima penulis 
di rumahnya, juga menjadikan perjalanan 
bimbingan penulis menjadi lancar. Jazakum Allah 
khayr al-jaza’.
Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa 
terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Warul 
Walidin AK, MA, selaku Pembimbing II yang 
telah dengan tulus ikhlas pula membimbing, 
mengarahkan dan memberikan pencerahan-
pencerahan dalam penyusunan dan pembahasan 
disertasi di tengah-tengah kesibukan .beliau 
yang sangat padat. Hal yang tak pernah penulis 
lupakan dari beliau selama proses bimbingan 
adalah kesetiaan beliau untuk memompa 
semangat penulis untuk menyelesaikan disertasi 
secepatnya. Hal ini secara langsung maupun tidak 
telah memberikan “nafas baru” bagi penulis. 
Jazakum Allah khayr katsira. 
Berikutnya penulis menyampaikan rasa terima 
kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor 
IAIN Ar-Raniry yang telah memberikan peluang 
penerbitan buku ini.
Rasa terima kasih juga tak lupa penulis 
haturkan kepada pihak Kejaksaan Negeri, 
Kepolisian, Mahkamah Syar’iyah, Dinas Syari’at 
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Islam, MPU, MAA, Satpol PP/WH, di Kabupaten 
Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Barat 
dan  Banda Aceh,  serta akademisi baik dari 
IAIN Ar-Raniry maupun Universitas Syiah Kuala 
Banda Aceh yang telah memberikan informasi-
informasi berharga yang penulis perlukan demi 
penyelesaian penulisan buku ini. 
Selanjutnya, penulis tak lupa mengucapkan 
terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. 
Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA, Prof. Dr. Muslim 
Ibrahim, MA, Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, 
MA, Prof. Dr. A. Hamid Sarong, MA, dan Dr. Sri 
Suyanta, M.Ag yang telah memberikan arahan 
dan bimbingan selama perbaikan disertasi ini. 
Demikian pula rasa terima kasih kepada para 
teman sejawat yang telah menjadi rekan-rekan 
diskusi, maupun partner belajar (teristimewa 
kepada Mas Tamtowi dan Fuad Ramly yang kerap 
memberi masukan ketika diskusi “ala warung 
kopi”), sehingga wawasan penulis  selama ini 
semakin terbuka, bahkan secara tidak langsung 
terupgrade karena diskusi yang berkembang 
seringkali menyentuh hal-hal baru dan 
kontekstual. 
Last but not least, penulis sudah barang 
tentu tak lupa menyampaikan rasa terima 
kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua 
tercinta (Drs. Nachrowi, SH dan Musyarofah); 
isteri terkasih (Maria Ulfah, S.Pd.I) serta ananda 
tersayang (Wafa Fathani); yang telah dengan 
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sabar dan tak bosan-bosannya memberikan 
motivasi kepada penulis dalam menjalani 
studi dan proses penyelesaian disertasi 
selama ini. Mereka adalah manusia-
manusia hebat di mata penulis karena 
senantiasa mampu memposisikan diri 
sebagai “tenaga ekstra” di kala semangat 
penulis mengalami goncangan-goncangan, 
bahkan kerapuhan, khususnya ketika 
harus menerima kenyataan kepergian 
anak kedua (almh. Syakila Widyaulfah) 
yang dipanggil kembali menghadap-Nya. 
Pada akhirnya penulis berharap 
semoga karya kecil ini bisa memberikan 
sumbangsih berharga bagi semua kalangan 
dan dengan lapang dada, penulis menerima 
segala kritik positif, koreksi, saran maupun 
tambahan-tambahan dari para pembaca 
yang mengarah pada aspek penyempurnaan 
disertasi ini. Wa Allah A’lam bi al-sawab.  
   
          Banda Aceh, 09 Oktober 2013
          Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Fenomena perzinaan dilihat dari sisi usianya, sebenarnya 
“sama tuanya” dengan usia peradaban manusia itu sendiri.1 
Meskipun kasus perzinaan diakui sebagai perbuatan 
berlumur dosa sekaligus terkutuk, tapi kenyataannya 
sampai dewasa ini, hal tersebut masih seringkali terjadi dan 
semakin menemukan momentumnya di masa kontemporer.2 
1Di dalam mitologi Mesopotamia kuno misalnya dikenal nama 
Dewa Perempuan, Inana. Nama aslinya adalah Sumerian yang 
maknanya adalah Gadis Sorga (Lady of Heaven). Inana adalah anak 
perempuan Dewa Bulan, Suen  dan saudara perempuan dari Dewa 
Matahari, Utu. Dia dikenal sangat mengagungkan cinta, pengalaman 
seksual dan perselingkuhan. Dia juga pelindung dari prostitusi. Lihat, 
C. Scott Littleton (Ed), Mythology; The Illustrated Anthology of World 
Myth and Storytelling, cet. I, London: Duncan Baird Publishers, 2002, 
hal. 96.
2Di masa modern ini, perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan ter-
hadap perkembangan kasus-kasus pornografi, pornoaksi dan per-
zinaan. Terkait dengan hal ini pakar telematika Roy Suryo menyebut 
satu angka fantastis mengenai jumlah situs porno buatan asli orang 
Indonesia. Dari sekitar 24,5 juta situs dengan admin orang Indone-
sia, lebih dari satu jutanya adalah situs porno. Hal itu diungkapkan 
Roy pada saat Konferensi Pers Pengesahan UU Informasi dan Tran-
saksi Elektronik (ITE) di Hotel Sultan. Lihat http://nasional.kom-
pas.com/read/2008/03/25/16072513/Situs.Porno.Asli.Indonesia. 
Lebih.dari.1.juta diakses tanggal 13/06/2012. Di Indonesia sendiri 
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Muncullah adagium naif yang ironis: “selingkuh itu indah”, 
“selingkuh itu nikmat”  dan lain semacamnya.3
Di beberapa negara Eropa, zina sebagai delik telah dihapus. 
Hal ini menurut Leden Marpaung adalah logis dikarenakan 
seks merupakan kebutuhan (need) orang dewasa. Di antara 
beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan ini selain 
sangat terkait dengan perkembangan era informasi dan 
ilmu pengetahuan yang semakin pesat dewasa ini, juga 
dipengaruhi oleh penegakan hak-hak asasi manusia setiap 
orang dewasa. Artinya bahwa seks merupakan hak setiap 
laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikmatinya, 
sehingga tidak perlu diancam dengan hukuman pidana.4 
Meski demikian, secara umum dapat dinilai bahwa 
merekam perbuatan zina dengan memanfaatkan kamera-kamera 
amatir (misalnya melalui telepon seluler yang saat ini fitur-fiturnya 
semakin canggih), sudah menjadi hal yang biasa. Ironisnya, para 
pelaku tidak sedikit dari kalangan para remaja atau kalangan terdidik.
3Foucault berargumen bahwa kekhasan masyarakat modern dalam 
hal seksualitas bukanlah bahwa masyarakat tersebut memaksa seks 
untuk berada dalam kegelapan, melainkan bahwa masyarakat ter-
paksa selalu membicarakannya dan menggagalkannya sebagai “sang 
rahasia.” Lihat Michael Foucault, Seks dan Kekuasaan; Sejarah Seksuali-
tas, terj. Rahayu S. Hidayat, cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1997, hal. 41. Di wilayah Eropa, aktivitas seks di luar nikah merupak-
an hal yang biasa dan pada umumnya terjadi di kalangan remaja usia 
belasan tahun. Bahkan meskipun kalangan gereja mengkategorikan 
seks pra nikah sebagai perbuatan dosa, tapi kenyataannya banyak pa-
sangan yang telah melakukannya pada “masa-masa percobaan” (trial 
periods) sebelum resmi menikah. Lihat Jeffrey Richards, Sex, Dissi-
dence and Domination, Minority Groups in the Middle Ages, cet. I, New 
York: Routledge, 1994, hal. 38 dan James A. Brundage, Law, Sex, and 
Christian Community in Medieval Europe, cet. I, Chicago: The University 
of Chicago Press, 1987, hal. 436-437. 
4Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Masalah Kesusilaan dan Ma-
salah Prevensinya, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 42-43.
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perzinaan, di kalangan masyarakat Barat, masih diposisikan 
sebagai perbuatan tercela di tengah masyarakat. Munculnya 
kasus-kasus perselingkuhan/perzinaan para selebriti atau 
figur publik lain misalnya, selalu mendapat sorotan tajam 
di kalangan masyarakat sehingga tidak jarang membuat 
karir mereka terancam karena adanya sanksi sosial.5
5Contoh kasus yang mengemuka dari luar negeri antara lain perzi-
naan yang dilakukan oleh Tiger Woods, tokoh olahraga golf terkemuka 
dunia dan John Terry, tokoh klub sepakbola papan atas (Chelsea) seka-
ligus pemain inti sepakbola Inggris. Kedua-duanya  mendapat sorotan 
tajam dari kalangan publik yang berakibat pada terganggunya repu-
tasi dan karier mereka.  Kasus-kasus di dalam negeri sendiri juga tidak 
kalah menghebohkan antara lain: Skandal seks antara Yahya Zaini dan 
Maria Eva yang terjadi pada Desember 2006. Mantan Sekretaris Fraksi 
Partai Golkar, Yahya Zaini ketahuan berbuat mesum dengan pedang-
dut Maria Eva. Entah karena alasan koleksi pribadi, mereka mendoku-
mentasikan perbuatan mesum tersebut melalui video yang kemudian 
tersebar menjadi konsumsi publik. Bahkan video keduanya menjadi bu-
ruan masyarakat domestik hingga internasional. Awalnya Yahya Zaini 
membantah dirinya ada dalam video asusila tersebut. Dia bersikeras 
video itu hanya rekaan. Namun kemudian Maria Eva muncul dengan 
pengakuan bahwa benar video itu melibatkan dirinya dan Yahya Zaini. 
Yahya yang waktu itu menjabat sebagai Ketua bidang Kerohanian Par-
tai Golkar itu akhirnya meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan-
nya. Ia pun mundur dari kursi anggota DPR. 
Dua tahun kemudian muncul skandal seks menggemparkan dari 
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Max Moein. Dokumentasi perbuatan me-
sum itu berupa foto yang beredar di internet. Foto tersebut menampil-
kan Max beserta perempuan yang usianya jauh lebih muda dan        ked-
uanya berpose telanjang dada. Max mengatakan foto tersebut adalah 
foto lama yang diambil ketika dirinya akan berenang di sebuah kolam 
renang di kawasan Jakarta. Pemotretnya adalah seorang teman Max. 
Ia pun menduga ada motif politik di balik penyebaran foto mesranya 
itu. Entah karena Max merasa lolos dari ujian pertama atau alasan 
sensasional, atau mungkin karena ceroboh, tak lama setelah kejadian 
tersebut, Max mendapatkan kasus hampir serupa, yaitu pelecehan 
seksual kepada mantan asistennya di DPR bernama Desi Vidyawati. 
Desi mengaku dirinya dipaksa bugil, sering mengalami  pelecehan sek-
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Di Indonesia, persoalan zina diatur dalam Pasal 284 
KUHP.
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan:
ke-1  a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, 
padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya;
 b.  seorang wanita telah menikah yang melakukan 
zina;
ke-2  a. seorang pria yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang 
turut bersalah telah menikah;
 b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta 
melakukan perbuatan itu padahal diketahui 
sual, bahkan diperkosa oleh Max, sehingga membuat Desi mengalami 
trauma psikologis. Max membantah dirinya melakukan kekerasan 
seksual pada Desi. Bahkan Max mengatakan Desi adalah perempuan 
bermasalah karena dikejar beberapa debt collector dan pernah meng-
gelapkan 9 mobil rental. Badan Kehormatan (BK) akhirnya memecat 
Max Moein dari keanggotaan di DPR atas alasan pelanggaran etika. 
Lihat http://www.uniknya.com/2012/04/27/5-skandal-seks-pejabat/ 
diakses tanggal 12/06/2012. Berikutnya yang tidak kalah menghebo-
hkan adalah aksi perzinaan yang tersebar melalui video yang diper-
ankan oleh selebriti papan atas Indonesia, Ariel, Luna Maya dan Cut 
Tary. Kasus ini bermula Jumat (4/06/2010) dimana dunia maya dike-
jutkan dengan beredarnya video porno dua selebritis papan atas In-
donesia, Ariel dan Luna Maya. Dalam suasana heboh masyarakat atas 
video pertama, empat hari berselang, tepatnya 8 Juni 2010 kembali 
beredar video porno Ariel dengan Cut Tary.  Akhirnya setelah  dipros-
es secara hukum, putusan kasus video porno dengan terdakwa Nazriel 
Irham atau Ariel menjadi kado awal Tahun 2011. Publik menaruh per-
hatian besar atas kasus ini dari awal persidangan digelar hingga vonis 
dijatuhkan. Pengadilan Negeri Bandung, pada Senin, 31 Januari 2011 
menjatuhkan hukuman pada vokalis Peterpan itu 3 tahun 6 bulan hu-
kuman penjara serta denda Rp 250.000.000,-. Lihat http://www.ka-
panlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/18568ariel-20111216-005-
rita.html diakses tanggal 12/06/2012.  
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olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah 
dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas 
pengaduan suami/isteri yang tercemar dan bilamana 
bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga 
bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah 
meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, 
dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 BW, 
pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan 
belum diputuskan karena perceraian atau sebelum 
keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat 
tidur menjadi tetap.6
Unsur-unsur delik zina dalam KUHP adalah: Pertama, 
pria dan wanita. Perzinaan yang dilakukan oleh sesama 
jenis (homoseksual atau lesbian) bukan merupakan bagian 
dari delik; kedua, mengetahui bahwa lawan jenisnya terikat 
perkawinan; ketiga, melakukan persetubuhan; dan keempat, 
adanya pengaduan (dari pihak isteri atau suami).7 Hukuman 
bagi pelaku zina menurut perspektif hukum pidana di 
Indonesia baru dapat dijatuhkan bila unsur-unsur ini 
terpenuhi.
Sebagaimana KUHP, perzinaan dalam hukum Islam juga 
dipandang sebagai tindak pidana. Zina dalam Islam meru-
pakan salah satu jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang 
6Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. XXV, Jakar-
ta: Bumi Aksara, 2006, hal. 104-105. 
7Leden Marpaung, Kejahatan terhadap …, hal. 45-46.
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diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan kadarnya 
oleh nass. Pada umumnya, para pakar dalam bidang fiqih 
maupun tafsir berpendapat bahwa ketentuan tentang hu-
kuman jarimah hudud zina dipahami dari kandungan Q.S. 
24: 2. Allah berfirman ”bagi perempuan dan laki-laki yang 
berzina, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan 
janganlah belas kasihan menyebabkanmu tidak menjalankan 
hukum Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman bagi 
keduanya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman.” 
Ketentuan dalam ayat tersebut masih bersifat umum, 
tanpa dibedakan antara pezina muhsan (sudah kawin) dan 
ghayr muhsan (belum kawin). Para ulama berpendapat bahwa 
hukuman hadd yang berupa 100 (seratus) kali dera (cambuk) 
dalam ketentuan ayat di atas hanya berlaku bagi pezina 
ghayr muhsan.  Adapun penambahan hukuman pengasingan 
(taghrib) selama satu tahun bagi pezina ghayr muhsan dan 
rajam bagi pezina muhsan ditetapkan berdasarkan hadis.
Menurut al-Tabari, ayat tersebut sebagai perintah untuk 
menghukum pelaku zina yang belum menikah (ghayr muhsan) 
dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman 
ini harus dijalankan, sebagaimana yang dapat dipahami dari 
ungkapan “dan janganlah belas kasihan menyebabkanmu tidak 
menjalankan hukum Allah.” 
Syarat penjatuhan hadd ini harus disaksikan di 
hadapan sekelompok orang yang batas minimalnya ada 
yang berpendapat satu, dua, tiga, atau empat orang lebih. 
Terhadap pendapat ini, al-Tabari sejalan dengan argumen 
yang menyatakan minimal satu orang. Alasannya, kata 
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“sekelompok/sekumpulan” (ططططط) menurut orang Arab 
berlaku untuk satu orang ke atas.8 Mengenai kata ini, al-
Zamakhsyari memahaminya dengan suatu kelompok 
sehingga mungkin disebut dengan halaqah yang jumlahnya 
paling sedikit tiga atau empat orang. Sedangkan mengenai 
jenis hukuman cambuk seratus kali, dia setuju hanya berlaku 
bagi pelaku yang belum menikah. Sementara pelaku yang 
sudah menikah hukumannya adalah dirajam.9
Al-Maraghi10 sebagaimana pula al-Taba’taba’i11 
menyatakan, ketika ada dua orang yang melakukan 
zina sedangkan keduanya belum diikat dalam ikatan 
perkawinan yang sah dan status mereka adalah sama-
sama orang merdeka, maka hukumannya adalah didera 
seratus kali dengan disaksikan di hadapan umat Islam. 
Sedangkan bagi pelaku muhsan hukumannya adalah rajam.
Al-Alusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
jumlah deraan yang wajib dikenakan karena masing-masing 
pelaku zina yang berjumlah seratus kali adalah terpenuhinya 
jumlah seratus kali deraan bagaimanapun juga caranya, 
meskipun tidak jelas antara yang pertama, kedua dan 
seterusnya. Apakah dilakukan oleh seratus orang dengan 
jumlah cemeti seratus kemudian dicambukkan dalam satu 
8Abu Ja’far al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an ta’wil Ayi al-Qur’an, Jilid IX, 
cet. I, Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1968, hal. 258–260. Lihat juga 
Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Jilid XXIII, cet. I, Beirut: Dar 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t, hal. 126.
9Al-Zamakhsyari, al-Kasyssyaf, Juz III, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 1995, hal. 204 – 205. 
10Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid VI, Juz XVII, cet. I, Mesir: 
Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974, hal. 69.
11Al-Taba’taba‘i, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an Jilid XV, cet. I, Beirut: 
Muassasah al-’Alami, t.t, hal. 69. 
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kali cambuk sekaligus ataukah seratus cambuk dikumpulkan 
menjadi satu kemudian dicambukkan sekali saja.12
Sementara al-Jassas menegaskan bahwa hukuman dera 
seratus kali bagi pelaku zina merupakan hukuman hadd 
yang harus diterapkan dan tidak bisa dialihkan ke bentuk 
hukuman lain.13 Hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku 
zina ghayr muhsan. Sedangkan bagi pelaku zina muhsan 
adalah dirajam yaitu dilempari batu sampai mati. 
Pada masa awal Islam, bentuk hukuman bagi pelaku zina 
adalah dikurung di dalam rumah dan dibuat malu (Q.S. 4 : 
15 – 16). Bentuk hukuman ini kemudian dinasakh dengan 
ayat 2 surat al-Nur tersebut. Ayat ini mewajibkan hukuman 
dera seratus kali merupakan hukuman hadd yang harus 
diterapkan kepada pelaku zina dan hukuman ini merupakan 
hadd yang sempurna. Oleh karena hukuman tersebut 
termasuk hadd yang telah diketahui jumlah dan batasnya, 
maka jumlah deraan seratus kali tidaklah boleh ditambah 
maupun dikurangi.14
Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli tafsir 
di atas agaknya tidak jauh berbeda dengan pemahaman-
pemahaman para ahli fiqih. Pelaku zina menurut fuqaha’ 
diklasifikasikan kepada dua macam yaitu yang belum 
menikah dan yang sudah menikah. Bagi pelaku zina yang 
belum menikah, mereka diancam hukuman cambuk seratus 
kali dan pengasingan. Penjatuhan hukuman cambuk 100 kali 
12Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, Jilid IX, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 
78. 
13Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hal. 
573. 
14 Al-Jassas, Ahkam..., Juz III, hal. 377 – 379.
~ 8 ~ ~ 9 ~
dipahami berdasarkan makna zahir dari Q.S. al-Nur ayat 2. 
Sedangkan penambahan hukuman pengasingan satu tahun, 
juga dipahami secara zahir terhadap hadis dari Abu Hurairah 
dan Zayd bin Khalid. 
Menurut Malik dan Awza’i, hukuman pengasingan 
hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang berzina dan 
bukan untuk perempuan. Sebab mengasingkan wanita 
dapat menyebabkan terjadinya pemerkosaan terhadapnya. 
Pemikiran ini didasarkan pada konsep maslahah mursalah.15 
Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan 
tidak mutlak. Hukuman pengasingan dijatuhkan manakala 
dipandang perlu saja. Argumen ini didasarkan pada konsep 
istihsan.16
Bagi pezina yang sudah menikah, maka ia diancam dengan 
hukuman rajam. Dasar hukuman ini dipahami dari makna 
zahir hadis Nabi Saw sebagai berikut:
”Dari Abu Hurayrah dan Zayd bin Khalid, mereka berka-
ta: kami berada di sisi Nabi Saw, lantas seorang laki-laki 
berdiri seraya berkata, ”Saya bersumpah kepadamu den-
gan nama Allah kecuali jika kamu mau memutuskan kami 
dengan Kitab Allah.” Lalu lawannya berdiri dimana ia 
lebih pandai darinya lalu berkata, ”Berilah kami putusan 
15Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetap-
kan oleh syara’ tentang hukum mewujudkannya dan tidak pula ter-
dapat suatu dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikan 
atau mengabaikannya. Lihat ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, 
cet. I, t.tp: Dar al-Qalam, t.t., hal. 84.
16Istihsan yaitu meninggalkan qiyas jali (nyata) untuk menjalankan 
qiyas khafi (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk men-
jalankan hukum istithna’i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang 
menurut logika membenarkannya.  Lihat ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm 
Usul..., hal. 79.
~ 10 ~ ~ 11 ~
dengan Kitab Allah dan berilah izin kepadaku.” Nabi ber-
kata, ”Katakanlah!” Laki-laki itu berkata, ”Sesungguhnya 
anak laki-lakiku adalah pekerja dari orang ini, lalu ia ber-
zina dengan istrinya. Saya menebusnya dengan 100 ekor 
kambing dan seorang budak. Kemudian saya bertanya ke-
pada beberapa orang ahli. Mereka memberi kabar kepada-
ku bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan 
satu tahun, sementara istrinya harus dirajam.” Nabi Saw 
bersabda, ”Demi Zat yang jiwaku dalam genggaman-Nya. 
Sungguh saya akan memberi putusan pada kamu berdua 
dengan Kitab Allah. Kambing 100 ekor dan seorang budak 
dikembalikan dan anakmu harus dicambuk 100 kali serta 
diasingkan satu tahun. Dan pergilah kamu hai Unais ke-
pada istri orang ini. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia.” 
Lalu Unais berangkat ke rumah istri laki-laki itu, dan ia 
mengaku, maka Unais merajamnya.”17
 
Dalam hadis yang lain dinyatakan sebagai berikut:
”Dari Ibn ‘Abbas r.a. ia berkata: Umar berkata, “ Sungguh 
aku khawatir jika suatu saat nantinya seseorang berkata, 
”Kami tidak mendapatkan (ayat) rajam dalam Kitab 
Allah, sehingga mereka tersesat sebab meninggalkan 
satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ingat 
bahwasanya rajam itu adalah masalah yang benar bagi 
orang yang melakukan zina dalam status muhsan (telah 
menikah), jika bukti-buktinya ada atau terjadi kehamilan 
atau pengakuan. Sufyan berkata,  “Demikianlah saya 
menghafalnya. Ingatlah bahwa Rasulullah Saw benar-
benar telah melakukan hukum rajam dan kamipun 
17Muslim, Imam Abi al-Husayn, Sahih Muslim, cet. I, Riyad: Dar al-
Salam, 1998. Lihat Ibn Hajar al-’Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillah 
al-Ahkam, cet. I, t.tp: Maktabah Syaikh Salim bin Sa’d Nabhan, t.t., hal. 
251-252. 
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melakukannya juga sesudahnya.”18 
Hadis tersebut di atas menjelaskan kekhawatiran Khalifah 
‘Umar bin Khattab akan munculnya pendapat orang-orang 
tertentu yang mensinyalir  bahwa hukuman rajam tidak 
terdapat dalam al-Qur’an, sehingga mereka tidak member-
lakukannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ten-
tang rajam sebelumnya ada dalam al-Qur’an. Hanya saja ayat 
tersebut telah dinasakh, dengan ketentuan bahwa hukumnya 
tetap berlaku.19 Adapun bunyi ayat yang telah dinasakh terse-
but adalah:  ”Seseorang yang telah tua (sudah kawin) baik 
laki-laki maupun perempuan, jika mereka berzina, maka ra-
jamlah keduanya disebabkan kenikmatan yang telah mereka 
reguk.”20 
Dari penjelasan di atas, terlihat adanya perbedaan 
antara pezina yang berstatus sudah menikah (muhsan) 
dengan yang belum menikah  (ghayr muhsan). Bagi pe-
zina yang berstatus belum menikah hukumannya adalah 
cambuk 100 kali ditambah pengasingan (banishment) 
selama satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang su-
dah menikah hukumannya adalah dirajam sampai mati. 
Namun dalam hadis yang lain dikatakan bahwa bagi pe-
zina muhsan juga dicambuk 100 kali kemudian baru dirajam. 
Hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis berikut:
18Ibn Hajar al-’Asqalani, Bulugh al-Maram ..., hal. 251-252. 
19Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sun-
nah, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang).    
20Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir,Tafsir al-Qur’an al-Karim, 
cet. I, Beirut: Dar al-Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, Juz VI,  1999, 
hal. 375. 
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Dari ‘Ubadah bin Samit, ia berkata bahwa Nabi Saw se-
tiap turun wahyu selalu merasa susah dan wajahnya agak 
keruh.  Pada suatu hari turun wahyu padanya dan begi-
tulah keadaannya. Setelah tenang, beliau bersabda, “Am-
billah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan 
untuk mereka, janda dengan janda dan perawan dengan 
perawan. Hukuman bagi janda adalah 100 kali cambuk ke-
mudian dirajam atau dilempari dengan batu, sedangkan 
hukuman bagi perawan adalah 100 kali cambuk dan dias-
ingkan selama satu tahun.21
 
Mengenai penjatuhan dua hukuman bagi pezina muh-
san, yaitu cambuk 100 kali dan rajam, terdapat perbedaan 
pendapat para ulama’. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, 
Dawud al-Zahiri dan Ibn Mundhir berpendapat bahwa pe-
zina muhsan dicambuk 100 kali dan dirajam, sesuai dengan 
hadis di atas. Sedangkan jumhur ulama, termasuk Imam Ma-
lik, kalangan Syafi’iyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa 
pezina yang berstatus muhsan tidak perlu untuk dihukum 
cambuk, tetapi cukup dihukum rajam saja. Jumhur dalam hal 
ini berpegang kepada hadis riwayat Jabir bin Samurah, yai-
tu: ”Dari Jabir bin Samurah, bahwa rasulullah Saw merajam 
Ma’iz bin Malik dan tidak menyebutkan tentang cambuk.” 22
Menurut jumhur, hadis tersebut keluar belakangan 
sesudah hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum 
cambuk. Jadi menurut jumhur, hadis tersebut menghapus 
(naskh) hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya 
hukuman cambuk selain rajam bagi pezina muhsan. Pendapat 
jumhur ini dibantah oleh ulama lain yang menyatakan 
21Ibn Hajar al-’Asqalani, Bulugh…, hal. 252. 
22Muhammad al-Syawkani, Nayl al-Awtar..., hal. 255. 
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bahwa hal ini tidak berarti membatalkan hukum cambuk 
yang telah ditetapkan al-Qur’an terhadap setiap orang yang 
berbuat zina. Hal ini juga dibuktikan dengan praktek ‘Ali 
bin Abi Talib ketika menjadi khalifah yang melaksanakan 
hukuman cambuk sekaligus rajam kepada seorang wanita 
yang berstatus muhsan dan peristiwa ini terjadi setelah 
wafatnya Rasulullah. Ali r.a. berkata, ”Aku hukum cambuk ia 
berdasarkan Kitab Allah dan aku rajam berdasarkan sunnah 
Rasulullah.”23
Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas terlihat 
bahwa sebagian besar para ahli tafsir maupun fiqih  memiliki 
pemahaman yang sama mengenai substansi diharamkannya 
perzinaan, pengklasifikasian pelaku zina kepada yang sudah 
menikah dan yang belum menikah,  bentuk hukuman bagi 
pelaku perzinaan yaitu dera bagi yang belum menikah 
dan rajam bagi pelaku yang sudah menikah. Merekapun 
kelihatannya juga sejalur untuk menempatkan perbuatan zina 
ini dalam kategori hudud yang dipahami sebagai ketentuan 
hukuman yang telah ditetapkan nass untuk memenuhi hak 
Allah, sehingga tidak memungkinkan untuk dimodifikasi.24
Ketika bentuk hukuman zina dipahami sebagai bagian 
dari ketentuan hukum Tuhan yang tidak bisa dimodifikasi 
atau direinterpretasi, maka kemudian muncullah penilaian-
penilaian miring dari kalangan umat non muslim  yang 
mensinyalir bahwa Islam merupakan agama yang kaku, ke-
23Muhammad al-Syawkani, Nayl al-Awtar..., hal. 255.
24Muhammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law: an Enqui-
ry into the Hudud Bill of Kelantan, cet. I, Kuala Lumpur: Ilmiah Publish-
er, 2000, hal. 72. Lihat juga Abdur Rahman I. Doi, Syari’ah II: Hudud 
dan Kewarisan, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. I, Jakarta: 
Rineka Cipta, 1992, hal. 6.
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jam, bengis dan tidak menghormati hak-hak asasi manu-
sia (HAM).25 Penilaian ini agaknya lebih tertuju dari model 
pelaksanaan hukuman bagi pelaku perzinaan yang terkesan 
“bar-bar” atau “primitif” di mata mereka. 
Terma hudud sebagaimana yang dipahami selama ini 
di kalangan para ahli tafsir maupun fiqih  sebagaimana 
disinggung di atas, kelihatannya memerlukan reinterpretasi 
yang komprehensif. Merujuk pada argumen Syahrur,26  terma 
hudud sesungguhnya memuat pengertian sebagai batas-batas 
ketentuan Allah yang memungkinkan terjadinya ijtihad yang 
bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis.27 
Di samping itu, problema nasikh wa mansukh yang 
menjadi riakan kecil perdebatan mengenai apakah ayat 
yang mengakomodasi hukuman dera dalam surat al-Nur 
25Human Rights News, “Police Abuse of Women in Pakistan”, dalam 
http://hrw.org. Diakses tanggal 2 Juni 2006. Lihat juga “Saving Amina 
Lawal: Human Rights Symbolism and the Dangers of Collonialism”, 
Harvard Law Review, Vol 117, hal. 2365-2386. Lihat juga ulasan Topo 
Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, cet. I, Jakarta: Asy-Syaamil 
Press dan Grafika, 2000, hal. 185.
26Muhammad Syahrur merupakan seorang insinyur berkebang-
saan Syria, dilahirkan pada tanggal 11 Maret 1938. Syahrur men-
gawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah 
di tanah kelahirannya, tepatnya di lembaga pendidikan Abdurrah-
man al-Kawakibi, Damaskus. Pendidikan menengahnya ia rampung-
kan pada Tahun 1957 dan segera setelah menuntaskan pendidikan 
menengahnya, Syahrur melanjutkan studinya ke Moskow, Uni Soviet 
untuk mempelajari teknik sipil (handasah madaniyah) atas beasiswa 
pemerintah setempat. Salah satu karyanya yang kontroversial adalah 
al-Kitâb wa al-Qur`an: Qirâ`ah Mu’sirah. Lihat “M. Syahrur: Figur 
Fenomenal dari Syria “ dalam www.islamlib.com. Diakses pada tang-
gal 5 Februari 2005.
27Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Nahw 
Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami), terj. Sahiron Samsuddin dan Burhan-
uddin, Cet. 1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, hal. 152.
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ayat 2 telah menasakh hukum rajam yang berlaku saat itu 
atau sebaliknya juga perlu dianalisis lebih mendalam lagi. 
Lebih dari itu, perlu dicari jawaban pula atas pertanyaan 
besar mengenai apakah benar bahwa dalam al-Qur’an 
sesungguhnya telah terdapat ayat tentang rajam, akan tetapi 
ayat ini telah dinasakh oleh Allah. Pertanyaan-pertanyaan 
kritis ini bagaimanapun juga menarik untuk dicermati dan 
dianalisis secara komprehensif.
  Terkait dengan regulasi tindak pidana zina ini di Aceh  yang 
telah diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan 
syari’at Islam secara kaffah (berdasarkan UU No. 22 Tahun 
1999 dan UU No. 18 Tahun 2001), maka telah mengesahkan 
Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Meski 
tidak secara tegas mengatur langsung tentang perbuatan 
zina, tapi qanun ini lahir sebagai upaya pre-emtiv dan 
preventif terjadinya perbuatan zina tersebut. Pada tingkat 
optimum remedium qanun ini merupakan usaha represif 
melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang 
dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).
Khalwat/mesum dalam  Qanun No. 14 Tahun 2003 
didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua 
orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan 
muhrim atau tanpa ikatan perkawinan (Pasal 1 ayat 20). 
Ruang lingkup larangan khalwat ini adalah segala kegiatan, 
perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan 
zina (Pasal 2). Sementara tujuan diberlakukannya qanun ini 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 adalah: 
a. Menegakkan syari’at Islam dan adat istiadat yang 
berlaku dalam masyarakat di Propinsi Aceh;
b.  Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan 
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dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
c.  Mencegah anggota masyaraat sedini mungkin dari 
melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
d.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan 
khalwat/mesum.
e.  Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.28
Ketentuan mengenai ‘uqubat bagi pelaku khalwat diatur 
dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25. Di dalam Pasal 22 dinyatakan 
bahwa:
1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dalam Pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa 
dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling 
rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan ‘uqubat 
ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, 
paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 
paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.29
Terkait dengan pelaksanaan ‘uqubat cambuk di atas, 
dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa:
28Dinas  Syari’at Islam, Himpunan Undang-Undang Keputusan Pres-
iden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur 
Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Cet. 1,  Banda Aceh: Dinas Syari’at 
Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hal. 226. 
29Dinas  Syari’at Islam, Himpunan Undang-Undang..., hal. 231. 
~ 16 ~ ~ 17 ~
1)  Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang 
dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa 
Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
2)  Pencambukan dilakukan dengan rotan yang 
berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 
(satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak 
dibelah.
3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali 
kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
4)  Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
5)  Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri 
tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju 
tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan 
dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
6)  Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan 
setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan 
melahirkan.30
Selanjutnya dalam Pasal 29 dinyatakan: “apabila 
selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan 
terhukum, berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, 
maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang 
memungkinkan.”31
Selanjutnya yang menjadi persoalan menarik terkait 
dengan regulasi khalwat di Aceh adalah gencarnya gugatan 
dari kalangan intelektual Aceh mengenai definisi khalwat 
dalam Qanun tersebut. Ketika khalwat didefinisikan sebagai 
perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf 
atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau 
tanpa ikatan perkawinan, maka perbuatan mesum (seperti 
30Dinas  Syari’at Islam, Himpunan Undang-Undang..., hal. 232. 
31Dinas  Syari’at Islam, Himpunan Undang-Undang..., hal. 232.  
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bermesraan di atas sepeda motor, berpelukan, bergandengan 
tangan, atau bahkan berciuman) yang dilakukan di tempat 
ramai (seperti pantai atau tempat-tempat hiburan lainnya) 
menjadi tidak masuk dalam kategori ini. Persoalan pelik 
lain yang muncul adalah ketika kasus-kasus khalwat yang 
terungkap ternyata sudah masuk wilayah zina. Artinya, si 
pelaku tidak hanya melakukan perbuatan bersunyi-sunyi 
sebagaimana yang diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003, 
akan tetapi lebih dari itu sudah terjadi hubungan badan 
(coitus) antara kedua pasangan yang berlainan jenis yang 
bukan muhrim, baik yang sudah berstatus sama-sama punya 
pasangan resmi, sama-sama belum menikah, atau salah satu 
di antara pelaku sudah menikah.32 
Tentu ini menimbulkan problema tersendiri dalam 
konteks hukum Islam. Sebab perzinaan dalam hukum Islam 
diposisikan sebagai bagian dari hudud yang maknanya –
sesuai dengan yang disepakati oleh jumhur fuqaha’- adalah 
tidak menerima interpretasi dan modifikasi terkait bentuk 
hukumannya (cambuk seratus kali bagi yang belum menikah 
dan dirajam sampai mati (stoning to death) bagi yang sudah 
menikah). Ketentuan hukuman serupa ini, dalam perspektif 
sejarah adat masyarakat Aceh juga diberlakukan,33 meski 
32Anton Widyanto et.al, “Implementasi Qanun No. 12, 13 dan 14 
Tahun 2003 dalam Rangka Penegakan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh 
Darussalam”, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Satker BRR Sarpras Hu-
kum NAD dan Arrijal Institute Banda Aceh, 2007.
33Salah satu rujukan sejarah yang sering dikutip untuk memperte-
gas hal ini adalah ketika Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum ra-
jam terhadap puteranya sendiri yang bernama Meurah Pupok karena 
berzina dengan istri seorang perwira. Lihat Republika, Jum’at 10 Juli 
2007. Lihat juga http://ulul-albab.asianfreeforum.com/ kajian-islam-
f3/jejak-syariah-dan-khilafah-di-nusantara-2-t73.htm dan  http://
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ada juga yang berpendapat bahwa dalam implementasinya 
terdapat inovasi-inovasi.34 Berpijak dari fakta inilah maka 
Qanun No. 14 Tahun 2003 telah diusulkan untuk direvisi 
sejak Tahun 2006. Salah satu bagian yang ditambahkan 
adalah aturan mengenai pelaku tindak pidana zina dan 
pemerkosaan.35 Di sini terlihat ada sesuatu yang memerlukan 
sinkronisasi khususnya terkait upaya menjalankan syari’at 
Islam secara kaffah di Aceh dengan hukum nasional yang 
berparadigma hukum Belanda. Di satu sisi, tindak pidana 
perzinaan memang sudah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Meski demikian, aturan-aturan 
tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan-aturan 
dalam hukum Islam. Di sisi lain, ketika tindak pidana 
perzinaan ini dicoba diatur sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam hukum Islam, sudah barang tentu akan 
berpotensi menimbulkan konflik-konflik horizontal antara 
masyarakat Aceh sendiri, maupun secara vertikal dengan 
peraturan perundang-undangan di atasnya. 
Fakta berbicara ternyata upaya penyempurnaan Qanun 
No. 14 Tahun 2003 melalui penyusunan dan pembahasan 
Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat 
berjalan tersendat-sendat. Hingga akhirnya menjelang akhir 
Tahun 2009, tepatnya pada tanggal 14 September 2009, 
Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat beserta 
personage.melayuonline.com  
34Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, Banda Atjeh: Dinas Pendidikan 
dan Kebudajaan Prov. Atjeh, 1970, hal. 182-187. 
35Menurut penuturan Al Yasa’ , proses pengesahan revisi Qanun 
No. 14 Tahun 2003 sudah berada di DPRA, akan tetapi kelanjutan 
prosesnya masih belum diketahui. Wawancara dengan Al Yasa’  Abu 
Bakar, Kepala Dinas Syari’at Islam NAD tanggal 6/2/2008.
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beberapa rancangan qanun lainnya meliputi Rancangan 
Qanun Wali Nanggroe, Rancangan Qanun Pemberdayaan 
dan Perlindungan Perempuan, dan Rancangan Qanun 
Penanaman Modal disahkan menjadi qanun.36 Meski 
demikian, pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan 
Hukum Acara Jinayat ini telah menimbulkan pro dan kontra 
di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Salah satu aspek krusial 
yang menjadi bahan perdebatan adalah dicantumkannya 
hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan 
cambuk 100 kali bagi yang belum menikah pada Pasal 24 
ayat (1).37 Bagi pihak yang pro, pengesahan Rancangan 
Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat ini merupakan 
bukti keseriusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 
(DPRA) dalam menegakkan syariat Islam secara kaffah di 
Aceh. Sebaliknya, bagi kalangan yang kontra, pengesahan 
Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat ini 
justru dianggap sebagai langkah mundur penegakan syariat 
Islam di Aceh. 
Perdebatan terkait pengesahan Rancangan Qanun Jinayat 
dan Hukum Acara Jinayat ini semakin meruncing ketika 
pihak eksekutif Pemerintah  Aceh berbeda pendapat dengan 
pihak legislatif. Bahkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, 
tidak mau menandatangani Rancangan Qanun Jinayat dan 
Hukum Acara Jinayat yang sudah disahkan pihak legislatif 
tersebut.38 
Paparan dalam latar belakang masalah di atas 
36Serambi Indonesia, 15 September 2009. 
37Serambi Indonesia, 15 September 2009. 
38http://www.acehkita.com/berita/qanun-jinayat-tidak-sah-gu-
bernur/ diakses 24/06/2010. 
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menimbulkan sebuah persoalan mendasar terkait dengan 
bagaimanakah ketentuan hukuman bagi pelaku tindak 
pidana zina menurut perspektif Islam dapat diterapkan di 
zaman modern sekarang ini di Aceh. Bagaimana pula upaya 
sinkronisasi syari’at Islam di Aceh dengan hukum Indonesia 
yang menganut model Eropa Kontinental.39  Di satu sisi, 
upaya formalisasi Syari’at Islam secara komprehensif 
menuntut Pemerintah Aceh untuk mampu mengakomodir 
regulasi tindak pidana zina, namun di sisi lain hal ini akan 
berbenturan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam 
KUHP bahkan HAM dalam konteks yang lebih luas.
Kontroversi seputar sanksi tindak pidana zina walaupun 
termasuk kategori hudud dan opini negatif yang berkembang 
ketika memahami pemberlakuan hukuman bagi pelaku 
tindak pidana zina dalam Islam khususnya  bila dikaitkan 
dengan penegakan supremasi hak-hak asasi manusia (HAM)40 
adalah hal yang tentu saja perlu dicarikan solusi.
Dalam buku ini, zina dibatasi pada hubungan seksual yang 
terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 
39Di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Inggris dan Perancis, 
zina sebagai delik telah dihapus. Hal ini menurut Leden Marpaung 
adalah logis dikarenakan seks merupakan kebutuhan (need) orang de-
wasa. Hal ini selain sangat terkait dengan perkembangan era informa-
si dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dewasa ini, juga dipen-
garuhi oleh penegakan hak-hak asasi manusia setiap orang dewasa. 
Artinya bahwa seks merupakan hak setiap laki-laki dan perempuan 
dewasa untuk menikmatinya, sehingga tidak perlu diancam dengan 
hukuman pidana. Lihat Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Masalah 
Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 
2004, hal. 42-43. 
40Muhammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law: an En-
quiry into the Hudud Bill of Kelantan, Cet. 1, Kuala Lumpur: Ilmiah Pub-
lisher, 2000, hal. 72.  
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perkawinan yang sah, baik yang melakukannya berstatus 
sudah  menikah (muhsan/adultery) atau belum menikah 
(ghayr muhsan/fornication). Dengan demikian persetubuhan 
yang dilakukan oleh sesama jenis (homoseksual dan lesbian) 
dan persetubuhan yang dilakukan dengan binatang, bukan 
merupakan fokus pembahasan dalam disertasi ini. 
B. Kajian Pustaka
Studi yang membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana 
zina menurut perspektif Islam sudah banyak dilakukan oleh 
para sarjana. Meski demikian, penulis belum menemukan 
sebuah studi yang komprehensif terkait dengan konteks 
masyarakat Aceh yang sedang memformalisasikan sekaligus 
mengimplementasikan syari’at Islam di era kontemporer ini. 
Isu mengenai konsep hadd zina secara normatif ini menjadi 
salah satu pembahasan pokok dalam karya-karya jurist 
maupun ahli tafsir Islam klasik sampai modern. Pendekatan 
yang umumnya dipakai hanya berupa pendekatan tekstual. 
Pemikiran-pemikiran mereka terkait dengan hadd zina ini 
antara lain dapat dijumpai dalam karya al-Tabari,41 al-Razi,42 
al-Taba’taba‘i,43 al-Maraghi,44 al-Jassas,45 al-Dakhil,46 al-
41Abu Ja’far al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an, cet. I, 
Jilid IX,  Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1968.
42Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Jilid XXIII, cet. I, Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. 
43Al-Taba’taba‘i, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an Jilid XV, cet. I,  Beirut: 
Muassasah al-’Alami , t.t.. 
44Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid VI, Juz XVII, cet. I, Mesir: 
Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974. 
45Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993. 
46Sa’id Faiz al-Dakhil, Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, cet. 
I,  Kairo: Dar al-Nafais, 1993. 
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Zamakhsyari,47 al-Alusi,48 ‘Awdah,49 serta Qal’araji.50
Disertasi Abd el-Rahim Gafer Muhammad, misalnya, 
mengulas tentang konsep hukuman dalam hukum Islam. 
Selain menggunakan pendekatan historis, Gafer Muhammad 
juga menggunakan pendekatan komparatif untuk 
membandingkan konsep hukuman dalam Islam dengan 
hukum konvensional (Barat). Di dalam salah satu babnya, 
dia menyinggung secara sekilas tentang konsep hukuman 
cambuk dan rajam yang dikenakan pada pelaku zina. Meski 
dibahas secara sekilas, poin penting yang disampaikan oleh 
Gafer Muhammad adalah bahwa hukuman cambuk dan 
rajam harus dilihat secara filosofis dari hukum Islam itu 
sendiri dan tidak bisa hanya didekati dengan teori hukuman 
yang dijalankan oleh sistem hukum di luar Islam. 51 
Berikutnya tulisan Muhammad Hashim Kamali 
memfokuskan pada implementasi hudud di Kelantan. 
Dalam kajiannya, Kamali menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
hukum hudud di Kelantan, khususnya terkait dengan tindak 
pidana zina, masih menimbulkan problematika tersendiri 
di kalangan masyarakat. Problem ini tidak hanya terkait 
dengan definisi muhsan dan ghayr muhsan, atau pembuktian 
47Al-Zamakhsyari, al-Kasyssyaf, Juz III, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1995. 
48Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, Jilid IX,  cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 
49‘Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, cet. I, Kairo: Dar 
al-Fath, 1968. 
50Muhammad  Rawwas Qal’araji, Mawsu’ah Fiqh ‘Umar bin Khat-
tab, cet. I, Kairo: Dar al-Nafa’is, 1997; Muhammad  Rawwas Qal’araji, 
Mawsu’ah Fiqh ‘Abd Allah bin‘Umar, cet. I, Kairo: Dar al-Nafa’is, 1995.
51Abd el-Rahim Gafer Muhammad menulis tentang “The Concept 
of Punishment in Islamic Law in Relation to Contemporary Legal 
Trends” , Dissertation, Cincinotti, Ohio: 1987.
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yang masih cenderung diperdebatkan, akan tetapi juga 
berhubungan dengan bentuk hukuman bagi pelaku zina. Ia 
berpandangan bahwa cambuk adalah bentuk hukuman yang 
sejalan dengan ketentuan ajaran Islam tanpa membedakan 
antara pelaku zina yang sudah menikah atau belum. Pada 
akhirnya dia menyimpulkan bahwa formalisasi hudud 
di Kelantan gagal merefleksikan substansi hukum yang 
disinggung Allah Swt di dalam al-Qur’an, dan realitas sosial 
yang terjadi di kalangan masyarakat Malaysia kontemporer. 
Orientasi yang dikembangkan lebih bersifat taqlidi  sehingga 
justru kurang menyentuh substansi maqasid al-syari’ah. 52
Selanjutnya studi Rahmatian Ali Akbar menganalisis 
tentang konsep pelaksanaan hukuman terkait dengan 
tindak pidana menurut perspektif Islam dan Barat. Selain 
menggunakan metode perbandingan hukum, Rahmatian juga 
mempergunakan pendekatan sejarah dalam pembahasannya. 
Menurut Rahmatian, perbedaan pandangan antara Barat dan 
masyarakat muslim dalam memahami kejahatan, keadilan 
dan hukuman pada dasarnya terletak dari perbedaan 
paradigma hukum yang dipegang oleh masing-masing 
pihak. Adanya pandangan bahwa ketentuan hukuman yang 
diberlakukan di dalam hukum Islam, misalnya hukuman 
cambuk dan rajam bagi pelaku zina, adalah kejam pada 
prinsipnya adalah didorong oleh tidak dipahaminya hakikat 
hukum Islam oleh kalangan Barat. Demikian pula sebaliknya 
kecenderungan hukum Barat yang sekuler, pada dasarnya 
adalah bagian yang harus sama-sama dipahami oleh 
52Muhammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law: an En-
quiry into the Hudud Bill of Kelantan, cet. I, Kuala Lumpur: Ilmiah Pub-
lisher, 2000. 
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kalangan muslim. Sayangnya hal seperti ini masih kurang 
berkembang sehingga tidak mengherankan bila antara kedua 
belah pihak terjadi konflik. Karena itu, menurut Rahmatian, 
yang penting dikembangkan adalah justru kesepakatan 
untuk saling memahami adanya perbedaan tersebut. Dengan 
demikian maka kedua belah pihak dapat sama-sama eksis 
dengan paradigma hukum yang diyakini masing-masing.53 
Berikutnya tulisan Ichtijanto yang menyimpulkan  bahwa 
hukuman bagi pelaku perzinaan baik yang belum menikah 
maupun yang telah menikah adalah dera/cambuk sebanyak 
100 kali. Hukum rajam yang nota bene juga diakomodir oleh 
Taurat sesungguhnya telah dinasakh oleh Q.S. al-Nur ayat 2 
yang menyatakan dengan tegas bahwa hukuman bagi pezina 
adalah dera 100  kali tanpa dibedakan antara yang muhsan 
dengan yang ghayr muhsan. 54 Sayangnya dalam tulisan 
ini, Ichtijanto tidak menggunakan analisis filosofis secara 
komprehensif. 
Stoning as a form of Punishment under Shari’a Law 
merupakan judul tulisan yang diangkat oleh ISHR Germany. 
Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan hukum 
pidana di negara-negara yang melaksanakan hukum Islam 
seperti Nigeria, Iran, Pakistan dan Sudan. Penekanan 
pembahasannya adalah pada penerapan konsep hukuman 
rajam (stoning to death) bagi pelaku zina muhsan. Dalam 
tulisan ini diungkapkan bahwa pelaksanaan hudud di 
dalam negara-negara tersebut di atas terbukti menciptakan 
53Rahmatian Ali Akbar, “Issues of Law and Punishment in Islam; 
Theory, Practice and Discussion”,  Dissertation, Florida: Florida State 
University, 1983.
54Ichtijanto, “Rajam atau Dera?”, dalam Mimbar Hukum, No. 48, 
edisi Mei-Juni, Th. XI, 2000, hal. 5-6.
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konflik, baik dalam masyarakatnya sendiri maupun di mata 
masyarakat internasional.55 Sayangnya tulisan ini tidak 
membahas secara komprehensif tentang konsep hudud di 
dalam Islam sendiri, sehingga terkesan berat sebelah (bias).
Persoalan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana 
zina juga sering disinyalir bertentangan dengan prinsip 
penegakan HAM dan kental dengan nuansa diskriminasi 
gender. Beberapa literatur yang mengungkap hal ini antara 
lain dapat dipaparkan sebagai berikut:
Studi Abdul Salem Sidahmed yang menganalisis 
problematika pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak 
pidana zina di Sudan. Abdel Salam menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina di 
Sudan yang memberlakukan hukum Islam telah menimbulkan 
diskriminasi bagi kaum perempuan. Perempuan adalah pihak 
yang sangat dirugikan dalam hal ini. Sehingga menurutnya 
pelaksanaan hukuman sedemikian rupa (baik cambuk 
ataupun rajam) justru mendistorsi keagungan syari’at Islam 
itu sendiri yang menghendaki persamaan hak di depan 
hukum (equality before the law).56 
Pembahasan Abdul Salem Sidahmed di atas serupa dengan 
pembahasan Osita NNamani Ogbu yang menganalisis 
tentang pemberlakuan hukuman pidana Islam di Nigeria.57 
55http://www.ishr.org/activities/campaigns/stoning/ishr_posi-
tion_paper.htm diakses tanggal 25/05/2007.
56Abdul Salem Sidahmed, “Problems in Contemporary Applica-
tions of Islamic Criminal Sanctions: The Penalty for Adultery in Rela-
tion to Women”, British Journal of Middle Eastern Studies, (2001), 28 
(2), hal.187-204.  
57Osita NNamani Ogbu, “Punishment in Islamic Criminal Law as 
Anthitheical to Human Dignity: The Nigerian Experience”, Interna-
tional Journal of Human Rights Vol. 9, No. 2, June 2005, hal. 165-182. 
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Perbedaannya adalah pada lokasi yang mereka jadikan 
fokus pembahasan. Ogbu juga memiliki pandangan yang 
sama bahwa kebijakan penerapan hukuman bagi pelaku 
tindak pidana zina di Nigeria telah meminggirkan hak-hak 
perempuan. Analisis Ogbu di atas dipertajam lagi dalam 
Harvard Law Review.58 
Sementara tulisan lain yang memakai pendekatan serupa 
dengan Abdul Salem dan Ogbu di atas tapi dengan lokasi 
yang berbeda, yaitu Shahnaz Khan59 yang memilih Pakistan 
sebagai tempat studinya. Shahnaz Khan juga menarik 
kesimpulan yang sama dengan Abdul Salem dan Ogbu bahwa 
pemberlakuan hukuman zina dalam rangka formalisasi 
Syari’at Islam justru telah menimbulkan penindasan dan 
peminggiran terhadap perempuan.
Sejauh ini, studi tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh 
juga telah banyak dilakukan para sarjana. Namun demikian, 
fokus pembahasannya berbeda dengan topik yang akan 
peneliti lakukan berikut. Beberapa tulisan yang membahas 
tentang Syari’at Islam di Aceh antara lain: Safwan Idris et.al, 
Rusydi Ali Muhammad, Arskal Salim, Anton Widyanto et.al, 
Bustami Abu Bakar dan  Mahdi Abdullah Shihab.
Safwan Idris et.al membahas tentang beberapa isu 
terkait dengan implementasi syari’at Islam di Aceh yaitu: 
pendidikan, kultur sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat dan 
hukum serta dimensi keulamaan dan persoalan minoritas. 
Pendekatan yang dipakai dalam bunga rampai ini lebih 
58“Saving Amina Lawal: Human Rights Symbolism and the Dangers 
of Collonialism”, Harvard Law Review, Vol 117, hal. 2365-2386. 
59Shahnaz Khan, “Locating Feminist Voice; The Debate on the Zina 
Ordinance”, Feminist Studies 30, No. 3, (Fall, 2004). 
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banyak bersifat normatif. 60 
Rusydi lebih memfokuskan pada aspek-aspek apa saja yang 
perlu diperhatikan dalam menegakkan syari’at Islam di Aceh. 
Dalam salah satu pembahasannya, Rusydi juga memaparkan 
problematika hudud terkait dengan tindak pidana zina. 
Sayangnya pembahasan tentang persoalan ini hanya dibahas 
secara sekilas dan tidak komprehensif. Rusydi menegaskan 
bahwa pelaksanaan hukuman zina berupa rajam dan cambuk 
masih memerlukan interpretasi baik secara konseptual 
maupun prakteknya.61
Arskal Salim lebih memfokuskan pembahasannya 
pada aspek historisitas pelaksanaan syari’at Islam di Aceh 
yang dibatasi dari Tahun 1930an-1960. Penekanannya 
lebih pada penelusuran terhadap faktor-faktor politis dan 
sosiologis pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Menurut 
Arskal, pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh memang sangat 
terkait dengan faktor-faktor politik yang ditandai dengan 
pemberontakan DI/TII. Namun demikian, secara sosio-
kultural pada prinsipnya masyarakat Aceh memang sangat 
kental dengan nilai-nilai Islam. 62
Studi Anton Widyanto et.al lebih memfokuskan pada 
kendala-kendala yang dihadapi lembaga-lembaga penegak 
hukum syari’at Islam di Aceh meliputi Kepolisian, Kejaksaan, 
Dinas Syari’at Islam, MAA dan Mahkamah Syar’iyah 
60Safwan Idris et.al, Syari’at di Wilayah Syari’at,  cet. I, Banda Aceh: 
Dinas Syari’at Islam NAD, 2002.
61Rusydi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, 
Solusi dan Implementasi, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.   
62Arskal Salim, “Syari’at dan Identitas Islam di Aceh 1930an-
1960an: Kajian Latar Belakang Aspirasi Syari’at Islam di Aceh”, Jurnal 
Dialog, No. 57, 2004.
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terkait dengan implementasi Qanun No. 12, 13 dan 14 
Tahun 2003. Studi ini menyimpulkan bahwa koordinasi 
kelembagaan antara aparatur penegak Syari’at Islam di 
Aceh sudah berjalan dengan baik. Namun demikian terkait 
dengan kedudukan polisi Syari’at (wilayatul hisbah) ternyata 
masih menyimpan banyak persoalan antara lain: minimnya 
anggaran yang dialokasikan serta minimnya kuantitas dan 
kualitas personil.63 
Bustami Abu Bakar lebih memfokuskan studinya pada 
persepsi masyarakat Bireuen terhadap pelaksanaan hukuman 
cambuk di Aceh. Hasil yang ditemukan menunjukkan 
bahwa masyarakat Bireuen menanggapi pelaksanaan 
hukuman cambuk secara bervariasi. Namun kebanyakan 
memandang bahwa pelaksanaan hukuman cambuk masih 
sering diskriminatif dan inkonsisten. Hal ini diindikasikan 
oleh banyaknya pelaku kejahatan dari kalangan masyarakat 
bawah yang dieksekusi, sementara pelaku kejahatan dari 
kalangan pejabat sering tidak diproses.64
Mahdi Abdullah Shihab memfokuskan pembahasannya 
pada kendala-kendala pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 
2003 tentang Khalwat/Mesum di Aceh. Hasil studinya 
menunjukkan bahwa qanun ini masih memiliki banyak sekali 
kekurangan. Di antaranya di dalam qanun ini tidak diatur 
63Anton Widyanto et.al, “Implementasi Qanun No. 12, 13 dan 14 
Tahun 2003  dalam Rangka Penegakan Syari’at Islam di Nanggroe 
Aceh Darussalam”, Laporan Studi, Satker BRR Sarpras Hukum NAD 
dan Arrijal Institute Banda Aceh, 2007. 
64Bustami Abu Bakar, “Respon Masyarakat Bireuen terhadap Pelak-
sanaan Hukuman Cambuk” dalam Syahrizal et.al, Dimensi Pemikiran 
Hukum dalam Implementasi Syari’at Islam di Aceh, cet. I, Banda Aceh: 
Dinas Syari’at Islam NAD, 2007. 
~ 30 ~ ~ 31 ~
mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan dan 
tidak diatur pula terkait dengan penangkapan jika pelaku 
melarikan diri. Di samping itu, masih adanya perbedaan 
persepsi antara pemerintah, masyarakat dan penegak hukum 
juga menjadi kendala dalam implementasinya di lapangan. 
Hal-hal lain seperti integritas penegak hukum dan minimnya 
tekanan publik terhadap pelaksanaan qanun ini di lapangan 
juga menjadi kendala tersendiri. Implikasinya adalah 
munculnya ketidakpastian hukum serta aksi-aksi kekerasan 
yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus-kasus khalwatpun 
akhirnya  kebanyakan diselesaikan secara adat. 65 
C. Kerangka Teori
Zina di dalam hukum Islam adalah salah satu tindak 
pidana yang masuk dalam kelompok hudud. Hudud yang 
merupakan kata jamak dari hadd secara etimologis dalam 
bahasa Arab bermakna batas pemisah antara dua hal 
agar tidak saling bercampur atau agar salah satu di antara 
keduanya tidak masuk pada wilayah yang lain. Makna lain 
dari hadd adalah pelarangan, pencegahan, serta batas akhir 
dari sesuatu yang dituju.66 Sementara secara terminologis, 
hudud dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang 
terlarang menurut syara’ dan diancam dengan hukuman yang 
65Mahdi Abdullah Shihab, “Qanun Khalwat dan Penegakan Hukum 
Syari’at Islam di Aceh,” Makalah, dipresentasikan dalam Aceh Devel-
opment International Conference (ADIC) 2011, 26-28 Maret 2011, 
UKM-Bangi, Malaysia. 
66Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudud fi al-Islam 
wa Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad’iyyah, cet. I, Kairo: al-Hai’ah al-
‘Ammah li Syu’un al-Matabi’ al-Amiriyyah, 1974, hal. 129-130. 
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sudah ditentukan dan ditetapkan sebagai hak Allah.67 Makna 
“hukuman yang sudah ditentukan dan ditetapkan sebagai 
hak Allah” adalah bahwa hukuman tersebut ditujukan untuk 
mewujudkan kebaikan masyarakat dan menjaga tatanannya. 
Lebih dari itu hal ini juga bermakna bahwa hukuman tersebut 
tidak dapat digugurkan, baik secara individual maupun 
kolektif (masyarakat).68
Hukuman dianggap sebagai hak Allah ketika menyangkut 
kepentingan umum, yaitu menghindarkan dan melindungi 
manusia dari kerusakan. Setiap tindak pidana yang 
kerusakannya kembali kepada umum dan manfaat 
hukumannya juga kembali kepada mereka, hukuman tersebut 
dianggap sebagai hak Allah, demi tercapainya manfaat dan 
menangkal bahaya serta kerusakan.69 
Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha‘ dalam 
mengkategorisasikan kejahatan yang masuk dalam hudud. 
Kebanyakan mereka menetapkan tujuh macam kejahatan 
yang diancam dengan hukuman hudud meliputi: perzinaan, 
tuduhan zina (qazf), meminum minuman keras (syurb al-
khamr), pencurian (sariqah), perampokan (qat’ al-tariq/
hirabah), keluar dari agama Islam (riddah) dan pemberontakan 
(al-baghy).70 Ada sebagian fuqaha‘ yang berpendapat bahwa 
meminum minuman keras dan keluar dari Islam (riddah) 
67Muhammad Salim al-Awwa, Fi Usul al-Nizam al-Jina’i al-Islami, 
cet. I, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1983,  hal. 127. 
68Ahsin Sakho Muhammad, et.al, (Eds), Ensiklopedi Hukum Pidana 
Islam, Jakarta: Kharisma Ilmu, hal. 149.  
69Ahsin Sakho Muhammad, et.al, (Eds), Ensiklopedi Hukum..., hal. 
150. 
70Muhammad Abu Zahrah, Al-‘Uqubah, cet. I, Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, t.t., hal. 84. 
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tidak masuk dalam kategori hudud, tapi masuk dalam jarimah 
ta’zir dengan alasan bahwa al-Qur’an dan sunnah Rasulullah 
Saw tidak menentukan hukuman secara spesifik.71 Ada 
pula sebagian fuqaha‘ yang lain tidak memasukkan 
pemberontakan (al-baghy) dalam jarimah hudud .72
Secara spesifik berbicara tentang hukuman, istilah ini 
bermakna pemberian rasa sakit yang dilakukan oleh negara 
kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, dimana 
pemberian rasa sakit tersebut  bertentangan dengan keingi-
nan orang yang menerimanya. Pada dasarnya hukuman me-
mang selalu tidak menyenangkan. Ketidaknyamanan adalah 
bagian dari hukuman itu sendiri. Karena itu hukuman yang 
legal berbeda dengan hukuman non legal serta hukuman 
dalam konteks metaforis.73  
Sebagian pakar hukum berpendapat bahwa ada dua ide 
pokok yang mendasari konsep konvensional hukuman yang 
digunakan dalam hukum pidana sebagai instrumen dari ke-
adilan masyarakat. Pertama, hukuman dilaksanakan oleh 
lembaga berwenang negara terhadap seseorang yang berpo-
sisi sebagai subyek hukum dari negara tersebut. Kedua, huku-
man melibatkan rasa sakit atau penderitaan yang dihasilkan 
secara terncana dan didasari oleh nilai-nilai bahwa penderi-
taan memang harus diberikan.74 Ada pula pakar hukum lain 
71Muhammad Salim al-Awwa, Fi Usul..., hal. 127. Lihat juga Ahmad 
‘Abd al-‘Aziz al-Alifi, “Punishment in Islamic Criminal Law”,   dalam 
M. Cherif Bassiouni (Ed), The Islamic Criminal Justice System, cet. I, 
Oceana: Oceana Publication, 1982, hal. 227.
72Muhammad Salim al-Awwa, Fi Usul..., hal.  131. 
73Paul Edwards (ed), Encyclopedia of Philosophy, Jilid VII, New York: 
The Macmillan and Co. And the Free Press, 1967, hal. 29-36.
74Edwin H. Sutherland and Donald  R. Cressey, Criminology, cet. I, 
New York: J.B. Lippincott Co, 1978, hal. 304. 
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yang berpendapat bahwa hukuman didefinisikan atas lima 
elemen: Pertama, hukuman harus melibatkan rasa sakit atau 
konsekuensi-konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak 
menyenangkan. Kedua, hukuman diberikan kepada orang 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. 
Ketiga, hukuman harus diberikan kepada si pelanggar atas 
pelanggaran yang ia perbuat. Keempat, hukuman harus harus 
dirancang secara sengaja oleh pihak lain di luar si pelanggar. 
Kelima, hukuman harus dirancang dan dilaksanakan oleh pi-
hak yang secara hukum memiliki kewenangan.75
Dari sisi historis, pemberlakuan hukuman pada dasarnya 
berbeda-beda baik dari aspek dasar yang dipakai maupun 
efeknya. Hal ini tergantung pada kepentingan individu mau-
pun kelompok sosial. Dimensi politik dari pemberlakuan hu-
kuman pertama kali diberlakukan pada masa Yunani kuno 
di mana tujuan dari hukuman adalah tidak hanya untuk me-
menuhi kepentingan Tuhan, akan tetapi juga untuk memper-
tahankan ketertiban sosial. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 
beberapa madhhab filsafat. Para filosof seperti Aristoteles dan 
Plato berpendapat bahwa hanya pelaku kejahatan yang wajib 
dikenakan hukuman di mana tujuannya bukan hanya sebagai 
pembalasan, akan tetapi juga untuk melindungi masyara-
kat dari terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.76 
Sejak abad VIII sebelum masehi, raja-raja Yunani hanya me-
miliki kekuatan dalam bidang keagamaan, sementara kekua-
saan sebenarnya dipegang oleh kaum aristokrat. Meski kaum 
75H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility dalam Philosophy of 
Law, cet. I, Oxford: The Oxford University Press, 1968, hal. 4-5.  
76Galal Tharwat dan Mohamed Abu Amir, Criminology and Penol-
ogy, cet. I, Beirut: al-Dar al-Jamiah, 1983, hal. 254. 
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aristokrat ini adalah minoritas, akan tetapi mereka memonop-
oli kekayaan dan tanah-tanah pertanian. Mereka mengang-
gap hukum sebagai monopoli mereka, sehingga mereka bebas 
menginterpretasi dan melaksanakannya. Berikutnya ketika 
perdagangan semakin berkembang, muncullah kelompok 
pedagang yang selanjutnya semakin lama semakin berpen-
garuh dan menjadi tandingan kelompok aristokrat tersebut. 
Ekses dari pertentangan antara dua kelompok ini adalah 
lahirnya pertentangan antara kelompok kaya dan miskin. Ke-
lompok yang terakhir ini meminta adanya persamaan sosial 
hingga memunculkan kelompok pembaharu di kota-kota Yu-
nani. Di antara mereka ada yang memakai keuasaaan dengan 
dukungan militer. Berikutnya dengan cara memonopoli kekua-
saan, muncullah peran diktator dalam kancah kekuasaan. 
Selama abad ke-7 dan 6 SM, penguasa seperti Draco dan 
Solon memerintah di Yunani. Draco menjalankan hukum 
dengan memberlakukan hukuman-hukuman secara kejam. 
Hukuman atas kejahatan-kejahatan serius adalah hukuman 
mati. Selanjutnya Solon yang memerintah Yunani pada Ta-
hun 594 SM meneruskan hukuman yang diberlakukan Dra-
co. Hal ini menegaskan penempatan hukuman di tangan se-
buah institusi yang bernama negara.77 
Pada masa Romawi kuno (754 SM) orang-orang yang didu-
ga melakukan kejahatan diperlakukan secara kejam dengan 
disiksa atau diintimidasi untuk mengakui sebuah kejahatan. 
Pemberlakuan hukuman penjara juga tidak memiliki jangka 
waktu tertentu. Bahkan bagi orang-orang yang dimasukkan 
dalam penjara, mereka masih akan menerima siksaan-sik-
77Hisham Ali Sadiq, The History of Legal and Social Systems, cet. I, 
Beirut: al-Dar al-Jami’ah, 1982, hal. 218-221. 
~ 34 ~ ~ 35 ~
saan. Pada saat itu ada juga bentuk hukuman  dengan cara 
melempar orang yang diduga melakukan kejahatan ke dalam 
kumpulan binatang buas. Tujuan utama hukuman pada saat 
itu adalah sebagai pembalasan atas kejahatan si pelaku.78 
Dari sini lahirlah teori pembalasan.
Setelah terjadi pertentangan yang panjang antara orang-
orang yang memiliki kekuasaan dan uang dengan masyara-
kat biasa, akhirnya tercapai kompromi untuk merumuskan 
undang-undang tertulis yang mengakomodir kepentingan 
bersama. Undang-undang yang disahkan pada Tahun 449 
SM ditulis dalam 12 tabel dan dikenal sebagai Tabel Dua Be-
las (The Twelve Tables) dianggap sebagai ekspresi keinginan 
masyarakat (Judicia Publica).79
Meski demikian yang perlu dicatat, bahwa sistem hukuman 
yang diberlakukan tidak bisa dipisahkan dari dimensi 
keagamaan. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan hukuman 
atas kejahatan-kejahatan yang terkait dengan keluarga dan 
masyarakat. Tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut 
adalah untuk memuaskan tuhan dan selalu diarahkan kepada 
standar moral. Ajaran Kristen yang masuk ke kekuasaan 
Romawi menyerukan adanya persamaan di depan hukum 
bagi semua orang dan meniadakan diskriminasi dalam 
penjatuhan hukuman.80
78Gafer M. Abd Elrahim, “The Concept of Punishment in Islamic 
Law in Relation to Contemporary Legal Systems”,  Disertasi, Cincin-
nati: The Union for Experiencing Colleges and Universities, 1987, hal. 
20-21.
79John H. Merriman, The Civil Law Tradition: An Introduction to 
the Legal Systems of Western Europe and Latin America, cet. I, Stanford: 
Stanford Univerity Press, 1966, hal. 2-6. 
80Gafer M. Abd Elrahim, “The Concept...”, hal. 22. 
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Ada beragam teori dengan dasar pijak filosofis masing-
masing yang berupaya menjelaskan hukuman. Menurut teori 
pembalasan, hukuman didasarkan pada pembalasan, tetapi 
dapat pula dikarenakan adanya unsur cinta kepada sesama 
manusia sebagai dasar atas norma-norma yang dilanggar 
oleh penjahat. Di samping itu ada juga yang memakai dasar 
kewajiban moral (moral obligation) sebagai dasar untuk 
menjatuhkan suatu pidana kepada pelaku dengan sesuatu 
yang menyakitkan akibat perbuatannya yang melanggar 
hukum. Menurut teori ini, hukuman diadakan agar pelaku 
menjadi jera dan takut mengulangi kejahatan.81 
Berbeda dengan teori pembalasan, teori relatif atau 
utilitarism theory menyatakan bahwa tujuan penjatuhan 
hukuman adalah untuk mengamankan masyarakat melalui 
jalan prevensi umum. Dengan kata lain, hukuman ditujukan 
untuk mempertahankan tata tertib hukum yang dilakukan 
dengan jalan menakut-nakuti, penjagaan dan perbaikan 
secara bersamaan.82
Selanjutnya teori kombinasi menyatakan bahwa 
pertimbangan dari hukuman adalah pembalasan, akan tetapi 
tujuannya adalah untuk memelihara tata tertib hukum. 
Dengan demikian, hukuman menurut teori ini memiliki 
unsur pembalasan, tetapi diakui pula ada unsur prevensi dan 
memperbaiki penjahat.83
Teori terkait dengan hudud dan teori-teori hukuman 
seperti dijelaskan di atas, dalam disertasi ini akan berguna 
untuk menganalisis pertanyaan penelitian pertama yang 
81Topo Santoso, Menggagas Hukum..., hal. 183. 
82Topo Santoso, Menggagas Hukum..., hal. 183. 
83Topo Santoso, Menggagas Hukum..., hal. 183. 
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berkenaan dengan konsep normatif pemberlakuan hukuman 
zina dalam berbagai agama dan pelaksanaannya di beberapa 
negara dewasa ini. Selain itu, teori ini juga akan berguna 
untuk menganalisis fakta-fakta penjatuhan hukuman bagi 
pelaku khalwat dan atau zina yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat Aceh. 
Lebih lanjut berbicara masalah hukum, maka menurut 
perspektif filsafat hukum dikenal teori hukum sosiologis 
yang meyakini bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang 
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”84 Oleh 
karena itu, menurut teori ini, hukum yang diberlakukan 
kepada masyarakat tidak akan berjalan efektif bila 
substansinya bertentangan dengan living law  yang hidup 
dalam masyarakat tersebut.
Teori ini dikonstruksi dari pembedaan antara hukum 
positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. 
Tokohnya adalah Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa 
hukum positif akan berjalan efektif apabila selaras dan 
sejalan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang 
merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.85 
Inti dari teori ini secara sederhana dapat dipahami bahwa 
hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam 
masyarakat.86 
Dalam pandangan Eugen Ehrlich, aliran sociological 
jurisprudence berpangkal pada pembedaan antara hukum 
84Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, cet. I, Bandung: Alumni, 
1985, hal. 47. 
85Lili Rasyidi dan Arief  Sidharta, Filsafat Hukum: Madzhab dan Re-
fleksinya, cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 91.
86Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, cet. I, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1996, hal. 71.
~ 38 ~ ~ 39 ~
positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living 
law). Menurutnya hukum positif hanya akan efektif apabila 
selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. 
Dalam pandangan Ehrlich hukum tunduk pada kekuatan-
kekuatan tertentu. Hukum sendiri tidak akan efektif oleh 
karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada 
pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena 
penerapannya secara resmi oleh negara. Tertib sosial 
didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan 
pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem 
hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa 
mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan 
sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat 
dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang 
bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota 
profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang 
hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam 
hubungannya dengan hukum yang hidup.87 
Pandangan-pandangan Ehrlich memang memberikan 
kontribusi penting pada konsep pluralisme hukum. Sosiolog 
Austria ini mengembangkan teori hukum yang hidup sebagai 
bentuk reaksi terhadap ideologi eksklusif hukum yang 
terpusat pada negara. Dengan mempertimbangkan bahwa 
hukum pada dasarnya adalah terpisah dari negara. Ehrlich 
mengajukan apa yang disebutnya sebagai “konsepsi ilmiah 
hukum” yang terkait dengan aturan-aturan perilaku.88 
87Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, cet. 
I, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 20-21. 
88Eugene Ehrlich, Fundamental Princples of the Sociology of Law, 
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Lebih lanjut terkait dengan teori di atas, agar suatu hukum 
dapat dilaksanakan secara efektif di dalam masyarakat, 
maka hukum harus memenuhi unsur filosofis, yuridis dan 
sosiologis. Menurut teori efektifitas hukum, ada tiga hal 
penting yang mendukung terlaksananya hukum secara 
efektif meliputi:
1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam 
masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-
alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat 
mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati 
hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai 
yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak 
atau menentang atau mungkin mematuhi hukum 
karena kepentingan-kepentingan mereka terjamin 
oleh hukum.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang 
pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha 
menanamkan hukum diharapkan memberikan hasil.89
Ketiga faktor ini akan mempengaruhi keberlakuan dan 
efektifitas hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
maka peran masyarakat menjadi sangat penting.90 
Secara filosofis-konseptual, pranata hukum merupakan 
trans. W. Moll, cet. I,  Cambridge: Harvard University Press, t.t., hal. 
24. 
89Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hu-
kum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 19-20. 
90Syahrizal Abbas, Syari’at Islam di Aceh: Ancangan Metodologis dan 
Penerapannya, cet. I, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, 
2009, hal. 50. 
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norma-norma dalam memenuhi ketenteraman dan 
ketertiban sosial.91 Ketertiban sosial dilihat dari teori 
fungsional dijelaskan oleh Parson sebagaimana dikutip 
oleh Soekanto adalah adanya hubungan timbal-balik antara 
sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian.92 
Berpijak pada teori fungsional yang dikemukakan Parson 
di atas dapat dipahami bahwa formalisasi syari’at di suatu 
wilayah pada prinsipnya harus mengacu pada nilai-nilai 
(values) budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. 
Nilai-nilai yang dimaksud tentu harus sejalan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam syari’at Islam itu sendiri. 
Keadaan ini selanjutnya akan membuahkan kestabilan dan 
meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat tersebut. 
Terkait dengan teori fungsional di atas, menurut teori 
integrasi keutuhan akan dapat diciptakan jika nilai-nilai 
yang diimplementasikan dalam kehidupan bersama tersebut 
sesuai dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan pribadi secara 
integratif.93 Fungsi ini terletak pada kuatnya ikatan sistem 
kebudayaan, sistem sosial dan sistem kepribadian. Konflik 
akan muncul ketika norma-norma lain yang disodorkan ke 
dalam masyarakat cenderung merugikan mereka.
Teori sociological jurisprudence dan teori efektivitas hukum 
91Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial, 
Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2004, hal. 62. 
92Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Ma-
syarakat, cet. I,  Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 256-257.   
93Talcott Parson, Fungsionalisme Imperatif (Ringkasan Soerjono 
Soekanto), Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 33-34. Lihat juga  Ralf Dahren-
dorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, terj. Ali Mandan, 
cet. I, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 196 dan Soerjono Soekanto, Pers-
pektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat, cet. I, Jakarta: Rajawali, 
1985, hal. 54-55.
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sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan 
digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian  kedua 
terkait dengan pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak 
pidana zina di Aceh. 
Selanjutnya berbicara tentang hukum dan masyarakat, 
maka satu hal yang tidak bisa dihindari adalah terjadinya 
perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat 
itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial ini secara langsung 
ataupun tidak juga akan berpengaruh terhadap terjadinya 
perubahan hukum. 
Makna perubahan sosial itu sendiri, mengacu pada 
pendapat Soerjono Soekanto, merupakan perubahan-
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam 
suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, 
termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di 
antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.94 Perubahan 
sosial juga dapat dipahami sebagai variasi dari cara-cara 
hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan 
kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 
ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-
penemuan baru dalam masyarakat. Ringkasnya, perubahan 
sosial pada hakikatnya menunjuk pada modifikasi-modifikasi 
yang terjadi dalam pola kehidupan manusia, baik karena 
sebab-sebab internal maupun eksternal.95 
Sebab utama terjadinya perubahan sosial adalah:
1.  Kumulasi yang progresif daripada penemuan-
penemuan di bidang teknologi.
94Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001, hal. 305. 
95Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 305. 
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2. Kontak atau konflik antara kebudayaan dan 
3. Gerakan sosial (social movement).96
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan 
hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Pada 
keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin 
akan tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya 
dalam  masyarakat serta kebudayaannya, atau sebaliknya.97
Perubahan sosial sebagaimana telah disinggung sekilas 
di atas pada hakikatnya bermacam-macam bentuknya. 
Soerjono Sukanto membaginya dalam tiga bentuk besar. 
Pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Kedua, 
perubahan besar dan perubahan kecil. Ketiga, perubahan 
yang dikehendaki /direncanakan dan perubahan yang tak 
dikehendaki/tidak direncanakan.98 
Berkenaan dengan perubahan sosial cepat dan perubahan 
sosial lambat, lebih lanjut Soerjono menjelaskan bahwa 
perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan 
rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti 
dengan lambat, dinamakan dengan evolusi. Pada evolusi 
perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau 
keinginan tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena 
usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 
keperluan-keperluan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul 
sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.99 
96Soerjono Sukanto, Pokok-Pokok  Sosiologi Hukum, Ed. 1, Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 108-109. 
97Soerjono Sukanto, Pokok-Pokok  ..., hal. 115. Lihat juga Donald L. 
Horowitz, hal. 250.
98Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 311-315. 
99Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 311-315. 
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Sementara perubahan-perubahan sosial yang cepat dan 
menyangkut dasar-dasar ayau sendi-sendi pokok kehidupan 
masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) 
lazimnya disebut dengan revolusi. Unsur-unsur pokok 
revolusi adalah adanya perubahan cepat mengenai dasar-
dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Di 
dalam revolusi, perubahan-perubahan dapat direncanakan 
atau tidak direncanakan terlebih dahulu.100
Yang disebut dengan perubahan sosial kecil adalah 
perubahan–perubahan yang terjadi pada unsur-unsur 
struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau 
berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan sosial besar 
adalah perubahan yang akan membawa pengaruh langsung 
dan sangat berarti bagi masyarakat.101 
Adapun perubahan sosial yang dikehendaki atau 
direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau 
yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak 
yang mau mengadakan perubahan di dalam masyarakat. 
Sebaliknya perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah 
perubahan-perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan 
pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-
akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat.102
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perubahan 
adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. 
Dengan ungkapan lain, perubahan adalah sebuah hal yang 
universal, tidak bisa dihindari, dan bahkan merupakan 
sebuah kebutuhan. Islam memandang perubahan adalah 
100Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 311-315.
101Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 311-315.
102Soerjono Sukanto, Sosiologi: Suatu ..., hal. 311-315.
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hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan 
sudah semestinya dihargai serta diposisikan sebagai hal 
yang natural baik dalam konteks individu maupun sosial. 
Hal ini berbeda dengan pemahaman umat Nasrani yang 
cenderung berpendapat bahwa perubahan adalah dosa dan 
pelanggaran.103
Terkait dengan teori perubahan sosial di atas, dalam 
konteks hukum Islam dikenal teori perubahan hukum, 
sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:
         
            104
Artinya: Perubahan hukum tidak dapat diingkari oleh 
adanya perubahan masa, tempat dan kondisi.
Dalam konteks kaidah di atas, meski Islam mengakomodir 
perubahan hukum sebagai bagian dari sifatnya yang fleksibel 
dalam mengikuti perubahan masa, tempat dan kondisi, bukan 
berarti semua aspek hukum bisa dirubah dengan seenaknya. 
Dalam hal ini  Salih bin Ghanim al-Sadlan menjelaskan:
...Sebagai contoh, suci dari hadas pada saat mendirikan 
shalat, menutup aurat pada waktu shalat, penetapan 
pemberian nafkah oleh suami kepada isteri, qisas dalam 
jinayat dan ketentuan hadd zina, pencurian, khamar dan 
lain sebagainya, adalah hal-hal yang dianggap sebagai 
103Sumaya Mohamed and Shadiya Baqutayan, “Toward Social 
Change in Islam”, International Journal of Basic & Applied Sciences, IJ-
BAS-IJENS, Vol. 11, No. 02, hal. 27.
104Salih bin Ghanim al-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa 
ma Tafarra’a Minha, Cet. 1, Riyadh: Dar Balansiyah li al-Nasyr wa al-
Tawzi’, 1417 H, hal. 390.
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uruf dan adat umat Islam. Pada saat yang sama, hukum 
syar’i menetapkan kewajiban untuk melaksanakannya 
dengan imbalan pahala bagi yang mentaati dan balasan 
hukuman bagi yang melanggarnya. Ketentuan-ketentuan 
hukum atas perbuatan-perbuatan ini adalah bersifat 
tetap selamanya, tidak boleh ada perubahan meski ada 
perubahan masa, adat maupun kondisi...105
Ketentuan bahwa tidak semua hukum dapat mengalami 
perubahan bukan berarti hukum Islam bersifat kaku, sebab 
dalam penerapan syari’at Islam sendiri dikenal teori tadarruj 
(pentahapan). Teori ini menekankan perlunya tahapan-
tahapan dalam penerapan hukum Islam.106 
Mengaca pada aspek sejarah pemberlakuan syari’at Islam 
dalam konteks luas, al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad 
Saw menegaskan perlunya penerapan secara bertahap, ada 
kalanya dimulai dari yang lebih ringan kepada yang berat, 
atau sebaliknya dari yang lebih berat kepada yang ringan.107 
105Salih bin Ghanim al-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah..., hal. 431. 
106Rusydi Ali Muhammad, “Teori Gradualisme: Aplikasi Penerapan 
Syariáh Islam di NAD”, Swara Ditpertais, No. 18 Th. II, 29 Oktober 
2004, diunduh dari http://www.ditpertais.net/swara/warta18-03.asp, 
tanggal 05/02/2013. Lihat juga Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Al-Din wa 
al-Dawlah wa Tatbiq al-Syari’ah (Agama, Negara dan Penerapan Syariah), 
terj. Mujiburrahman, Cet. 1,  Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001; 
Muhammad ‘Abd Ghafar al-Syarif, Teori Pemberlakuan Syari’at Islam 
secara Bertahap (terj.), Cet. 1,  Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000, hal. 
68-73; Syahrizal Abbas, Syari’at Islam di Aceh..., hal. 37-46.
107Sami bin Ibrahim al-Suwaylim, “Fiqh al-Tadarruj fi Tat-
biq al-Iqtisad al-Islami”, (online), http://www.kantakji.com/
fiqh/Files/Finance/M208.pdf, hal. 11, diakses 04/02/2013; Ma-
hir Hamid al-Hawli, “Al-Tadarruj fi Tatbiq al-Ahkam al-Syari’ah, 
wa Mazahiruh fi Ghazah”, http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/
2010/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-
%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8
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Pensyariatan shalat, puasa, zakat, jihad, pengharaman riba, 
khamar, 108 dan hukuman zina109 adalah bukti-bukti konkret 
adanya proses pentahapan dalam pemberlakuan syari’at 
Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan hukum 
Islam tidak bisa sekaligus, akan tetapi perlu adanya tahapan-
tahapan yang harus diperhatikan, khususnya dengan 
mempertimbangkan dimensi politik, sosial, ekonomi dan 
kultural masyarakat itu sendiri.
D. Metodologi Penelitian
1. Desain dan Pendekatan Penelitian
Studi ini merupakan studi hukum kontekstual yang 
bersifat deskriptif analisis dan rasionalistik. Sementara 
obyek studi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 
yaitu normatif  dan empiris. Pada ranah normatif, obyek 
studi berikut mencakup penggalian informasi mengenai 
hukuman bagi pelaku tindak pidana zina dalam perspektif 
hukum Islam dan agama-agama lain, pelaksanaan hukuman 
bagi pelaku zina di berbagai negara, serta pelaksanaan 
%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%-
D9%84%D8%B4%D8% B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9
%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8% A91.pdf, 
hal. 12, diakses 04/02/2013.
108Sami bin Ibrahim al-Suwaylim, “Fiqh al-Tadarruj...”, hal. 10-11.
109Perbuatan zina itu sendiri merupakan hal yang sangat biasa ter-
jadi pada masa jahiliyah. Kemudian Islam datang dengan ajaran yang 
melarangnya dan menerapkan hukuman atasnya secara bertahap. 
Pada awalnya hukuman bagi pelaku zina adalah dikurung di dalam 
rumah (Q.S al-Nisa’: 15), kemudian selanjutnya diberlakukan huku-
man cambuk (Q.S al-Nur: 3). Muhammad al-Zuhayli, “Al-Tadarruj fi al-
Tasyri’ al-Islami”,  (online) dalam http://www.arab-ency.com/index.ph
p?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159963 &m=1 
diakses 03/02/2013. 
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hukuman bagi pelaku zina dalam sejarah Aceh yang digali 
melalui studi kepustakaan. Sementara pada ranah empirik 
(empirical overview), obyek studi ini mencakup persepsi para 
pimpinan di lembaga-lembaga penegak syari’at Islam di 
Aceh, akademisi, ulama, lembaga adat dan lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat mengenai kontekstualisasi hukuman 
bagi pelaku tindak pidana zina di provinsi ini. 
Dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan 
kualitatif. Karena itu, pada aspek ini, sumber data utamanya 
adalah kata-kata dan sumber tertulis.110 Kata-kata yang 
dimaksudkan di sini adalah argumen-argumen, pandangan-
pandangan serta persepsi-persepsi terkait dengan 
kontekstualisasi hukuman bagi pelaku tindak pidana zina 
di Aceh. Sementara sumber-sumber tertulis adalah data-
data tertulis yang terkait dengan kasus-kasus khalwat dan 
perzinaan di Aceh.
2. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data penelitian, maka penulis 
mempergunakan beberapa teknik meliputi: wawancara 
(interview),111 diskusi kelompok terfokus (Focus Group 
110John Lofland and Lyn H. Lofland, Analyzing Social Settings: A 
Guide to Qualitative Observation and Analysis, cet. I, Belmont: Wad-
sworth Publishing Company, 1984, hal. 47.
111Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu an-
tara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). 
Maksud pelaksanaan wawancara antara lain adalah: mengkonstruksi 
mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 
tuntunan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi ke-
bulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; mem-
proyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah   diharapkan un-
tuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, 
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Discussion),112 observasi dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan dalam bentuk semi terstruktur (semi structured 
interview) atau wawancara terbimbing (guided interview). 
Dalam hal ini penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang 
sama untuk masing-masing informan akan tetapi pertanyaan 
tersebut dikembangkan lagi pada saat wawancara agar bisa 
mendapatkan data yang lebih komprehensif.113 Pelaksanaan 
wawancara dilakukan secara tatap muka. Namun untuk 
kondisi-kondisi tertentu (misalnya karena keterbatasan 
waktu dan tempat informan), maka wawancara dilakukan 
via telepon maupun e-mail. Pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dalam wawancara adalah terkait dengan pandangan-
pandangan informan mengenai pelaksanaan syari’at Islam di 
Aceh khususnya Qanun No. 14 Tahun 2003, kendala-kendala 
yang dihadapi aparatur penegak hukum, serta konsep regulasi 
tindak pidana zina di Aceh dan kaitannya dengan supremasi 
HAM. Informasi-informasi ini digali dari sumber-sumber 
yang dianggap berkompeten dalam penegakan syari’at 
dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik ma-
nusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, men-
gubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 
sebagai pengecekan anggota. Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Nat-
uralistic Inquiry, cet. I, Beverly Hills: Sage Publications, 1985, hal. 266. 
Lihat juga Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 135.
112Focus Group Discussion (FGD), merupakan organisasi kelompok 
kecil dari satuan masyarakat yang diteliti. Kemudian peneliti mem-
buat intervensi tak langsung lewat pimpinan kelompok kecil orang 
untuk menyampaikan ide-ide pembaruan. Noeng Muhadjir, Metodolo-
gi Penelitian, edisi VI, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011, hal. 234. 
113Scott W.Vanderstoep & Deirdre D. Johnston, Research Methods 
for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches, cet. 
I, San Fransisco: Jossey Bass, 2009, hal.225. 
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Islam di Aceh meliputi unsur-unsur: Kepolisian, Kejaksaan, 
Mahkamah Syari’ah, Wilayatul Hisbah, Dinas Syari’at Islam, 
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),  Majelis Adat Aceh 
(MAA), serta akademisi yang concern dengan implementasi 
Syari’at Islam dan HAM di Aceh.  
Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan untuk menggali 
informasi-informasi dari masyarakat Aceh terkait dengan 
pandangan mereka mengenai fenomena khalwat dan 
perzinaan serta hukuman bagi pelaku tindak pidana zina 
di Aceh. Selanjutnya, observasi dilakukan dalam bentuk 
tidak berstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa 
menggunakan pedoman observasi.114 Terkait dengan hal ini 
maka penulis membuat catatan-catatan lapangan115 yang 
didasarkan pada pengamatan terhadap fenomena-fenomena 
khalwat dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di 
Aceh. 
Adapun teknik dokumentasi dipergunakan untuk 
mengumpulkan data-data tertulis mengenai pelaksanaan 
syari’at Islam di Aceh, khususnya terkait dengan kasus-kasus 
khalwat dan perzinaan yang terjadi di Aceh dari Tahun 2008-
2012. Data-data ini di antaranya digali dari naskah/dokumen 
yang ada pada instansi terkait, koran, majalah, tabloid dan 
sumber-sumber online (website). 
114Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, cet. I, Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010, hal. 116. Lihat juga, Sugiyono, Metode Penelitian 
Kombinasi (Mixed Methods), cet. I, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 198.  
115Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 
didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan 
data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Robert C. 
Bogdan & Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to 
Theory and Methods, cet. I,  Boston Allyn and Bacon, Inc., 1982, hal. 74.
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3. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat 
Aceh. Dari populasi ini kemudian diambil sampel dengan 
mempergunakan teknik purposive sampling116 meliputi unsur-
unsur: Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syari’ah, Wilayatul 
Hisbah, Dinas Syari’at Islam, Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU),  Majelis Adat Aceh (MAA), serta akademisi 
yang concern dengan implementasi Syari’at Islam dan HAM 
di Aceh. Pemilihan informan dari unsur-unsur lembaga-
lembaga di Aceh yang memiliki keterkaitan dengan penegakan 
syari’at Islam di Aceh.  Di samping itu, untuk mendukung 
keakuratan data penelitian, penulis juga menerapkan 
snowball sampling.117  Lebih lanjut lagi, untuk memperkaya 
data lapangan, penulis juga menggali informasi-informasi 
dari masyarakat Aceh yang berasal dari kalangan terdidik 
yaitu guru dan mahasiswa. 
Wilayah-wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini 
ditetapkan berdasarkan karakteristik budaya masyarakat 
Aceh secara umum melalui cluster sampling/area sampling 
(pengambilan sampel berdasarkan wilayah).118 Hal ini penting 
116Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang di-
dasarkan pada tujuan tertentu. Tujuannya adalah agar manusia, latar 
dan kejadian tertentu betul-betul diupayakan terpilih agar dapat 
memberikan informasi penting. A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kuali-
tatif, cet. I, Jakarta: Pustaka Jaya, 2006, hal. 146.   
117Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-
mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam teknik ini sampel 
ditentukan berdasarkan rujukan dari informan inti (key person). Lihat 
Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 127.  
118Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel 
bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Lihat Sugi-
yono, Metode Penelitian..., hal. 124. 
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sebab sangat bisa jadi budaya serta adat-istiadat masyarakat 
tertentu mempengaruhi persepsi mereka mengenai konsep 
penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina.
Penetapan wilayah penelitian berdasarkan cluster sampling 
ini didasarkan pada peta geografis wilayah pantai Utara dan 
Timur Aceh, pantai Barat dan wilayah Tengah Aceh, serta 
ibukota provinsi Aceh. Berdasarkan kategorisasi wilayah 
ini, kemudian ditentukan sampel lokasi penelitian secara 
purposive sampling dengan mempertimbangkan karakteristik 
budaya masyarakatnya serta aspek-aspek lain yang dianggap 
penting terkait dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. 
Sampel wilayah  penelitian yang  diambil meliputi: Kota 
Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tamiang, 
Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat. Kota 
Banda Aceh dipilih dikarenakan sebagai pusat ibukota 
provinsi, Banda Aceh merupakan salah satu “cerminan” 
pelaksanaan syari’at Islam di Aceh; Kabupaten Bireun dipilih 
dikarenakan kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten 
di Aceh yang penulis anggap memiliki perhatian besar dalam 
konteks pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dan bahkan 
memiliki sejarah pelaksanaan eksekusi cambuk pertama kali 
pada Tahun 2006; Kabupaten Aceh Tamiang dipilih selain 
dikarenakan kabupaten ini secara geografis berbatasan 
dengan Sumatera Utara sehingga tentu saja sedikit banyak 
akan memberikan pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan 
dan pengamalan syari’at Islam di Aceh juga memiliki 
keunikan dalam komposisi etnis masyarakatnya; Kabupaten 
Aceh Barat dipilih dikarenakan menurut pertimbangan 
penulis kabupaten ini juga memiliki perhatian yang sangat 
besar dalam pelaksanaan syari’at Islam dan bahkan menjadi 
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sorotan saat pemerintah setempat mengeluarkan peraturan 
“kontroversial” terkait kewajiban memakai rok bagi warga 
perempuan dan; Kabupaten Aceh  Tengah dipilih selain 
dikarenakan kabupaten ini memiliki perhatian yang juga 
besar terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, komposisi 
masyarakat di daerah ini juga memiliki keunikan-keunikan 
tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat dan bahasanya. 
4. Analisis Data
Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, 
dikoding dan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui 
pemahaman tekstual maupun kontekstual. Secara lebih 
spesifik, hasil wawancara  akan dianalisis melalui analisis 
isi (content analysis) yaitu dengan “membuat inferensi-
inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data 
dengan memperhatikan konteksnya.”119 Analisis isi adalah 
menganalisis isi dari wawancara atau catatan observasi 
lapangan agar dapat mengidentifikasi tema-tema pokok 
yang muncul dari tanggapan-tanggapan responden atau 
catatan-catatan observasi si peneliti. Proses ini terdiri dari: 
1. Mengidentifiksi tema-tema penting. Dalam hal ini peneliti 
harus teliti dalam memahami respon responden atas setiap 
pertanyaan agar dapat menangkap makna komunikasi 
mereka. 2. Memberikan kode-kode terhadap tema-tema 
penting tersebut. 3. Mengklasifikasikan respon-respon 
yg diberikan responden di bawah tema-tema penting. 4. 
Mengintegrasikan tema-tema & respon-respon responden 
ke dalam teks laporan.120 
119Burhan Bungin, Penelitian ..., hal. 155. 
120Ranjit Kumar, Research Methodology, cet. I, Los Angeles: Sage 
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Selanjutnya untuk menunjang ketajaman dan 
komprehensifitas analisis data, maka penulis mempergunakan 
beberapa pendekatan yaitu: pendekatan sosio-historis (socio-
historical approach), pendekatan konseptual (conceptual 
approach), pendekatan filosofis (philosophical approach) dan 
pendekatan komparatif (comparative approach). 
Pendekatan sosio-historis, konseptual dan filosofis 
berfungsi untuk memahami secara komprehensif ketentuan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana zina dalam perspektif 
hukum Islam. Pendekatan ini ini penting untuk memahami 
latar belakang regulasi tindak pidana zina dalam Islam, 
konsep tindak pidana zina dalam Islam, sekaligus menggali 
aspek filosofis tujuan hukuman zina dan perkembangan dari 
regulasi tersebut. 
Pendekatan komparatif khususnya dipergunakan untuk 
membandingkan ketentuan hukuman bagi pelaku tindak 
pidana zina dalam konteks Islam dengan agama-agama lain 
serta membandingkan penerapannya di berbagai negara, 
baik yang melaksanakan syari’at Islam maupun tidak. 
Publication, 2010, hal. 278. Definisi analisis isi memang beragam. 
Ada yang mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk 
keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis, dan kuantita-
tif tentang manifestasi komunikasi. Lihat Egon G. Guba dan Yvonna 
S. Lincoln, Effective Evaluation, cet. I, San Fransisco: Jossey-Bass Pub-
lisher, 1981, hal. 240.  Weber mendefiniskan analisis isi sebagai met-
odologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 
menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Lihat 
Weber, Basic Content Analysis, cet. I, Beverly Hills: Sage Publications, 
1986, hal. 9. Sementara itu Krippendorff berpendapat bahwa analisis 
isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesim-
pulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya. Lihat 
Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to its Methodology, cet. 
I,  Beverly Hills: Sage Publications, 1981, hal. 21.
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Perbandingan ini ditujukan untuk lebih memahami obyek 
penelitian121 sekaligus memperluas wacana dalam upaya 
menganalisis permasalahan-permasalahan penelitian. 
Berikutnya dalam proses pelaksanaan studi, peneliti 
akan selalu menjaga kode etik profesionalisme. Untuk 
itu peneliti akan: a) melindungi identitas subyek studi; 
b) memperlakukan subyek studi dengan rasa hormat; c) 
memperjelas persetujuan dan kesepakatan dengan obyek 
studi; serta d) menulis apa adanya pada waktu menulis dan 
melaporkan penemuan-penemuan studi.
Untuk menguji validitas data penelitian yang diperoleh, 
maka penulis menggunakan teknik trianggulasi data (data 
triangulation)122 yaitu dengan melakukan pengecekan silang 
antara data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi.  
121Barda Nawawi Maarif, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. 1, Ja-
karta: RajaGrafindo Persada, 1998, hal. 4. 
122Trianggulasi data  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang  memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepent-
ingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 
empat macam trianggulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsa-
han data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 
dan teori. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi..., hal. 178.
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BAB II
HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA 
DALAM PERSPEKTIF AGAMA 
A. Ketentuan Hukuman bagi Pelaku Perzinaan di 
dalam Islam
Menurut ajaran Islam, nikah/perkawinan dan zina 
memang merupakan dua hal yang berbeda serta bertolak 
belakang. Bila nikah dipahami sebagai jalan halal (sekaligus 
menghalalkan) terjadinya coitus di antara dua jenis kelamin 
yang berbeda, maka sebaliknya zina merupakan jalan haram 
terjadinya coitus dan bahkan juga termasuk hal-hal yang 
menggiring pada coitus tersebut. Di sisi lain dapat dipahami 
bahwa pensyariatan nikah pada prinsipnya merupakan jalan 
keluar yang diberikan Allah untuk menghindarkan manusia 
dari kasus-kasus perzinaan.
Di dalam fiqih, tindak pidana zina baru dapat diancam 
dengan hukuman hadd apabila telah memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Pelaku zina, syaratnya adalah: baligh, berakal dan 
dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa.1 Hal ini 
sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: “Ada tiga macam 
kelompok yang tidak dimintai pertanggungjawaban 
hukum yaitu: orang yang tidur sampai ia terbangun, 
1Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,  Juz II, cet. I,  Beirut: Dar al-Fikr, 
1983, hal. 351.
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anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia 
sembuh dari gilanya.”2
2. Perbuatan zina yakni bila persetubuhan yang terjadi 
bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena 
nikah syubhat dan bukan pula karena kepemilikan 
hamba sahaya.3 Terkait dengan hal ini, Muhammad 
Qasim menyatakan bahwa perzinaan yang diancam 
dengan hukuman hadd adalah memasukkan alat 
kelamin laki-laki atau separuhnya bagi yang terpotong 
kemaluannya dalam alat kelamin wanita. Sedangkan 
Sayyid Sabiq membatasi cukup hanya memasukkan 
kepala kemaluan laki-laki atau seukuran kepala 
kemaluan bagi yang terpotong kemaluannya.4 
3. Empat orang saksi. Syaratnya adalah: baligh, berakal, 
adil, laki-laki, menyaksikan secara langsung peristiwa 
masuknya alat kelamin laki-laki dalam vagina 
perempuan dan kesaksian diberikan dalam satu 
majelis secara simultan.5 Terkait dengan persyaratan 
laki-laki sebagai saksi, Ibn Hazm berpendapat bahwa 
perempuan juga diperbolehkan menjadi saksi dengan 
syarat dua wanita berbanding satu.6 Adapun 
keharusan  memberikan kesaksian dalam satu majlis 
secara sekaligus maka dalam hal ini terjadi perbedaan 
2Abu Dawud, Sunan Abi Dawud,  Juz II, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 
1994, hal. 346.
3Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II, 
cet. I,  Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t., hal. 324. 
4Muhammad bin Qasim,  Fath al-Qarib, terj. Muhammad Abu Ba-
kar, cet. I, Surabaya: Karya Abditama, 1995, hal. 276. 
5Sayyid Sabiq, Fiqh…, hal. 353-355. 
6Ibn Hazm, Al-Muhalla, Juz 11, cet. I,  Beirut: Maktabah al-Tijari, 
t.t., hal. 390.
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pendapat. Kalangan Syafi’iyyah, Zahiriyyah dan 
Zaydiyyah tidak mempersyaratkan hal ini. Bagi mereka 
persaksian yang diberikan secara serentak dalam satu 
majelis atau terpisah-pisah dapat diterima. Sebab 
Allah hanya menyebutkan kata “kesaksian”, bukan 
kata “tempat” (Q.S 24: 4). Sedangkan Abu Hanifah, 
Malik dan Ahmad mensyaratkan keempat saksi harus 
memberikan kesaksian secara sekaligus dalam satu 
majelis. Jika mereka memberikan kesaksian secara 
terpisah, maka wajib dihukum hadd. 7 Menurut Abu 
Hanifah, sifat majelis yang dipandang satu adalah 
suatu tempat yang didatangi oleh keempat saksi dalam 
semasa, lalu masing-masing memberikan kesaksian.8
4. Pengakuan. Mengenai pengakuan, para ulama berbeda 
pendapat terkait dengan bilangan pengakuan dan 
pencabutan pengakuan. Imam Malik, Syafi’i, Dawud al-
Zahiri, Tabari dan Abu Tsawr berpendapat bahwa satu 
kali pengakuan sudah mencukupi untuk menjatuhkan 
hukuman.9 Sementara kalangan Hanafiyyah 
berpendapat harus ada empat kali pengakuan. 
Pengakuan inipun harus dinyatakan dalam waktu dan 
majelis yang berbeda.10 Adapun mengenai pencabutan 
pengakuan, menurut madhhab Hanafi, Syafi’i dan 
Hanbali, dapat menggugurkan hukuman.11
7‘Abd al-Qadir ‘Awdah, Al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami, Juz II, 1968, 
hal. 417-418. 
8Hasbi as-Shiddieqy, Hukum Islam, cet. I, Jakarta: Pustaka Islam, 
1962, hal. 457. 
9Sayyid Sabiq, Fiqh…, hal. 325; Ibn Rusyd, Bidayah…, hal. 328.  
10Sayyid Sabiq, Fiqh…, hal. 352; Ibn Rusyd, Bidayah…, hal. 328.
11Sayyid Sabiq, Fiqh…, hal. 352.
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Untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana Islam 
meletakkan kerangka aturan hukum perzinaan, maka 
pembahasan sub bab ini akan dibagi dalam tiga aspek 
meliputi: tindak pidana zina menurut al-Qur’an,   tindak 
pidana zina menurut sunnah Nabi Saw dan pemberlakuan 
hukuman tindak pidana zina dalam praktek sahabat.
1. Tindak pidana Zina menurut al-Qur’an
Ketentuan tentang hukuman jarimah hudud zina ter-
dapat dalam surat al-Nur, ayat 2  yang berbunyi:
”bagi perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah masing-
masing keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan 
menyebabkanmu tidak menjalankan hukum Allah jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hen-
daklah pelaksanaan hukuman bagi keduanya disaksikan oleh 
sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Q.S. 24 : 2).12
Adapun ketentuan hukum menuduh orang lain melakukan 
perzinaan (qazf) dijelaskan dalam surat al-Nur ayat 4–5 yang 
berbunyi: 
”dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik 
telah berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah si penuduh itu delapan puluh kali 
dera, dan jangalah kamu terima kesaksian mereka selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang  fasik. Kecuali 
orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki 
dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang” (Q.S. 24 : 4 – 5).13
12DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pen-
gadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1971, hal. 543.  
13DEPAG RI, Al-Qur’an..., hal. 543 – 544. 
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Para ulama menafsirkan ayat 2 dari surat al-Nur yang 
mengandung ketentuan hukum zina dengan penafsiran 
yang beragam. Ada titik persamaan sekaligus ada pula sisi 
perbedaannya.
Al-Jassas menegaskan bahwa hukuman dera seratus kali 
bagi pelaku zina merupakan hukuman hadd  yang harus 
diterapkan dan tidak bisa dialihkan ke bentuk hukuman 
lain.14 Hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku zina ghayr 
muhsan (belum menikah). Sedangkan bagi pelaku zina 
muhsan (sudah menikah) adalah dirajam (dilempari batu 
sampai mati). 
Pada masa awal Islam, bentuk hukuman bagi pelaku zina 
adalah dikurung di dalam rumah dan dibuat malu (Q.S. 4: 
15–16). Bentuk hukuman ini kemudian dihapus dengan ayat 
2 surat an-Nur tersebut. Ayat ini mewajibkan hukuman dera 
seratus kali merupakan hukuman hadd yang harus diterapkan 
kepada pelaku zina dan hukuman ini merupakan hadd yang 
sempurna. Oleh karena hukuman tersebut termasuk hadd 
merupakan ketentuan yang telah diketahui jumlah dan 
batasnya, maka jumlah deraan seratus kali tidaklah boleh 
ditambah maupun dikurangi.15
Sementara itu, al-Alusi menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan jumlah deraan yang wajib dikenakan karena masing-
masing pelaku zina yang berjumlah seratus kali adalah 
terpenuhinya jumlah seratus kali deraan bagaimanapun 
juga caranya, meskipun tidak jelas antara yang pertama, 
kedua dan seterusnya. Yang jelas harus seratus kali. Bisa saja 
14Abi Bakr Ahmad al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, 
1993, hal. 573. 
15Al-Jassas, Ahkam..., Juz III, hal. 377 – 379.
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dilakukan oleh seratus orang dengan jumlah cemeti sebanyak 
seratus kemudian dicambukkan dalam satu kali cambuk 
sekaligus ataukah seratus cambuk dikumpulkan menjadi 
satu kemudian dicambukkan sekali saja.16
Menurut al-Tabari, ayat tersebut sebagai perintah untuk 
menghukum pelaku zina ghayr muhsan dengan dicambuk 
seratus kali. Hukuman ini harus dijalankan, sebagaimana 
kalimat “dan janganlah belas kasihan menyebabkanmu tidak 
menjalankan hukum Allah  (wa la ta’khudkum bihima ra’fah).” 
Syarat penjatuhan hadd  ini harus disaksikan di hadapan 
ta’ifah (sekelompok orang), yang batas minimalnya ada 
yang berpendapat satu, dua, tiga, atau empat orang ke atas. 
Terhadap pendapat ini, al-Tabari setuju dengan pendapat 
yang menyatakan minimal satu orang. Menurutnya, kata 
ta’ifah   bagi orang Arab berlaku untuk satu orang ke atas.17 
Mengenai kata ta’ifah  ini, al-Zamakhsyari memahaminya 
dengan suatu kelompok sehingga mungkin disebut dengan 
halaqah yang jumlahnya paling sedikit tiga atau empat orang. 
Sedangkan mengenai jenis hukuman cambuk seratus kali, dia 
setuju hanya berlaku bagi pelaku ghayr muhsan. Sementara 
pelaku muhsan hukumannya adalah dirajam.18
Sedangkan al-Maraghi menyatakan, ketika ada dua orang 
yang melakukan zina sedangkan keduanya belum beristri 
16Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma’q, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 
hal. 78. 
17Abi Ja’far Muhammad b. Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil 
Ayi al-Qur’an, Juz IX, cet. I,  Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1968, 
hal. 258 – 260. Lihat juga Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Juz 
XXIII, cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t, hal. 126.
18Jar Allah Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, 
al-Kasysyaf, Juz III, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995, hal. 
204 – 205. 
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atau bersuami (lajang), maka hukumannya adalah didera 
seratus kali dengan disaksikan di hadapan umat Islam.19 
Sementara itu, al-Taba’taba’i menafsirkan ayat tersebut 
dengan menyatakan bahwa bagi perempuan dan laki-laki 
yang melakukan zina hukumannya adalah didera seratus 
kali. Hukuman ini merupakan  hadd zina berdasarkan nass 
ayat. Namun bentuk hukuman ini khusus bagi pelaku ghayr 
muhsan dan kedua-duanya sama-sama orang merdeka. 
Sedangkan bagi pelaku muhsan hukumannya rajam.20
Sebagaimana pemahaman terhadap ayat zina, al-Jassas 
memahami ayat qazf secara tekstual.  Menurutnya orang yang 
menuduh muhsanat (perempuan yang baik-baik) melakukan 
zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, 
maka wajib dihukum dengan delapan puluh kali cambuk. Hal 
ini berarti, seorang yang menuduh sekelompok perempuan 
muhsanat telah melakukan zina, maka si penuduh tersebut 
tidak boleh dicambuk lebih dari delapan puluh kali. Karena 
hukuman tersebut termasuk hadd, maka tidak boleh 
dimaafkan dan tidak dapat diwariskan.21 
Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Razi yang 
menyatakan bahwa orang yang menuduh sekelompoh 
muhsanat tetap tidak boleh dicambuk lebih dari delapan 
puluh kali. Siapa saja orang yang mewajibkan cambuk lebih 
dari ketentuan tersebut, maka ia sungguh bertentangan 
dengan ayat, tegas al-Razi.22 Alternatif pengampunan hanya 
19Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,  Juz XVII, cet. I, 
Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974, hal. 69.
20Muhammad Husayn al-Taba’taba’i, al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an, 
Juz XV, cet. I,  Beirut: Mu’assasah al-’Alami , t.t., hal. 69. 
21Al-Jassas, Ahkam…., juz III, hal. 397 – 398. 
22Al-Razi, Mafatih …., Juz XXVII, hal. 134. 
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bisa diperoleh melalui taubat secara sungguh-sungguh dari si 
pelaku. Apabila pelaku taubat maka gugurlah seluruh sanksi 
tersebut. Bahkan dengan menyitir pendapat al-Syafi’i, al-
Razi setuju taubat dapat menggugurkan hudud, meskipun 
dilakukan setelah pelaku ditangkap.23   
Al-Alusi menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan 
wajib penuduh zina dicambuk delapan puluh kali. 
Ketentuan ini didasarkan petunjuk nass yang qat’i.  Untuk 
menghindarkan dari hukuman ini, seorang penuduh harus 
dapat mendatangkan empat orang saksi.24 Mengenai 
kesaksian empat orang ini, al-Zamakhsyari mengharuskan 
semua saksi itu hadir dalam satu majelis. Namun salah satu 
dari keempat saksi itu boleh suami tertuduh, hanya saja 
mengenai bentuk hukuman cambuk bagi penuduh zina ini, 
menurutnya lebih ringan daripada cambuk yang dikenakan 
pada pezina.25  
Sedangkan al-Tabari memberikan penafsiran bahwa 
penuduh zina terhadap muslimat yang terjaga dan merdeka 
dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang adil 
dan benar-benar menyaksikan perbuatan zina, maka dia 
harus dicambuk 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya 
selama-lamanya. Hukuman ini sebagai balasan atas 
perbuatannya yang menyebabkan rusaknya harga diri 
seseorang. Kecuali bila si penuduh bertaubat dengan menarik 
kembali tuduhannya dan merasa menyesal atas ucapannya. 
Mengenai pengecualian ini para ulama berbeda pendapat. 
23Al-Razi, Mafatih …, Juz VI, hal. 170 – 172. 
24Lihat lebih lanjut, Al-Alusi, Ruh…, Juz IX, hal. 88 – 89, 96. Lihat 
juga, al-Taba’taba’i, al-Mizan Fi.., Juz XV, hal. 82. 
25Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, Juz III, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1995, hal. 208.  
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Pertama, yang dikecualikan adalah dua jumlah sebelumnya. 
Ini berarti bahwa penuduh yang bertaubat, kesaksiannya 
dapat diterima dan gelar fasik hilang dari dirinya, baik 
dia dihukum hadd atau tidak. Kedua, yang dikecualikan 
hanyalah jumlah yang terakhir saja, sehingga yang hilang 
hanyalah gelar fasik, sementara kesaksiannya tetap tidak 
dapat diterima. Dari dua pendapat ini, al-Tabari cenderung 
kepada pendapat pertama. Namun dia tetap tidak setuju bila 
taubat dapat menggugurkan hukuman hadd. Karena hadd 
tidak dapat dibatalkan dengan taubat, tegasnya.26 
Sementara itu, al-Zamakhsyari cenderung pada pendapat 
yang menyatakan taubat dalam ayat qazf tersebut dapat 
mengugurkan ketiga bentuk sanksi sebelumnya, hukuman 
cambuk, tidak diterima kesaksian dan gelar fasik. Dengan 
taubat, semua itu telah hapus dari diri penuduh karena Allah 
telah mengampuninya.27
Dengan memperhatikan penafsiran ulama di atas, baik 
dari kalangan salaf maupun kontemporer, semuanya lebih 
tertuju pada bentuk hukuman pezina dan penuduhnya. 
Bagi pelaku zina ghayr muhsan dicambuk sebanyak seratus 
kali, sedang bagi pelaku muhsan, dengan menggali hukum 
melalui hadis, hukuman baginya dirajam. Adapun hukuman 
bagi penuduh zina dicambuk sebanyak delapan puluh kali. 
Dengan ungkapan lain, al-Qur’an tidak memuat ketentuan 
hukuman rajam bagi pezina muhsan. Al-Qur’an hanya 
menetapkan hukuman seratus cambuk bagi pezina, tanpa 
menyebutkan apakah pelakunya sudah menikah atau belum. 
26Lihat lebih lanjut, al-Tabari, Jami al-Bayan…, Juz IX, hal. 265 – 
270. Lihat juga Al-Maraghi, Tafsir…, Juz VI, hal. 72 – 73. 
27Al-Zamakhsyari, al-Kasyssyaf, Juz III, hal. 209.
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Ketentuan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah 
didapatkan dari hadis.28 Namun menurut Asghar, jika 
dikatakan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ayat 
rajam sebenarnya telah diwahyukan, namun karena ditulis 
di atas daun sehingga dimakan oleh kambing, validitas dan 
otentisitas tersebut tidaklah kuat.29 
Terkait dengan hal ini, para ulama dari kalangan mu’tazilah 
dan khawarij (khususnya Azariqa dan Najdat) berpandangan 
bahwa hukuman bagi pelaku zina, baik yang sudah menikah 
ataupun belum, adalah cambuk 100 kali. Pandangan ini pada 
prinsipnya didasarkan atas pemaknaan mereka terhadap 
al-Qur’an yang tidak memuat ketentuan hukuman rajam 
sebagaimana diulas di atas. Berdasarkan firman Allah dalam 
surat al-Nisa’ ayat 25, maka seandainya terdapat ketentuan 
hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan yang merdeka, 
tentu ada ketentuan hukuman setengah hukuman rajam 
bagi pelaku zina muhsan yang berstatus budak. Tapi rajam 
yang orientasinya hukuman mati, tentu tidak mungkin 
ada hukuman setengahnya. Di samping itu, kaum khawarij 
juga berpandangan bahwa ketentuan rajam yang diambil 
berstatus khabar ahad dan bersifat zanni tentu tidak bisa 
mengkhususkan (takhsis) keumuman al-Qur’an yang qat’i.30 
Rajam dalam pandangan kelompok khawarij adalah hukuman 
bagi pelaku zina yang sudah ada sejak masa awal kemunculan 
Islam dan telah dihapus oleh Q.S al-Nur ayat 2. Pemahaman 
ini juga diperkuat oleh riwayat: “Syaybani bertanya kepada 
28Abdulah Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation, cet. I, 
New York: Syracuse University Press, 1991, hal. 109. 
29Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, cet. I, New 
Delhi: Sterling Publishers, 1990, hal. 189. 
30Al-Razi, Tafsir al-Razi, Juz 11, hal. 222. 
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‘Abd Allah bin Abi Awfa, “Apakah Nabi pernah melaksanakan 
hukuman rajam?” ‘Abd Allah menjawab, “Iya.” “Sebelum atau 
sesudah diturunkannya surat ke-24 al-Qur’an?” ‘Abd Allah 
menjawab, “Saya tidak tahu.”31 Ringkasnya dari riwayat ini 
dapat dipahami bahwa ketentuan rajam bagi pelaku zina yang 
sudah menikah masih patut dipertanyakan. Jika hukuman 
rajam yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dilakukan pada 
saat sebelum Q.S al-Nur diturunkan, maka dengan demikian 
turunnya ayat yang memuat hukuman cambuk bagi pelaku 
zina adalah berfungsi menasakh hukuman rajam tersebut.
 
2. Tindak pidana Zina menurut hadits Nabi Saw 
Beberapa hadis menunjukkan bahwa pelaksanaan 
hukuman rajam oleh Rasulullah Saw bila dilihat dari ruhnya 
sebenarnya beliau tidak pernah menjalankannya. Semua 
riwayat inipun hanya berdasarkan pengakuan. Ada sebuah 
riwayat, bahwa hukuman rajam itu sebenarnya dijalankan 
Rasulullah Saw atas Yahudi yang melakukan zina namun 
hanya dihukum dengan dijemur dan dicambuk. Padahal 
dalam Taurat ketentuannya dirajam. Atas fakta semacam 
inilah Rasul menyuruh agar diterapkan hukuman rajam atas 
orang Yahudi tersebut.32 
Kasus Ma’iz juga dapat menguatkan argumentasi ini. Saat 
Ma’iz bin Malik mengaku zina kepada Rasul, beliau berpaling. 
Baru setelah Ma’iz mengaku zina sampai diulang empat kali, 
Rasul memerintahkan sahabat agar merajamnya. Ketika 
31Seperti dikutip dalam John Burton, “Law and Exegesis: The Pen-
alty for Adultery in Islam”, dalam Hauting & Shareef, Approaches to the 
Qur’an, cet. I, New York: Routledge, 1993, hal. 279. 
32Lihat dalam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Su-
nan Ibn Majah, Juz II, cet. I,  Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hal. 57. 
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hukuman rajam dilaksanakan, Ma’iz melarikan diri  karena 
merasa kesakitan. Saat kejadian semacam ini dilaporkan 
kepada Rasul, beliau justru berkata, ”Mengapa tidak kalian 
biarkan dia (Ma’iz) lari ?”33 Demikian juga dengan kasus 
pengakuan perempuan yang berzina, Nabi merajamnya, tapi 
kemudian beliau mensalatinya.34 
Dalam sebuah riwayat, ketika waktu shalat tiba, seorang 
laki-laki ikut shalat berjama’ah bersama Nabi. Ketika shalat 
selesai, laki-laki itu menyampaikan lagi pengakuan bahwa 
ia sudah berzina dan diminta agar dihukum. Pada saat itu 
Nabi justru berkata, ”Bukankah kamu sudah ikut shalat 
berjama’ah? “Ya”, jawab laki-laki itu. Nabi Saw kemudian 
berkata bahwa Allah telah mengampuni dosanya, atau saat 
itu Nabi berkata, ”Allah telah mengampuni haddmu.”35    
Di samping itu, apabila dibandingkan dengan hukuman 
bagi pezina yang diterapkan oleh umat sebelum Islam, 
ketentuan dalam Islam lebih ringan. Sanksi bagi pelaku dan 
penuduh zina tersebut lebih dimaksudkan Allah sebagai 
balasan atas tindakan pelanggaran norma susila atau 
penuduhan atas pelanggaran norma tersebut. Longgarnya 
norma susila antara lawan jenis saat itu, harus dijembatani 
dengan hukuman keras sehingga dapat membatasi ruang 
gerak atau setidaknya mengurangi terjadinya pelanggaran 
norma itu. Dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman 
tersebut, maka pada dasarnya tidak harus dipahami bahwa 
pezina dicambuk 100 kali, dan penuduhnya dicambuk 80 
33Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah..., hal. 57. 
34Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah..., hal. 57.
35Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari, 
cet. I, Riyadh: Dar al-Salam, 1977, hal. 14331. 
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kali, tanpa boleh dikurangi atau ditambah.
Penentuan jenis dan bentuk hukuman sangat tergantung 
faktor sosial yang mengitarinya. Tingkatan sempit dan 
longgarnya pengawasan masyarakat terhadap norma itu 
juga harus menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman. 
Hal ini dapat dilihat dari langkah tadrij (berangsur-angsur) 
yang ditempuh al-Qur’an dalam menentukan jenis hukuman 
bagi pezina. Hukuman cambuk merupakan langkah terakhir 
yang diambil. Sebelum hukuman cambuk seratus kali 
diterapkan bagi pezina, bentuk hukuman pada awalnya 
berupa dikurung di dalam rumah (al-habs), dan diberi adha 
(disakiti), sebagaimana yang diabadikan dalam surat al-Nisa’ 
ayat 15–16.
Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang berisi 
sanksi bagi pelaku zina. Dalam ayat tersebut Allah tidak 
menjelaskan secara pasti sanksi bagi kejahatan susila (al-
fakhisyah). Setelah sanksi yang berupa dikurung dipandang 
tidak mempan, barulah Allah menentukan hukuman dera 
seratus kali bagi pezina. Inilah di antara kebijaksanaan Allah 
dalam membuat tahapan-tahapan terkait dengan penjatuhan 
sanksi bagi pezina.36 Namun menurut mayoritas ulama, 
ketentuan hukuman pezina dalam surat al-Nisa’ ayat 15 – 16 
di atas dianggap dihapus dengan surat an-Nur ayat 2.37
Dengan mempertimbangkan ruang dan waktu yang 
dihadapi Nabi Muhammad saat itu, Robert menilai bahwa 
ketentuan hukuman zina dan penuduhnya yang diberikan 
36Engineer, Islam and…, hal. 190. 
37Lihat kembali sumber-sumber kitab tafsir di atas. Lihat juga 
misalnya komentar Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, cet. I, 
Beirut: Dar al-fikr, t.t., hal. 128.  
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syari’ (Allah dan Nabi Muhammad) merupakan sebaik-baik 
ketentuan hukum sosial. Langkah tersebut merupakan 
tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya 
pelanggaran atas hukum kesucian dan terjadinya tuduhan 
palsu.38
3. Pemberlakuan Hukuman Tindak pidana Zina dalam 
praktek sahabat
Dari penelusuran penulis, tidak banyak data yang 
mengungkap tentang bagaimana hukuman bagi pelaku zina 
diberlakukan. Meski demikian, pada masa Abu Bakr al-Siddiq 
pernah terjadi suatu kasus terkait dengan homoseksualisme. 
Dalam menyelesaikannya Abu Bakr al-Siddiq menerapkan 
hukuman mati dengan cara membakar pelakunya dengan 
pertimbangan hukum agar mereka merasakan panasnya api 
di dunia sebelum mereka merasakan panasnya api neraka di 
akhirat. 
Pada suatu waktu, Khalid bin Walid mengirimkan surat 
kepada Abu Bakr bahwa ia telah menemukan seorang 
lelaki yang menikahi lelaki lain seperti layaknya seorang 
lelaki menikahi wanita di suatu daerah Arab. Maka Abu 
Bakr secepatnya memanggil beberapa orang sahabat untuk 
membicarakan hal tersebut, di antaranya terdapat Ali bin 
Abi Talib, seorang sahabat yang dikenal bersuara vokal. Ali 
menyatakan, “Sesungguhnya perbuatan penyimpangan 
seksual dua orang homoseksual tersebut walau hanya 
dilakukan oleh satu orang, namun sebab dosa satu orang ini 
Allah Swt mengadzab seluruh manusia, sebagaimana yang 
38Roberts, The Socials…, hal. 40.
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sudah kamu ketahui. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa 
mereka harus dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar.” 
Setelah mendengar saran Ali tersebut, seluruh sahabat 
yang hadir menyepakati solusinya untuk menjatuhkan 
hukuman mati kepada pelaku homoseksual tersebut dengan 
cara dibakar. Kemudian Abu Bakr mengirimkan surat 
kepada Khalid bin Walid seraya menginstruksikan untuk 
melaksanakan eksekusi kepada si pelaku. Maka Khalid bin 
Walid pun melaksanakannya. Penjatuhan hukuman mati 
dalam kasus serupa ini antara lain juga dilakukan oleh ‘Abd 
Allah bin Zubayr dan Hisyam bin ‘Abd al-Malik.39 
Pada masa pemerintahan ‘Umar, telah diajukan ke muka 
sidang pengadilan suatu kasus perzinaan yang dilakukan oleh 
seorang perempuan. Terdakwa di depan sidang mengakui 
perbuatannya. Karena mendengar pengakuan terdakwa, 
Umar memutuskan untuk merajamnya. Akan tetapi Ali 
berkata, “Sebaiknya kita tanyakan dahulu kepadanya, 
mungkin dia mempunyai alasan mengapa melakukannya.” 
Kemudian Ali bertanya kepada terdakwa, “Apa yang 
mendorongmu berbuat zina?” Dia menjawab, “Karena 
terpaksa, di mana waktu itu di perjalanan bersama seorang 
lelaki. Ketika di tengah perjalananku yang jauh, bekal air 
yang tersedia di atas untaku habis, sedang di atas untanya 
masih tersedia air dan susu. Kemudian oleh karena rasa haus 
yang mencekam dan tidak tertahankan, aku meminta air 
minum kepadanya. Akan tetapi ia menolak memberikannya 
39Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Hukum Acara Peradilan Islam  (al-Turuq 
al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Islamiyyah), terj. Adnan Qohar dan Ansho-
ruddin, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 22-23. Lihat 
juga, Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab (Al-Faruq ‘Umar), 
terj. Ali Audah, cet. I, Bogor: Litera AntarNusa, 2000, hal. 757-758.
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kecuali aku bersedia menyerahkan kehormatanku padanya. 
Aku menolaknya sampai tiga kali. Dan ketika rasa hausku 
sudah memuncak dan tidak tertahankan, sementara aku 
khawatir diriku akan binasa, maka dengan terpaksa aku 
menuruti keinginannya. Maka, dia memberikan air minum 
kepadaku.” Mendengar jawaban itu, Ali mendengungnya 
kalimat takbir dan membaca ayat, “Tetapi barangsiapa 
dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”(QS. Al-Baqarah: 173).40  
Dalam sunan Bayhaqi disebutkan riwayat dari Abu Abd 
al-Rahman al-Sulami katanya, “Telah diajukan kepada 
‘Umar bin Khattab kasus perbuatan zina yang dilakukan 
oleh seorang perempuan karena terpaksa. Perempuan 
itu tertimpa rasa haus yang tak tertahankan, lalu dia 
meminta minum kepada seorang penggembala. Akan 
tetapi penggembala itu menolaknya kecuali jika perempuan 
tersebut bersedia menyerahkan kehormatannya. Ketika itu 
orang-orang berpendapat agar ditimpakan hukuman rajam 
kepada wanita tersebut. Namun ‘Ali berkata, “Perempuan 
itu seorang yang terpaksa. Oleh karena itu saya berpendapat 
untuk melepaskannya.” Kemudian wanita itupun dilepaskan.
Pada masa ‘Ali bin Abi Talib juga pernah dilaksanakan 
hukuman bagi pelaku zina muhsan. ‘Ali bin Abi Talib ketika 
menjadi khalifah melaksanakan hukuman cambuk sekaligus 
rajam kepada seorang wanita yang berstatus muhsan dan 
peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ali r.a. 
40Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Hukum Acara..., hal. 97-98.
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berkata, ”Aku hukum cambuk ia berdasarkan Kitab Allah dan 
aku rajam berdasarkan sunnah Rasulullah.”41
B. Ketentuan Hukuman bagi Pelaku Perzinaan Menurut 
Agama Non Islam
Perzinaan dengan segala bentuknya, dalam sejarah 
peradaban manusia maupun agama di luar Islam juga 
dipandang sebagai bentuk kejahatan. Oleh sebab itu 
pelakunya akan dikenakan hukuman tertentu. Sebagai 
contoh, pada masa pra Islam, di kalangan masyarakat Mesir 
kuno, perempuan yang melakukan zina dihukum dengan 
dihilangkan batang hidungnya. Meski demikian nasib laki-
laki partnernya tidak dijerat hukum. Sedangkan dalam 
hukum Hammurabi, pelaku zina baik laki-laki maupun 
perempuan dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam air. 
Sementara itu, hukuman yang biasa dijatuhkan bagi pelaku 
zina di kalangan orang Israil adalah dibunuh dengan cara 
dilempari batu.42
1. Hukuman zina menurut Agama Yahudi
Di dalam agama Yahudi, perzinaan dikategorikan dalam 
idolatry yang secara etimologis bermakna “pemberhalaan.” 
Istilah ini mencakup segala macam perbuatan maksiat 
terhadap Yahweh dan Yahshua.43 Zina dalam Kitab Perjanjian 
Lama juga seringkali dipakai secara kiasan dalam arti 
41Muhammad al-Syawkani, Nayl al-Awtar..., hal. 255.
42Roberts, The Socials Law of The Qoran, cet. I, New Delhi: Kitab 
Bhavan, 1977, hal. 37 – 38. 
43Hector Castillo, “Adultery/Fornication: What do the Scriptures 
Say?”, dalam http://www.paleotimes.org/articles/ diakses Tanggal 20 
Juli  2006. 
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penyembahan berhala, ketidaksetiaan dan murtad terhadap 
Allah Israel, khususnya dalam kitab Yehezkiel dan Hosea.44 
Secara tegas, 10 Perintah Tuhan (The Ten Commandments) 
dan di dalam hukum Musa (misalnya Ex. 20:14; Lev. 20: 10; 
Deut 22: 22), mengharamkan perzinaan.45
Perzinaan menurut agama Yahudi sangat dicela. Di dalam 
Yeremia 5: 7-9 dinyatakan: 
“Bagaimana kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni Engkau? 
Anak-anakmu telah meninggalkan Aku dan bersumpah demi 
yang bukan Allah. Setelah Aku mengenyangkan mereka, 
mereka berzina dan bertemu di rumah persundalan. Mereka 
adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan garang, masing-
masing meringkik menginginkan isteri sesamanya. Masakan 
Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? 
Demikianlah firman Tuhan. Masakan Aku tidak membalas 
dendamku kepada bangsa seperti ini?”46
Sedemikian tercelanya perbuatan zina ini, Allah 
mengingatkan dengan tegas sejarah umat-umat di  masa 
lalu yang dihancurkan karena berzina. Karena itu Dia 
memerintahkan Bani Israil agar tidak terjerumus dalam 
perbuatan zina dengan disertai ancaman bahwa bila 
mereka mengingkarinya maka mereka akan dihancurkan 
sebagaimana umat-umat terdahulu tersebut. Di dalam 
Imamat 8: 28-29 dinyatakan:
44Alkitab Arab-Indonesia, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 
2003, hal. 862 .
45Spencer W. Kimball, “The Sin Next to Murder”, dalam  Miracle 
of Forgiveness, hal. 61-75. Lihat juga, Daniel H. Ludlow (Ed), Vol. 1, 
Ensyclopedia of Mormonism, cet. I, New York and Toronto: Macmillan 
Publishing Company and Maxwell Macmillan Canada, 1992,  hal. 21.  
46Al Kitab, Jakarta: Lembaga Al Kitab Indonesia,  1979, hal. 839. 
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“Janganlah sampai bumi melemparkan kalian ketika kalian 
mengotorinya (dengan perbuatan zina) sebagaimana 
umat-umat terdahulu dilemparkan. Karena siapa saja yang 
melakukan perbuatan kotor ini, maka tubuh pelakunya akan 
dihancurkan di antara kaumnya .”47
Agama Yahudi mengajarkan umatnya bahwa perbuatan 
zina yang tercela sedemikian rupa diancam dengan hukuman 
mati. Ketentuan hukuman mati ini dilakukan dengan cara 
dibunuh (Imamat 20: 10-11), dibakar hingga mati (Imamat 
20:14), dan dilempari batu hingga mati atau dirajam (Ulangan 
20: 23-24).48 
2. Hukuman zina menurut Agama Kristen 
Di dalam ajaran Kristen, zina juga dikategorikan dalam 
perbuatan yang terkutuk. Yesus bersabda “Jangan berzina!”, 
yang dikutip dari sepuluh (10) perintah Tuhan dalam kitab 
Taurat tepatnya Keluaran 20:14, kemudian Yesus juga mem-
berikan peringatan agar umatnya tidak berbuat zina: 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang 
perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan 
dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menye-
satkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik 
bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tu-
buhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. (Matius 
5:28-29). (pr ) 32  Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; 
orang yang berbuat demikian merusak diri.  33  Siksa dan ce-
mooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. 
47Al Kitab, hal. 141. 
48Al Kitab, hal. 143 dan 232. 
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Peringatan Yesus tersebut memberikan arti kuat bahwa 
betapa sangat dilarangnya perbuatan zina. Seseorang yang 
memandang perempuan dan tertarik maka oleh Yesus di-
katakan sudah berbuat zina di dalam hatinya, dan menurut 
beberapa tafsir Alkitab, berkeinginan untuk berbuat zina su-
dah sama sifatnya dengan berzina.
Masih menurut sabda Yesus, bahwa mencungkil mata dan 
membuangnya adalah jauh lebih baik daripada mata menye-
babkan seseorang memandang perempuan yang kemudian 
berkeinginan untuk berbuat zina, karena mata adalah salah 
satu pintu masuk bagi pikiran jahat. Mencungkil mata adalah 
simbolik agar mencegah untuk memandang perempuan yang 
bisa mencampakkan seluruh tubuh seseorang ke neraka.
Peringatan Yesus tersebut senada dengan peringatan 
dalam al-Qur’an agar manusia tidak berbuat zina. Allah Swt 
memperingatkan manusia agar jangan sekali-kali mendekati 
zina (QS. 17:32), sementara bagi perempuan diperintah-
kan menutup auratnya, sedangkan laki-laki diajarkan untuk 
memlihara pandangannya (QS. 24:30). Harus diakui bahwa 
banyak sekali kejahatan seksual bermula dari mata, apakah 
dengan melihat wanita berpakaian minim dan seksi ataupun 
melihat tayangan-tayangan yang mengundang syahwat.
Di dalam Bibel dikisahkan bahwa suatu ketika ahli-ahli 
taurat dan orang-orang Farisi datang menemui Yesus untuk 
menyerahkan seorang wanita yang tertangkap basah berbuat 
zina: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang 
berbuat zina.” (Yohanes 8:4). Mereka terus mendesak Yesus 
agar menghukum wanita tersebut sesuai hukum Taurat yaitu 
dilempari batu sampai mati, namun Yesus menolak dan ba-
lik berkata kepada mereka : “Barangsiapa di antara kamu tidak 
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berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada 
perempuan itu.” (Yohanes 8:7). 
Mendengar perkataan Yesus tersebut, satu per satu 
mereka mulai meninggalkan Yesus dan wanita pela-
cur tersebut, karena mereka merasa tidak seorang-
pun yang tidak berdosa. Maka tinggallah berdua Yesus 
dan wanita pezina itu, lalu Yesus berkata kepadanya:
“Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang 
yang menghukum engkau?” Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” 
Lalu kata Yesus: “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi-
lah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” (Yo-
hanes 8:10). 
Sikap Yesus tidak melaksanakan hukuman sesuai hukum 
Taurat melahirkan tanda tanya besar, karena Yesus sendiri 
pernah bersabda: “Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari 
pada satu titik dari hukum Taurat batal.” Matius 5:17. 
Hukum Taurat yang dimaksud adalah: 
“(2) Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu 
yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, ada terdapat 
seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang 
jahat di mata Tuhan, Allahmu, dengan melangkahi perjanji-
an-Nya (3) dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan 
sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bu-
lan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu; 
(4) dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepad-
amu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau 
ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan 
di antara orang Israel, (5) maka engkau harus membawa laki-
laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat 
itu ke luar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan 
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itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. (6) Atas 
keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh 
orang yang dihukum mati; atas keterangan satu orang saksi 
saja janganlah ia dihukum mati. (7) Saksi-saksi itulah yang 
pertama-tam menggerakkan tangan mereka untuk mem-
bunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau 
hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.” (Ulangan 
17:2-7).
Meski demikian, dari sabda Yesus di atas juga dapat dipaha-
mi bahwa meski dalam ajaran Kristen khususnya yang dimuat 
dalam Perjanjian Baru (New Testament), zina juga diharamkan 
sebagaimana dalam Perjanjian Lama (Old Testament), hanya 
saja dalam Perjanjian Baru termuat pengampunan. Artinya 
seseorang yang telah melakukan perzinaan baik dalam sta-
tus sudah bersuami ataupun tidak masih diberikan celah 
untuk kembali kepada ajaran tuhan. Syaratnya adalah orang 
tersebut benar-benar menyesal, bertaubat dengan sebenar-
benarnya taubat serta berjanji tidak mengulanginya lagi.49
(Lukas 16: 16-18) (16) Hukum Taurat dan kitab para nabi 
berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu 
Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya 
berebut memasukinya. (17)  Lebih mudah langit dan bumi 
lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.  (18) 
Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan 
perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin 
dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat 
zinah. 
Masih terkait dengan hal di atas, di dalam Matius 19: 1-12 
49http://www.parentalguide.com diakses Tanggal 21 Mei 2005. 
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Yesus berkata:   
Setelah Yesus selesai dengan pengajaran-Nya itu, 
berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang 
di seberang sungai Yordan.  (2)  Orang banyak berbondong-
bondong mengikuti Dia dan Iapun menyembuhkan mereka 
di sana.  (3)  Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-
Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah 
diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan 
apa saja?”  (4)  Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia 
yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka 
laki-laki dan perempuan?  (5)  Dan firman-Nya: Sebab itu 
laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu 
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 
(6)  Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh 
diceraikan manusia.”  (7)  Kata mereka kepada-Nya: “Jika 
demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk 
memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” 
(8)  Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu 
Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak 
semula tidaklah demikian.  (9)  Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, 
lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.”  (10) 
Murid-murid itu berkata kepada-Nya: “Jika demikian halnya 
hubungan antara suami dan isteri, lebih baik  jangan kawin.” 
(11)  Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: “Tidak semua 
orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang 
dikaruniai saja.  (12)  Ada orang yang tidak dapat kawin 
karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada 
orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang 
yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri 
oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti 
hendaklah ia mengerti.” 
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Hal ini juga ditegaskan dalam (Markus 10: 11-12). 
(10)  Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu 
bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu.  (11)  Lalu kata-
Nya kepada mereka: “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu 
kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan 
terhadap isterinya itu.  (12)  Dan jika si isteri menceraikan 
suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”
Menurut ketentuan yang ada dalam agama Kristen, 
hukuman yang diberlakukan bagi pelaku perzinaan adalah 
hukuman rajam. Hal ini tergambar dengan jelas dalam Kitab 
Ulangan 22: 20-21 yang berbunyi: 
“Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda 
keperawanan pada si gadis, maka si gadis dibawa ke luar ke 
depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya 
haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati-sebab 
dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah 
ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu 
dari tengah-tengahmu.”50 
Selanjutnya dalam Kitab Ulangan 20: 23-24 juga 
dinyatakan: 
“Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang 
sudah bertunangan – jika seorang laki-laki bertemu dengan ia 
di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya 
kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari 
dengan batu sehingga mati....”51
50Al Kitab, Jakarta: Lembaga Al Kitab Indonesia,  1979, hal. 232.
51Al Kitab, hal. 232. 
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Dari sini dapat dipahami bahwa zina dalam agama Kristen 
dianggap sebagai dosa besar. Besarnya dosa zina ini, dapat 
dilihat dari ancaman hukuman rajam dimana si pelaku harus 
dilempari batu hingga meninggal dunia, tanpa membedakan 
antara pezina yang sudah menikah ataupun belum menikah.
 
3. Hukuman zina menurut Agama Budha 
Salah satu inti dari ajaran Budha ialah bahwa “ seseorang 
sebaiknya tidak memperturutkan hasrat seksualitasnya 
(kama-sukha) yang pada dasarnya hina, vulgar, kasar, tercela, 
dan tidak bermanfaat”(Samyutta Nikaya V: 420, Sutta 
Pitaka). Hal ini ditekankan di banyak bagian dari Sutta 
Pitaka, misalnya dalam Tamsilan Burung Puyuh (Sutta 
66 dalam Majjihima Pitaka) di mana Budha mengajarkan 
bahwa kenikmatan-kenikmatan sensualitas adalah “kotor, 
kasar, dan hina-dina” serta “hendaknya tidak dibiarkan, 
dikembangkan, atau ditumbuhkan; semua itu harus ditakuti.” 
Di dalam Tamsilan Ular (Sutta 22 of the Majjhima Nikaya), 
Budha dengan sangat tegas mencela orang-orang yang 
berkata bahwa praktek seksual bukan merupakan kendala 
proses pencerahan: 
“Orang yang tersesat…Saya sudah nyatakan berkali-kali 
betapa kenikmatan-kenikmatan sensual hanya memberikan 
sedikit berkah, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, 
dan betapa bahayanya kenikmatan-kenikmatan sensual 
tersebut. Akan tetapi kamu wahai manusia yang tersesat 
justru telah melukai dirimu sendiri dan memupuk keburukan-
keburukan; hal ini akan menggiring kamu pada kerusakan 
dan penderitaan dalam waktu yang lama.”
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Lebih dari itu, poin kedua dari Empat Kebenaran 
menyatakan bahwa penyebab utama penderitaan adalah hawa 
nafsu. Sementara poin yang ketiga menyatakan bahwa cara 
untuk menghilangkan penderitaan tersebut adalah dengan 
cara menekan hawa nafsu. Praktek-praktek seksual dicirikan 
oleh dua aspek yaitu ketertarikan (kama-updana) dan hawa 
nafsu (kama-tanha). Hawa nafsu seksual juga termasuk 
salah satu dari lima hambatan yang harus dimusnahkan jika 
seseorang ingin meningkatkan kualitas spiritualnya.
Hawa nafsu seksual beberapa kali digambarkan sebagai 
kilesa, perusakan pikiran. Seperti agama yang lain, Budha 
meletakkan standar yang tegas dalam persoalan tingkah laku 
seksual. Rumusan umum etika dalam agama Budha terdiri 
dari lima aspek:
1. Menahan diri untuk tidak merusak mahkluk hidup/
mempraktekkan cinta kepada kebaikan;
2. Menahan diri untuk tidak mengambil yang bukan 
haknya/mempraktekkan kejujuran;
3. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan 
seksual yang menyimpang; 
4. Menahan diri untuk tidak berbicara bohong;
5. Menahan diri untuk tidak kecanduan minuman keras/
mempraktekkan kesadaran diri.52
Meski agama Budha mengajarkan umatnya untuk tidak 
memperturutkan hawa nafsu seksual secara menyimpang 
(tidak berdasarkan hubungan yang sah melalui pernikahan), 
akan tetapi agama ini tidak mengatur secara spesifik 
52http://www.mindbodynsoul.com/cms/Sexuality_and_Budhism.
html  diakses pada Tanggal 23 November 2006. 
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hukuman yang diberikan kepada pelanggarnya. Bahkan 
dalam konteks hubungan seksual sejenis (homoseksual 
dan lesbian) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para 
penganutnya. Ada di antara mereka yang membolehkan dan 
ada yang menentangnya. 
Buddha tidak meninggalkan ajaran yang secara spesifik 
terkait dengan orientasi maupun tingkah laku seksual 
sejenis. Dia hanya menegaskan umatnya untuk menjadi 
“lampu bagi dirimu sendiri” guna menguji kebenaran ajaran 
keagamaan sebelum menerimanya. Yang menjadi penekanan 
ajaran agama ini adalah apakah sebuah perbuatan itu 
bermanfaat berdasarkan niatan yang baik dan tidak bersifat 
merusak. Oleh sebab itu, sebuah perbuatan kadangkala bisa 
dilakukan atau tidak bisa dilakukan, sangat tergantung pada 
konteksnya.53
Masih terkait dengan persoalan perzinaan ini, agama 
Budha memposisikan hasrat seksual sebagai sesuatu 
yang hina. Menurut kebanyakan tradisi Budha (terkecuali 
kaum Budhis Jepang) para biarawan maupun biarawati 
diharapkan untuk menjauhi segala hasrat seksual. Salah satu 
inti dari ajaran Budha ialah bahwa “ seseorang sebaiknya 
tidak memperturutkan hasrat seksualitasnya (kama-sukha) 
yang pada dasarnya hina, vulgar, kasar, tercela, dan tidak 
bermanfaat” (Samyutta Nikaya V:420, Sutta Pitaka). Hal 
ini ditekankan di banyak bagian dari Sutta Pitaka, misalnya 
dalam Tamsilan Burung Puyuh (Sutta 66 of the Majjhima 
Nikaya) di mana Budha mengajarkan bahwa kenikmatan-
kenikmatan sensualitas adalah “kotor, kasar, dan hina-dina” 
53http://www.religioustolerance.org  diakses pada Tanggal 23 
April 2005.
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serta “hendaknya tidak dibiarkan, dikembangkan, atau 
ditumbuhkan; semua itu harus ditakuti.” Di dalam Tamsilan 
Ular (Sutta 22 of the Majjhima Nikaya), Budha dengan sangat 
tegas mencela orang-orang yang berkata bahwa praktek 
seksual bukan merupakan kendala proses pencerahan: 
“Orang yang tersesat…Saya sudah nyatakan berkali-kali 
betapa kenikmatan-kenikmatan sensual hanya memberikan 
sedikit berkah, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, 
dan betapa bahayanya kenikmatan-kenikmatan sensual 
tersebut. Akan tetapi kamu wahai manusia yang tersesat 
justru telah melukai dirimu sendiri dan memupuk keburukan-
keburukan; hal ini akan menggiring kamu pada kerusakan 
dan penderitaan dalam waktu yang lama.”
4. Hukuman zina menurut Agama Hindu
Berikutnya dalam ajaran Hindu, perzinaan juga dianggap 
sebagai tindakan yang terkutuk. Perzinaan  dianggap sebagai 
dosa besar. 
Pengharaman perzinaan ini tidak hanya didasarkan pada 
aspek moral, akan tetapi juga aspek sosial. Dari aspek moral, 
agama Hindu memandang bahwa pernikahan merupakan 
hal sakral yang harus dijaga, dirawat dan dipertahankan 
dengan baik. Ikatan janji pernikahan  dimaksudkan sebagai 
penegasan bahwa pasangan suami-isteri harus sama-sama 
menyadari kewajibannya masing-masing untuk menjalankan 
dharma dan tetap saling mempercayai satu sama lain. 
Pernikahan tidak hanya dimaksudkan sebagai cara halal 
untuk melepaskan hasrat seksual, akan tetapi juga untuk 
menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya dari aspek sosal, 
perzinaan di dalam agama Hindu dianggap sebagai perilaku 
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yang berbahaya. Hal ini dikarenakan perzinaan dianggap 
potensial merusak tatanan kasta. Di dalam Bhagavadgita 
1.41-43 dinyatakan: 
“Dengan munculnya adharma, Oh Krisna, perempuan 
menjadi tidak suci lagi. Dan ketika perempuan  jatuh di 
jalan yang buruk, Oh keturunan Vrisni, maka kastapun 
menjadi bercampur aduk. Bercampur aduknya kasta-kasta ini 
menyebabkan hancurnya keluarga serta menggiring keluarga 
tersebut ke dalam neraka. Para arwah nenek moyang di 
sorgapun akan turun, karena mereka tidak menerima 
sesembahan makanan atau air yang mereka tawarkan. 
Dikarenakan kesalahan perilaku dari para perusak rumah 
tangga dan kasta inilah, maka ketertiban sosial dan keutuhan 
keluarga mengalami kerusakan secara permanent.”  54 
Di dalam agama Hindu ajaran tentang kasta  dianggap 
sebagai sesuatu yang penting. Karena itu, tingkatan kasta 
sangat menentukan berat tidaknya hukuman bagi pelaku 
zina. Di dalam kitab hukum Hindu kuno perzinaan dibedakan 
antara yang dilakukan oleh perempuan  yang sudah menikah 
dan yang belum menikah. Hukuman bagi yang sudah menikah 
adalah lebih berat bila dibandingkan dengan yang belum 
menikah. Demikian pula di dalam kitab hukum Hindu kuno 
tersebut dibedakan antara perzinaan yang dilakukan oleh 
perempuan berkasta tinggi dengan laki-laki berkasta rendah. 
Semakin tinggi kasta pezina perempuan dan semakin rendah 
kasta si pezina laki-laki, maka semakin berat pula hukuman 
yang harus mereka terima. Di dalam Manusmriti Bab VIII, 
54Jayaram V., “Extramarital Relationship”, dalam http://www.ex-
periencefestival.com/ hinduism_and_adultery diakses pada Tanggal 2 
Mei 2009.
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359, dinyatakan, 
“Seorang laki-laki yang bukan berkasta Brahmana harus 
dihukum mati jika berzina (samgrahana); karena itu isteri-
isteri dari keempat kasta harus selalu dijaga dengan baik.” 
Selanjutnya dikatakan di bagian 361, “Jangan biarkan 
laki-laki bercampur dengan isteri-isteri orang lain setelah ia 
dilarang melakukannya; akan tetapi barangsiapa yang tetap 
melakukannya, maka ia harus dijatuhi denda satu suvarna.” 
55 Dari sini dapat dipahami bahwa penjatuhan hukuman 
bagi pelaku zina di dalam agama Hindu juga tergantung 
pada kasta si pelaku. Bentuk hukumannyapun bervariasi 
dari berupa denda sampai dengan hukuman mati.   
Di kalangan masyarakat Hindu kuno, perzinaan juga 
menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Hal ini dapat 
dipahami dari mitologi Hindu yang mengisahkan berbagai 
macam cerita tentang perilaku para dewa yang seringkali 
tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya baik dalam 
alam pikiran maupun tindakan. Kisah tentang beberapa 
dewa Hindu seperti Indra dan Agni atau kisah Dewa Rama 
yang mengasingkan isterinya Sita ke hutan karena sebuah 
tuduhan perzinaan.56  
55Jayaram V., “Extramarital...” 
56Jayaram V., “Extramarital...”. 
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BAB III
HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA 
DALAM SEJARAH  ACEH
Praktek Hukuman bagi Pelaku Zina dalam Sejarah 
Aceh
1. Regulasi tindak pidana zina pada masa kerajaan di Aceh
Dalam bahasa Aceh, zina diistilahkan dengan meumukah. 
Perbuatan ini dipandang sebagai sebuah kejahatan. Bagi 
pelakunya dikenakan hukuman rajam (bila sudah menikah) 
dan cambuk dengan kulit (jika belum menikah). Menurut 
adat Aceh, hukuman rajam sampai mati diganti dengan 
hukuman dibenamkan dalam sungai sampai mati yang 
dinamakan dengan bôh triëng doë bak takuë. 1 
Karena perzinaan merupakan aib yang besar tidak 
hanya bagi keluarga, namun juga masyarakat (gampong), 
maka kontrol sosial agar tidak terjadi perzinaan ini sangat 
kuat. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi terjadinya 
perzinaan, adat Aceh menggariskan beberapa ketentuan 
larangan pergaulan tak tertulis seperti yang dipaparkan oleh 
Moehammad Hoesin sebagai berikut:
a. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim-kirim 
surat tjinta-bertjinta, mendjemput pemudi untuk 
pesiar dan mengantarnya pulang, sebelum mereka 
1Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, cet. 1, Banda Aceh: Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan Propinsi D.I Aceh, 1970, hal. 183.
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menikah;
b. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang 
empunja rumah atau isterinja;
c. Mengunjungi rumah djanda jang masih muda, djika 
tak ada orang tua/muhrimnja;
d. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain;
e. Berdjalan-djalan di bawah rumah orang lain;
f. Masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atau tidak 
berdinding (meukeupalang) tanpa izin;
g. Berbitjara-bitjara dengan jang tidak perlu dengan isteri 
orang lain atau perempuan djanda;
h. Berkelakar dengan seorang wanita atau gadis di luar 
peri kesopanan;
i. Dan lain-lain perkataan atau perbuatan jang dapat 
membangkitkan nafsu berahi.2
Pelanggaran atas ketentuan adat di atas sedapat mungkin 
diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan 
mengikutkan orang tua gampong. Jadi bila ada seorang laki-
laki dan perempuan yang terindikasi memiliki hubungan 
percintaan, sehingga melanggar salah satu ketentuan adat di 
atas, maka sedapat mungkin mereka segera dinikahkan.  
Adapun terkait dengan perkara zina yang tidak mungkin 
diselesaikan secara damai, selanjutnya akan diperiksa oleh 
pihak yang berwajib dan kemudian diserahkan kepada 
pengadilan yang berada di bawah pimpinan Sultan karena 
ancaman hukumannya berat. 
Salah satu pemberlakuan rajam yang seringkali dijadikan 
2Moehammad Hoesin, Adat Atjeh..., hal. 184. 
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rujukan di dalam sejarah Aceh adalah yang diberlakukan 
oleh Sultan Iskandar Muda kepada putranya sendiri, 
Meurah Pupok. Putera mahkota yang sebenarnya adalah 
calon pengganti Iskandar Muda ini didapati berzina dengan 
isteri seorang perwira muda saat pulang dari tempat latihan 
(Blang Peurade). Karena marah, si perwira ini kemudian 
membunuh isterinya yang tertangkap basah melakukan zina 
tersebut, sementara Meurah Pupok berhasil melarikan diri. 
Selanjutnya ia bersama dengan mertuanya pergi ke istana 
untuk melaporkan peristiwa perzinaan tersebut kepada 
Sultan Iskandar Muda. Sultan kemudian memerintahkan 
Seri Raja Panglima Wazir Mizan ( Menteri Kehakiman) 
untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Hasilnya, 
Meurah Pupok terbukti melakukan perzinaan sebagaimana 
yang diadukan oleh perwira tersebut. Akhirnya Sultan 
memutuskan menjatuhi hukuman rajam kepada putera 
kandungnya sendiri itu di depan umum.3 
Pada masa Sultan Ibrahim Mansursyah (1847-1870 M) 
pernah terjadi sebuah peristiwa di mana seorang laki-laki 
melakukan perzinaan dengan seorang perempuan hingga 
berujung kehamilan. Karena takut ketahuan, leher perempuan 
tersebut diikat dengan tali ijuk pada sebuah guci air hingga 
menyebabkan kematiannya. Perkara ini kemudian diperiksa 
oleh pihak yang berwajib. Pria pezina itupun mengakui 
perbuatannya. Akhirnya kasus tersebut disampaikan 
kepada Sultan Dikraton Daruddunia. Pada sidang terakhir, 
pria tersebut akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan 
membenamkannya di sungai Daroy (krueng daroy) dan di 
3A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu, 
cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 45.
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lehernya diikat dengan bambu yang tidak kosong (trieng doe). 
Sebelum hukuman dijalankan, laki-laki tadi mengadukan 
permohonan ampun kepada Pengendali Kerajaan Aceh 
Darussalam (sultan). Setelah melalui pertimbangan yang 
mendalam, permohonan ampun tersebut dikabulkan oleh 
Sultan dengan syarat bahwa ia pada tengah malam akan 
dilepaskan dari tahanannya di Keraton Daruddunia dan 
dengan tidak melalui pintu jaga. Ia harus keluar dari Keraton 
dan lari ke tempat pemeliharaan sigeupoh yaitu orang-orang 
yang semestinya dibunuh tapi telah mendapat pengampunan 
Sultan. Di tempat yang dipimpin oleh Teuku Keudjruen 
Ujong Aron Lamnga, sagi XXVI tersebut ia akan dididik di 
sana sampai menjadi seorang rakyat yang baik kembali.
Pada suatu tengah malam, orang yang kena hukuman 
mati tersebut dilepaskan dari tahanannya dan diminta 
lari seperti yang diamanatkan Sultan. Di malam yang 
gelap gulita ia mencari jalan untuk meninggalkan Keraton 
tanpa melalui pintu jaga. Sayangnya sampai pagi ia tidak 
menemukan jalan untuk melarikan diri, sehingga pada 
waktu subuh ia tertangkap dan diperiksa kembali, kemudian 
dibawa menghadap Sultan. Laki-laki tersebut menjelaskan 
kepada Sultan apa yang dialaminya. Sultanpun akhirnya 
menjatuhkan pelaksanaan hukuman mati seperti yang sudah 
diputuskan dalam pengadilan.
Pada dasarnya kebanyakan penanganan kasus zina 
yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya 
bagi pasangan yang belum menikah, diselesaikan terlebih 
dahulu di tingkat internal gampong dengan cara menikahkan 
pelakunya kemudian diasingkan (diusir). Dalam konteks ini, 
geuchik dan teungku meunasah memegang peranan yang 
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penting.4 Kebijakan ini diterapkan selain  dikarenakan 
kasus perzinaan adalah kasus yang memalukan, sehingga 
dapat mencemarkan nama baik suatu masyarakat, juga 
didorong oleh pertimbangan kemaslahatan. Dalam istilah 
Aceh dikenal, nibak mirah blang, bah mirah jurëë (daripada 
merah sawah, lebih baik merah kamar). Maksudnya, 
daripada hidup tidak karuan, lebih baik dikawinkan saja. 
Namun dalam kasus perzinaan wanita yang sudah memiliki 
seorang suami, apabila tertangkap basah, maka si suami akan 
membunuh atau setidaknya melukai selingkuhan wanita 
tersebut sekaligus si wanita itu. Hal ini kelihatannya lebih 
dikarenakan terkait dengan persoalan harga diri. 
Terkait dengan hal ini Francois Martin memberikan 
catatan bahwa ketika perempuan Aceh sudah menikah 
biasanya mereka tidak berani mendekati laki-laki lain selain 
suami mereka karena takut dengan ancaman hukuman mati 
atau hidung dan telinganya diputus.  Hukuman sedemikian 
rupa merupakan hukuman yang biasa diberlakukan 
pada saat itu. Jika tidak demikian, maka pasangan yang 
melakukan perzinaan akan dilemparkan ke kawanan gajah 
yang kemudian akan membunuh mereka atas perintah 
pawangnya.5 Selain itu, hukuman yang diberlakukan bagi 
pelaku zina laki-laki adalah dengan dipotong kemaluannya, 
sementara bagi yang perempuan adalah dipotong hidungnya 
atau dicongkel matanya.6 
4Moehammad Hoesin, Adat Atjeh..., hal. 186. 
5Francois Martin, “Aceh in 1602”  dalam Anthony Reid (Ed), Wit-
nesses to Sumatra; A Traveller’s Anthology, cet. 1, Kuala Lumpur: Ox-
ford University Press, 1995, hal. 58. 
6Francois Martin, “Aceh in 1602”..., hal. 59. 
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2. Regulasi tindak pidana zina pada masa modern
a. Sebelum Era Reformasi
Sebelum diberlakukannya syari’at Islam secara kaffah di 
era reformasi, hukum tindak pidana zina yang diberlakukan 
di Aceh adalah didasarkan pada aturan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana Indonesia 
ini  merupakan produk asli Belanda yang diterapkan bagi 
bangsa Indonesia. KUHP ini lahir dan telah dimulai berlaku 
sejak Januari 1918.7  Selanjutnya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 
tersebut berubah nama menjadi Wetboek van Strafrecht 
(WvS), dan dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.8 
Delik perzinaan (overspel) diatur dalam Pasal  284 KUHP 
yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan 
terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP 
terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang 
merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk 
jenis pelanggaran. 
Dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan:
ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan 
7C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Pidana, Jakarta: 
Sinar Grafika, 1995, hal. 7. 
8Ahmad Bahiej, “Tinjauan, Yuridis atas Delik Perzinaan (Over-
spel) dalam Hukum Pidana Indonesia”, dalam http://andukot.files.
wordpress.com/2010/05/tinjaun-yuridis-atas-delik-perzinahan.pdf 
diakses 05/09/2010. Lihat juga Bambang Poernomo, Cet. V, Asas-Asas 
Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hal. 53.
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zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya;
 b.  seorang wanita telah menikah yang melakukan 
zina;
ke-2  a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan 
itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah 
telah menikah;
b. seorang wanita tidak nikah yang turut serta 
melakukan perbuatan itu padahal diketahui 
olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah 
dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
(2)  Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas 
pengaduan suami/isteri yang tercemar dan bilamana 
bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga 
bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah 
meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, 
dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 BW, 
pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan 
belum diputuskan karena perceraian atau sebelum 
keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat 
tidur menjadi tetap.9
Unsur-unsur delik zina dalam KUHP adalah: Pertama, 
pria dan wanita. Perzinaan yang dilakukan oleh sesama 
jenis (homoseksual atau lesbian) bukan merupakan bagian 
dari delik; kedua, mengetahui bahwa lawan jenisnya terikat 
perkawinan; ketiga, melakukan persetubuhan; dan keempat, 
9Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. XXV, Ja-
karta: Bumi Aksara, 2006, hal. 104-105. 
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adanya pengaduan (dari pihak isteri atau suami).10 Hukuman 
bagi pelaku zina menurut perspektif hukum pidana di 
Indonesia baru dapat dijatuhkan bila unsur-unsur ini 
terpenuhi.
 
b. Era Reformasi 
Sejak kedatangan penjajah (Belanda) kemudian berlanjut 
sampai masa kemerdekaan, kewenangan masyarakat 
Aceh untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan 
keseharian mereka tidak diberikan sepenuhnya. Meski pada 
Tahun 1959 Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang 
pendidikan, adat dan pengamalan ajaran Islam,11 tetapi 
keistimewaan ini tidak pernah dapat diimplementasikan di 
tengah masyarakat. Bahkan secara tidak langsung dihalangi 
dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.12 Tentu saja hal 
ini mengecewakan rakyat Aceh dan menimbulkan gejolak. 
Persoalan inipun semakin kompleks, ketika upaya-upaya 
solutif yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat 
justru menimbulkan beragam masalah lain seperti ekonomi 
10Leden Marpaung, Kejahatan terhadap …, hal. 45-46.
11Salah satu isi dari Surat Keputusan Perdana Menteri Republik 
Indonesia  Nomor 1/Missi/1959 menyatakan: Daerah swatantra Tk. 
Ke 1 Aceh dapat disebut “Daerah Istimewa Aceh”, dengan catatan bahwa 
kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah 
swatantra Tk ke 1 seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain pe-
raturan perundang-undangan yang berlaku untuk daerah Swatantra  Tk. 
Ke 1 mengenai otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan 
keagamaan, peradatan dan pendidikan. Al Yasa’  Abubakar, Syari’at Islam 
di Aceh; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syari’at 
Islam NAD, 2004, hal. 26-27.
12 Al Yasa’  Abubakar, Syari’at Islam..., hal. 24-25. 
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(perimbangan keuangan Pusat dan Aceh) dan pelanggaran 
hak-hak asasi manusia.  
Berikutnya sejalan dengan berlangsungnya konflik 
bersenjata vertikal berkepanjangan di Aceh akibat dari 
gagalnya upaya solutif yang diterapkan baik pada masa Orde 
Lama, Orde Baru, pada masa Orde Reformasi Pemerintah RI 
mengesahkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang 
Keistimewaan Aceh. Akan tetapi karena rumusan yang ada 
dalam Undang-Undang ini dianggap tidak memadai, maka 
pada Tahun 2001 disahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. 
Berdasarkan kedua Undang-Undang di atas, umat 
Islam di Aceh diberikan peluang untuk memformulasikan 
kebijakan dan membuat peraturan tentang tata kehidupan 
masyarakat yang dilandaskan pada syari’at Islam.  Kedua 
Undang-Undang ini memang tidak secara jelas memberikan 
ijin pelaksanaan syari’at Islam secara sempurna di Aceh,13 
akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 
ketentuan terkait pelaksanaan syari’at Islam di Aceh menjadi 
semakin jelas.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang ditandatangani 
pada Tanggal 15 Agustus 2005 pada hakikatnya lahir sebagai 
salah satu itikad baik pemerintah RI dan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan pertikaian panjang 
dan cenderung berlarut-larut dalam sejarah Aceh. Undang-
Undang ini menjadi salah satu dasar yang memperkuat 
pelaksanaan syari’at Islam bagi masyarakat Aceh. Penguatan 
ini dapat dipahami dengan jelas dari beberapa Pasal  yang 
13Al Yasa’  Abubakar, Syari’at Islam..., hal. 24-25.
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terkandung di dalamnya antara lain Pasal  125,14 126,15 127.16
Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas 
terlihat bahwa proses formalisasi syari’at Islam di Aceh 
pada prinsipnya didasarkan pada perjalanan panjang yang 
melibatkan berbagai faktor meliputi: sejarah, sosio-kultural 
dan politik. Ketiga faktor yang saling berkait-berkelindan ini 
pada etape berikutnya telah melahirkan sebuah keputusan 
pemberian kewenangan (authority) bagi masyarakat Aceh 
untuk melaksanakan syari’at Islam secara komprehensif di 
wilayahnya.
Catatan menarik tentang “regulasi tindak pidana zina” 
14Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 mencakup: (1) Syari’at Islam 
yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak. (2) 
Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, 
ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum perdata), 
jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), 
dakwah, syiar dan pembelaan Islam.  (3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur dengan Qanun Aceh.
15Pasal 126 UU No. 11 Tahun 2006 mencakup: (1) Setiap pemeluk 
agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam. 
(2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib 
menghormati pelaksanaan syari’at Islam. 
16Pasal 127 UU No. 11 Tahun 2006 mencakup: (1) Pemerintahan 
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam. (2) Pemerintahan Aceh 
dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina 
kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat be-
ragama dan melindungi sesame umat beragama untuk menjalankan 
ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.  (3) Pemerintah, Peme-
rintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan 
dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari’at Islam. (4) 
Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat ijin dari Pemerintah 
Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan. 
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di Aceh pasca diproklamirkannya pelaksanaan syari’at Islam 
secara kaffah adalah ditetapkannya Qanun No. 14 Tahun 
2003 tentang khalwat. Meski tidak secara spesifik diatur 
tentang tindak pidana zina, tapi membahas perzinaan di Aceh 
sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan 
mengenai khalwat.
Ditinjau dari aspek etimologis, kata khalwat merupakan 
derivasi dari kata khala-yakhlu yang berarti sepi atau sunyi.17 
Dari segi istilah, “khalwat” di satu sisi bisa dipahami dalam 
makna positif, namun di sisi lain bisa pula bermakna negatif. 
Pada dasarnya kata khalwat seringkali dipakai dalam 
bidang tasawwuf (Islamic mysticism). Biasanya istilah ini 
dimaknai  sebagai upaya seorang muslim untuk mendekatkan 
diri kepada Allah swt, (taqarrub ila Allah) dan meninggalkan 
segala hal yang dapat mengotori jiwanya. Pemaknaan seperti 
ini merujuk pada aktivitas  Rasulullah saw, yang bertahan 
di Gua Hira’ sebelum menerima wahyu. Dalam konteks ini, 
khalwat tentu bermakna positif.
Di sisi lain, khalwat bisa pula dimaknai sebagai perbuatan 
berdua-duan seorang pria dan seorang wanita di tempat 
sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, 
sehingga memungkinkan mereka melakukan perbuatan 
maksiat.18   Perbuatan sedemikian ini sangat dicela dalam 
perspektif hukum Islam.
Terkait dengan regulasi khalwat/mesum di Provinsi Aceh, 
maka dalam  Qanun No. 14 Tahun 2003 khalwat didefinisikan 
sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf 
17Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut: al-Mak-
tabah al-Syarqiyyah, 1986, hal. 194. 
18Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi…, hal. 898. 
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atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau 
tanpa ikatan perkawinan (Pasal  1 Ayat 20). Ruang lingkup 
larangan khalwat ini adalah segala kegiatan, perbuatan dan 
keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (Pasal  2). 
Sementara tujuan diberlakukannya qanun ini sebagaimana 
termaktub dalam Pasal  3 adalah: 
a. Menegakkan syari’at Islam dan adat istiadat yang 
berlaku dalam masyarakat di Propinsi Aceh;
b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan 
dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
c. Mencegah anggota masyaraat sedini mungkin dari 
melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan 
khalwat/mesum;
e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.19
Isi Pasal  di atas menegaskan bahwa larangan khalwat di 
Aceh pada hakikatnya adalah ditujukan untuk mewujudkan 
kemaslahatan di tengah masyarakat. Larangan khalwat 
ini menjadi sebuah langkah pencegahan (preventive) agar 
masyarakat terhindar dari perbuatan zina yang dapat 
mengarah pada dekadensi moral.
Ketentuan mengenai ’uqubat bagi pelaku tindak pidana 
zina diatur dalam Pasal  22, 23, 24 dan 25. Di dalam Pasal  22 
dinyatakan bahwa:
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
19Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, Himpunan Undang-Undang, 
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur 
Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari’at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari’at 
Islam Provinsi NAD, 2006, hal. 226.
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dalam Pasal  4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa 
dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling 
rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  5 diancam dengan ’uqubat ta’zir 
berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling 
singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.20
Dalam Pasal  23 disebutkan bahwa denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  22 Ayat (1) dan (2) merupakan 
penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal. 
Pasal  24 berbunyi, ”pengulangan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  22, uqubatnya 
dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ’uqubat maksimal. 
Berikutnya Pasal  25 menegaskan bahwa, ”pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 
dan 6: (a) Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, 
maka ’uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab; 
b) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka 
selain sanksi ’uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  22 
Ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan ’uqubat administratif 
dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang 
diberikan.
Terkait dengan pelaksanaan ’uqubat cambuk di atas, 
20Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, Himpunan Undang-Undang..., 
hal. 231. 
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dalam Pasal  28 dijelaskan:
1) ’Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang 
dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa 
Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang 
berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 
(satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak 
dibelah.
3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali 
kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri 
tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis 
yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam 
posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan 
setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan 
melahirkan.21
Selanjutnya dalam Pasal  29 dinyatakan: “apabila 
selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan 
terhukum, berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, 
maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang 
memungkinkan.”  
Dari isi Pasal  di atas tergambar dengan jelas bahwa 
meskipun ‘uqubat cambuk diberlakukan, bukan berarti 
dengan serta merta dilaksanakan tanpa menghormati hak-
hak asasi manusia si pelaku. Aturan terkait dengan bentuk 
21Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, Himpunan Undang-Undang..., 
hal. 232. 
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rotan, bagian-bagian fisik yang boleh dicambuk, kemudian 
pertimbangan tertentu bagi pelaku wanita yang sedang 
hamil dan pemeriksaan oleh tenaga medis (dokter) terhadap 
kondisi si pelaku saat dilakukan eksekusi adalah bukti bahwa 
uqubat cambuk yang dilaksanakan di Aceh sepenuhnya 
menghormati HAM.
Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal-Pasal  Qanun No. 
14 Tahun 2003 di atas bahwa larangan khalwat  di antaranya 
ditujukan untuk menutup jalan terjadinya perzinaan. Dalam 
konteks hukum Islam, jarimah al-zina termasuk dalam 
kategori hudud. Kemaslahatan larangan khalwat ini pada 
prinsipnya dapat dipahami dari nilai-nilai filosofis yang 
dibawa oleh Islam, di mana tujuan penetapan hukum dalam 
Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat 
manusia. Terkait dengan hal ini, merujuk pada pemikiran 
al-Ghazali22 maupun al-Syatibi, bahwa untuk mewujudkan 
kemaslahatan tersebut maka aspek-aspek yang dijaga dalam 
Hukum Islam  harus dipelihara yaitu: 1) Agama (hifz al-Din). 
2) Jiwa (hifz al-Nafs). 3) Akal (hifz al-’Aql). 4) Keturunan (hifz 
al-Nasl) dan 5) Harta (hifz al-Mal). 
Terkait dengan regulasi khalwat dan jarimah al-zina, 
maka perbuatan ini sesungguhnya berhubungan erat dengan 
tujuan syara’ hifz al-nasl (menjaga keturunan) di atas. Islam 
menempatkan persoalan keturunan sebagai hal yang sangat 
krusial mengingat hilangnya keturunan akan menggiring 
pada ekses-ekses lain yang berkait-berkelindan baik secara 
sosiologis, psikologis, maupun materi, mulai dari hilangnya 
identitas keluarga atau famili dan sampai berakibat pada 
22Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa, Mesir: Maktabat al-Jundih, 
t.t., hal. 251. 
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terdistorsinya prinsip saling kenal-mengenal yang Allah Swt 
kehendaki dalam firman-Nya (surat al-Hujurat Ayat 13). 
Betapa banyak kasus-kasus sebagai ekses perzinaan 
terjadi di zaman modern ini. Aborsi, pembuangan, maupun 
pembunuhan-pembunuhan bayi, baik yang terjadi dalam 
konteks pezina muhsan atau ghayr muhsan adalah bukti-bukti 
nyata sebagai akibat dari perzinaan yang terjadi. Hal ini tidak 
saja menjadikan si calon anak sebagai korban, akan tetapi 
juga si pelaku sendiri yang pada umumnya akan mengalami 
tekanan-tekanan (stress) secara psikis (senantiasa merasa 
bersalah, berdosa, atau bahkan dikucilkan masyarakat).  
Di samping itu, hikmah  dari hifz al-nasl adalah untuk 
melindungi rumah tangga yang telah dibina dari keretakan 
dan kehancuran. Fakta berbicara bahwa di antara beberapa 
sebab yang mendorong terjadinya perceraian selain faktor 
ekonomi adalah karena terjadinya fenomena perselingkuhan 
(perzinaan). Sayangnya hal-hal serupa ini seakan-
akan menjadi hal yang lumrah terjadi di tengah kondisi 
masyarakat modern yang semakin permisif, konsumtif dan 
hedonistis dewasa ini. Meskipun kasus perzinaan diakui 
sebagai perbuatan berlumur dosa sekaligus terkutuk, 
tapi kenyataannya sampai dewasa ini, hal tersebut masih 
seringkali terjadi dan semakin menemukan momentumnya 
di masa kontemporer. Muncullah adagium naïf yang ironis: 
“Selingkuh itu indah”, “Selingkuh itu nikmat”  dan lain 
semacamnya. Ungkapan-ungkapan seperti ini tentu saja 
cenderung menyesatkan.
Yang terakhir, hikmah  dari hifz al-nasl sebagai bentuk 
larangan terhadap perbuatan zina adalah untuk menjaga 
kesehatan seseorang dari penyakit-penyakit berbahaya 
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seperti siphilis, atau bahkan HIV/AIDS. Penelitian 
membuktikan di antara beberapa faktor penyebab timbulnya 
penyakit-penyakit kelamin dan juga HIV/AIDS, adalah karena 
adanya hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Hal 
ini membuktikan bahwa solusi pernikahan yang diberikan 
Islam pada prinsipnya mengandung hikmah yang agung.
Berpijak pada penjelasan di atas, maka larangan khalwat 
di Aceh pada dasarnya bersifat positif. Adapun munculnya 
beberapa gagasan yang cenderung menyudutkan Qanun 
ini karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia 
sesungguhnya tidak rasional. Irrasionalitas pandangan 
seperti ini selain karena tidak didasarkan pada landasan 
filosofis hukum Islam, juga tidak didasarkan pada kondisi riil 
sosio-kultural masyarakat Aceh yang dikenal kental dengan 
corak Islam dan selama ini telah menempatkan perbuatan 
khalwat apalagi perzinaan sebagai hal yang terlarang.
Anggapan yang memandang bahwa ’uqubat Qanun ini 
tidak menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia juga terasa 
sulit diterima. Sebab dalam pelaksanaan ’uqubat, segala 
hal terkait dengan hak-hak asasi si pelaku khalwat sangat 
dihargai dan ditempatkan secara proporsional mulai dari 
ukuran dan bentuk alat yang dipakai untuk mengeksekusi 
sampai pada proses eksekusinya.
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BAB IV
KONTEKSTUALISASI HUKUMAN 
BAGI PELAKU ZINA DI ACEH
 
A. Problematika Implementasi Qanun No. 14 Tahun 
2003
Sejak resmi diberlakukan, Qanun No. 14 Tahun 2003 
tentang khalwat memang tidak pernah sepi dari kritik. Hal 
ini dapat dipahami, sebab implementasi syari’at Islam di Aceh 
pada dasarnya tidak dilakukan dengan orientasi mengkopi 
dan menempelkan (copy-paste) pelaksanaan syari’at Islam 
di negara-negara lain. Aceh justru ingin mencari sebuah 
model pelaksanaan syari’at Islam yang disesuaikan dengan 
kondisi masyarakat setempat. Hal ini menjadi sebuah 
tantangan besar, sebab tentu tidak mudah dilakukan serta 
membutuhkan proses yang panjang. Terkait dengan hal ini, 
Badruzzaman, salah seorang tokoh adat Aceh mengatakan,
Saya kira begini. Soalnya dalam penerapan hukum Islam 
itu kan banyak penafsiran. Hal ini bisa kita lihat di 
berbagai negara. Kalau kita ikut Timur Tengah, kan kita 
lihat demikian. Mau negara lain juga belum ada, begitu. 
Nah oleh karena itu sesuai dengan aspirasi masyarakat 
yang telah terakomodasi dalam tuntutan-tuntutan politik 
supaya diberikan hak untuk melaksanakan syari’at Islam, 
maka dengan sendirinya mau tidak mau kita masyarakat 
di Aceh kan harus memikirkan bagaimana mewujudkan 
hal tersebut. Oleh karenanya para intelektual di 
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Aceh termasuk Pak Al Yasa’  dan beberapa ulama lain 
mendiskusikan materi hukumnya. Akhirnya kemudian 
dicapai bentuk hukum demikian. Jadi, saya melihat 
begini. Pada awalnya, hampir tiga tahun tidak ada masalah 
apa-apa. Justru si terhukum sendiri menerima dengan 
segala senang hati dan dia tidak pernah menganulir atau 
mengajukan keberatan ketika hukum dijalankan. Karena 
begini, kita melihat bahwa mereka merasakan ada suatu 
kebahagiaan. Pertama, ada diberi dakwahnya bahwa 
bila hukum ini dijalankan,  dia semacam ampun dosa 
atas perbuatan yang ia lakukan. Berarti di akhirat tidak 
dihukum lagi. Ini akan memberi keyakinan kepada dia 
bahwa itu benar dan cocok dengan aspirasinya. Nah, yang 
kedua kita melihat pelaksanaan syari’at Islam dengan 
segala modelnya itu memberikan manfaat besar, pertama: 
si terhukum setelah menjalani hukuman dapat berbaur 
kembali dengan keluarganya. Ia dapat mencari nafkah 
kembali dan ia juga punya peluang untuk melanjutkan 
taubat kepada Allah Swt. Nah lalu hal yang paling penting 
adalah bahwa bila hukum cambuk ini dijalankan, maka 
negara sangat diuntungkan. Artinya, anggaran biaya 
negara sangat efisien. Karena negara tidak memerlukan 
penjara, dan itu berarti tidak memerlukan polisi pengawal 
penjara, dan karena tidak dipenjara, maka juga tidak 
memerlukan biaya makan kepada si terhukum.1
Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh Al Yasa’ Abubakar2 
1Wawancara tanggal 26/10/2008.
2Alyasa’ Abubakar lahir di Takengon pada tanggal 12 Januari 
1953, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1372 H.  Ibunya bernama 
Aminah dan Ayahnya bernama Teungku Abubakar Bangket. Selain 
pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) pada 
masa rektor IAIN Ar-Raniry dipegang oleh (alm) Prof. Dr. Safwan Id-
ris, MA (Allah yarham) dan pejabat sementara Rektor IAIN Ar-Raniry, 
salah satu posisi penting yang beliau mainkan adalah menjadi Kepala 
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dan Muslim Ibrahim,3 dua tokoh penting dalam proses 
perumusan konsep pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Al 
Yasa’  mengatakan, “Penerapan syariat Islam di Aceh tidak 
mencontoh Malaysia, Afghanistan, dan berbagai negara 
Islam lainnya. Tapi kita memiliki model sendiri dan itu 
tak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Jadi apa pun 
kekurangan dalam pelaksanaannya merupakan tahap trial 
and error untuk diperbaiki.”4
Muslim  Ibrahim mengatakan,
...Qanun yang kita buat dulu, pertama kita sudah buat 
penelitian ke Mesir, buat penelitian ke Saudi, buat 
penelitian ke Pakistan, buat penelitian ke seluruh wilayah 
di Malaysia, waktu pulang kami simpulkan, ini masih 
Dinas Syari’at Islam pertama di Aceh. Sebuah jabatan yang sangat 
menantang (bahkan “menakutkan” bagi sebagian orang), mengingat 
beban yang harus dipikul sangat berat. Di tangan beliau,  landasan-
landasan pelaksanaan dan sekaligus arah pelaksanaan syari’at Islam 
di Aceh diletakkan selama dua periode kepemimpinan. Kepeduliannya 
pada implementasi syari’at Islam di Aceh telah dituangkan dalam ber-
bagai macam tulisan baik yang berbentuk buku, makalah, artikel atau-
pun catatan-catatan kecil. Nab Bahany AS, et. al, Ensiklopedi Ulama 
Besar Aceh, Jilid 1, Banda Aceh: LKAS, 2010, hal. 173. 
3Muslim Ibrahim adalah putera Aceh alumnus Doktor di Cairo 
University bidang fiqh muqarran. Lahir di Cot Usi (Aceh Utara) pada 
tanggal 18 Oktober 1950. Suami dari Ir.Hj. Rizqiena Fajriah ini hari-
harinya bekerja sebagai guru besar Fiqh Muqaran pada Fakultas Sya-
riah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Beberapa jabatan penting di Aceh 
di tengah kesibukannya sebagai guru besar pada IAIN Ar-Raniry Ban-
da Aceh antara lain adalah sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan 
Ulama Propinsi Aceh, Ketua Dewan Pengarah Syari’ah, Bank Syari’ah 
Mandiri Banda Aceh, Kepala Biro Pengembangan Pendidikan Agama/
Dayah Aceh, Anggota Majelis Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh, serta Pengurus ICMI Korwil Propinsi Aceh. 
4“Syari’at Islam jangan Bertentangan dengan HAM,” Serambi In-
donesia, 10 Juni 2010.  
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perumusan awal dulu ya, jadi dalam rapat kita simpulkan 
tidak ada yang bisa kita pakai langsung. Jadi terpaksa 
harus kita olah lagi, dibuat lagi yang baru. Malah lebih 
banyak kita dapat mempedomani ketentuan-ketentuan 
yang ada di sini meski bukan adat itu, jadi misalnya 
Qanun Meukuta Alam dsb. Yang menarik sekali begini. 
Jadi waktu diskusi dengan hakim tinggi Mahkamah 
Syar’iyah di Madinah. Itu yang terbuka betul pikiran 
kami, terutama saya. Jadi dia katakan bahwa kriminal 
yang sama dilakukan oleh penduduk Mekah asli dan 
orang Madinah asli, tidak boleh sama hukumannya. Kan 
kaget kita. Islam kan adil? Tapi kan konsep adil memang 
tidak harus selalu sama. Jadi orang Mekah, kalau dimaki 
tersenyum. Orang Madinah, kalau disindir, menangis. 
Jadi di situlah terbuka pemikiran kita. Setelah berbicara 
dengan berbagai pihak, akhirnya kami simpulkan kalau 
begitu kita atur lagilah. Jadi tidak ada model yang bisa 
dipakai langsung. Kalaupun kita over, kita tetap harus 
rancang dari awal terutamanya jadi bahan pertimbangan, 
bahan rujukan dsb.5
Tanggapan terhadap konsep dan implementasi Qanun 
Nomor 14 Tahun 2003 ini memang beragam. Bagi kalangan 
yang concern dengan penguatan isu-isu gender, qanun ini 
dianggap bias gender karena dalam pelaksanaannya dianggap 
banyak merugikan perempuan.6 Sementara bagi kalangan 
5Wawancara tanggal 27/06/2012. 
6Komnas Perempuan misalnya terkait dengan penilaian Human 
Right Watch mengenai  pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 2003 di 
Aceh memberikan tanggapan: “... Aturan tersebut mencabut hak asasi 
warga negara atas kepastian hukum (Pasal 28D(1)) akibat formulasi 
aturan yang multi tafsir dan didasarkan pada praduga. Aturan tersebut 
dapat diinterpretasikan menurut kepentingan, secara subyektif, penegak 
hukum. Keadaan ini pada gilirannya melahirkan proses kriminalisasi 
warga Negara. Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hukum itu 
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praktisi hukum, ada yang berpendapat bahwa qanun ini 
masih memiliki banyak sekali kekurangan di antaranya 
adalah terkait dengan definisi khalwat itu sendiri. Lebih 
dari itu, minimnya sosialisasi dari pihak Dinas Syari’at Islam 
dikarenakan minimnya alokasi anggaran yang mereka miliki, 
menyebabkan masyarakat banyak yang tidak memahami 
dengan baik isi qanun ini.
Menanggapi kritik sebagian kalangan terhadap Qanun 
Nomor 14 Tahun 2003 ini, Badruzzaman mengatakan bahwa 
ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghembuskan 
isu-isu negatif pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, agar 
pelaksanaan syari’at Islam di Aceh tidak berjalan dengan baik.
Pada mulanya, karena saya terlibat langsung di awal 
penyusunan Qanun No. 14 Tahun 2003 ini, kita pada 
awalnya mengambil satu sumber nilai normative al-
secara otomatis juga kehilangan haknya atas perlindungan hukum yang 
adil (Pasal 28 D(1)) dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 
27(1)) akibat moralitas mereka dipertanyakan. Tekanan-tekanan psikolo-
gis selama persidangan, hilangnya hak atas bantuan hukum, dan proses 
banding dan kasasi yang tidak berkeadilan adalah sejumlah contohnya. 
Bagi perempuan korban, tuduhan sebagai orang yang tidak bermoral, 
lebih dari sekedar melawan hukum, menjadikan paria (manusia tak ber-
harga, kelas rendah) di dalam masyarakat. Ia menghadapi stigmatisasi, 
pengucilan, pengusiran bahkan pemiskinan”. Lihat “Tanggapan Komnas 
Perempuan Atas Laporan Human Rights Watch: Menegakkan Morali-
tas: Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Syariah di Aceh, Indonesia” 
dalam http://www.komnasperempuan.or.id/2010/12/tanggapan-
komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/ diakses tang-
gal 6 December 2010. Kritikan lain yang dijadikan sorotan terhadap 
pemberlakuan syari’at Islam di Aceh adalah ketika mengakomodir 
hukuman cambuk sebagai sanksi. Cambuk menurut Direktur Asia 
Pasifik Amnesti Internasional adalah melanggar HAM. Lihat, http://
republika.co.id:8080/koran/0/135609/Hukum_Cambuk_tak_Lang-
gar_HAM diakses 24/05/2011. 
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Qur’an kan Tuhan memerintahkan basyira wa nadhira. 
Jadi waktu itu kita coba ambil  kalimat basyir terlebih 
dahulu. Jadi yang diawali dengan dakwah, artinya tetap 
melakukan itu. Dan juga mempertimbangkan kondisi 
Indonesia yang memang bukan negara Islam. Nah, jadi 
oleh karena itu kita mengambil suatu kebijaksanaan, atau 
kita anggap sajalah ijtihad baru, tentang persoalan materi 
hukum itu. Jadi mungkin orang banyak membicarakan 
ketika habis Tsunami, di saat banyak orang asing masuk 
kemari. Mereka sebenarnya secara apriori sebelum 
meneliti suka memberikan komentar-komentar yang 
dirasakan disengaja untuk dihembus supaya norma-
norma keislaman tidak berjalan. Sedangkan kita sendiri 
bertahan bahwa materi itu sudah sesuai.7
Meski demikian, di awal-awal pemberlakuannya (2005-
2006), qanun ini cukup mendapat sambutan yang hangat 
dari kalangan masyarakat Aceh. Hal ini antara lain terlihat 
dari antusiasme masyarakat Aceh untuk menghadiri 
eksekusi cambuk bagi para pelanggarnya yang dilakukan 
di berbagai masjid di Aceh. Akan tetapi pada tahun-tahun 
berikutnya, antusiasme masyarakat Aceh sepertinya 
semakin mengendur.  Hal ini sangat bisa jadi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor di antaranya: pertama, mencuatnya 
kasus khalwat yang dilakukan oleh oknum WH Dinas Syariat 
Islam Provinsi Aceh, Raihanuddin Lubis (33), dengan teman 
wanitanya, Mahdalena (16), di Desa Ie Masen, Kecamatan 
Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis 19/4/2007, sehingga 
mereka enggan melaksanakan patroli seperti biasanya. 
Ketua Bidang Penegakan Qanun dan Operasi WH Dinas 
7Wawancara tanggal 26/10/2008. 
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Syariat Islam Provinsi Aceh, Syafruddin mengatakan bahwa 
perbuatan yang dilakukan salah satu personilnya sangat 
mempengaruhi kinerja petugas WH lainnya.8 Kasus yang 
mencoreng kredibilitas Wilayatul Hisbah ini sayangnya 
kemudian terulang oleh kasus-kasus lain. Pada bulan Maret 
2008, salah seorang oknum Wilayatul Hisbah Kota Langsa 
melarikan diri dari kejaran massa karena telah berkhalwat 
dengan seorang janda.9 Berikutnya, kasus yang tidak kalah 
menghebohkan adalah kasus pemerkosaan yang  dilakukan 
oleh oknum WH Kota Langsa.10 Kasus-kasus  ini mendapat 
8http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS diakses tanggal 
21/04/2007. 
9Anggota WH Langsa yang berinisial AB mendatangi rumah 
seorang janda, Minggu (3/3/08) sekira pukul 23.00 WIB, yang telah 
ditinggal mati suaminya, di belakang ruko warga sekitar 100 meter 
dari jalan negara di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak, 
Aceh Timur. Ternyata, kedatangan sang oknum anggota WH sudah 
mendapat pengawasan dari sejumlah warga yang terus mengamati 
dari kejauhan pada malam hari itu. Tepatnya sekitar pukul 23.00 
WIB, warga terus merapat ke rumah sang janda untuk mengamati 
dalam jarak dekat tingkah polah kedua insan yang belum ijab kabul 
itu. Tenyata kedatangan warga ke rumah tersebut diketahui oleh ok-
num anggota WH. Lalu, melihat massa datang oknum anggota WH 
melarikan diri melalui pintu belakang dengan menerobos kegelapan 
malam. Warga melaporkan, melihat pelaku melarikan dengan kain 
sarung sambil menutup wajahnya. Melihatnya target berhasil me-
larikan diri, warga terus mencari di semak semak hingga pukul 02.00 
WIB dini hari. Merasa kesal, warga yang sudah mengetahui identitas 
oknum WH yang juga warga desa sekitar, mendatangi sebuah dayah 
di kawasan tersebut, untuk mengambil baju dinas oknum anggota 
WH. Kemudian, baju dinas lengkap tersebut dipajang di pinggir jalan 
Medan Banda Aceh. Serambi Indonesia, 09/03/2008. Lihat juga, “Ter-
tangkap Mesum, Oknum WH Terancam Pecat,” Waspada, 10/03/2008; 
“Dugaan Khalwat Anggota WH Diselesaikan Secara Adat,” Serambi In-
donesia, 28/03/2008.
10Kasus pemerkosaan ini bermula pada Kamis, 15/01/2010. 
Saat itu gadis berinisial N tersebut tertangkap khalwat dengan te-
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sorotan tajam dari masyarakat Aceh. Apalagi beritanya 
menjadi headline beberapa media massa lokal maupun 
nasional. Efeknya, masyarakat menjadi kurang percaya dan 
tidak simpatik dengan personil Wilayatul Hisbah. 
Kedua, kebanyakan yang dieksekusi dari pelanggar 
Qanun No. 14 Tahun 2003 ini adalah orang-orang yang 
secara ekonomi tergolong menengah ke bawah dan bukan 
merupakan pejabat. Sementara beberapa kasus khalwat 
yang dilakukan oleh para pejabat, kebanyakan tidak sampai 
pada tahap eksekusi. Hal ini antara lain dikarenakan para 
pelaku menempuh  jalur hukum pasca putusan di Mahkamah 
Syar’iyah kabupaten (banding dan kasasi), padahal 
masyarakat menginginkan agar si terpidana dieksekusi 
segera. Selain itu, justru ada beberapa kasus khalwat pejabat 
man prianya di Jalan Lingkar PTPN I, Langsa, oleh Aparat Wilayatul 
Hisbah Langsa. N dan teman prianya pun dibawa ke Markas Aparat 
Wilayatul Hisbah. Sebelum hari beranjak malam, N hampir dilepas, 
tapi tidak jadi karena yang menjemput bukan orang tuanya. Akh-
irnya gadis itu tetap berada di tahanan yang terpisah dengan te-
man prianya. Pemerkosaan terjadi sekitar pukul 01.00 WIB, Jumat 
16/01/2010. Pelakunya adalah tiga aparat Wilayatul Hisbah, yang 
dua di antaranya sedang berjaga malam itu. Kasus memalukan ini 
mulai terkuak setelah aparat Wilayatul Hisbah yang bertugas pada 
Jumat sekitar pukul 11.00 WIB mendapati gadis itu terus-menerus 
menangis di tahanan. Petugas setempat pun kemudian mengorek ket-
erangan N. Rupanya dia telah diperkosa. Saat itu juga ketiga aparat 
Wilayatul Hisbah tersebut dipanggil ke kantor. Dua di antaranya, 
yaitu Nazir dan Agus, datang dan mengakui perbuatannya. Nazir dan 
Agus lantas dilaporkan ke kantor polisi. Dedy bersikap lain. Ia tak 
memenuhi panggilan dari kantornya. Bahkan, saat polisi datang ke 
rumahnya di Gampong Asampetek, Langsa Lama, Jumat itu, dia juga 
tak ada. Akhirnya Dedy menjadi buronan polisi. “Aparat Wilayatul 
Hisbah yang Memperkosa Kabur,”Tempo Interaktif, 19/01/2010, 
http://www.tempo.co/read/news/2010/01/19/063219947/Polisi-
Syariah-yang-Memperkosa-Kabur diakses tanggal 01/06/2012. 
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yang  berakhir damai atau malah tidak ada penyelesaian.11 
Dalam pelaksanaan di lapangan pada masa-masa awal 
pemberlakuan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/
mesum di Aceh, para anggota Wilayatul Hisbah mengalami 
kebingungan dengan definisi khalwat itu sendiri, sehingga 
mereka “berijtihad” dengan membuat kategorisasi sendiri. 
Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Misbah, Komandan 
Wilayatul Hisbah Tahun 2003-2006,
Sejauh ini kriteria khalwat memang belum ada 
batasan yang jelas, katakanlah yang sampai pada 
tahap penindakan. Sehingga kami mencoba membuat 
kategorisasi sendiri mengenai tingkatan khalwat. Ada 
11Di antara kasus mesum pejabat yang mendapat sorotan adalah 
kasus khalwat hakim Pengadilan Negeri Sabang, Puji Wijayanto den-
gan teman wanitanya, Rina, di sebuah hotel di Sabang pada tengah 
malam awal April 2007. Setelah kejadian tersebut, Mahkamah Agung 
(MA) mencopot Puji Wijayanto dari jabatan Ketua PN sabang seb-
agai hukuman administrasi, karena yang bersangkutan dinilai telah 
melakukan pelanggaran asusila dan juga melanggar Syariat Islam 
yang berlaku di Aceh. Namun keduanya tidak diproses secara hukum 
di Aceh karena sudah tidak berada lagi di Aceh. Berikutnya kasus me-
sum Ir. H.T. Zainal Abidin Bin TM. Ali (divonis lima kali cambuk), dan 
Cut Meurah Raziah BTH (tiga kali cambuk). H.T. Zainal Abidin Bin 
T.M. Ali merupakan mantan anggota DPR Kota Lhokseumawe dari 
Partai Bulan Bintang (PBB) yang akhirnya gagal dieksekusi karena si 
terpidana tidak hadir saat eksekusi. Kasus serupa juga terjadi di Kuala 
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Seorang anggota DPRD dari Par-
tai Amanat Nasional yang berinisial Is, tidak jadi dicambuk setelah 
terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA memutuskan 
menolak kasasi yang bersangkutan sehingga eksekusi cambuk sembi-
lan kali harus tetap dilaksanakan. Is dihukum cambuk sembilan kali 
setelah terbukti berbuat mesum dengan seorang perempuan pada ta-
hun 2006. Sayangnya, si terpidana ini  melarikan diri sehingga sam-
pai tahun 2012 eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Lihat Harian Aceh, 
09/06/2007, 14/12/2007, 15/12/2007, dan 14/01/2008. 
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yang masuk pada kategori ringan, sedang dan berat. yang 
ringan biasanya itu laki-laki dan perempuan yang bukan 
muhrim di suatu tempat yang patut dicurigai walaupun 
pada saat itu tidak melakukan apa-apa, duduk berjauhan, 
tapi berkemungkinan akan terjadi hal-hal lain kalau 
hal tersebut dibiarkan. Sehingga biasanya perbuatan 
seperti itu ditegur, diperingatkan, kemudian disarankan 
untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah, kategori 
kedua, ini laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 
berada di suatu tempat yang sunyi yang katakanlah 
remang-remang begitu. Meski pada saat itu mungkin 
tidak melakukan apa-apa, akan tetapi indikasinya sudah 
mengarah ke perilaku zina jika dibiarkan. Itu biasanya 
kita lakukan penindakan. Aturan seperti ini memang 
tidak ada di dalam qanun. Itu asumsi kita saja. Karena 
kalau semuanya dilakukan penindakan, maka kantor kita 
tidak akan mampu menampung para pelanggar tersebut. 
Biasanya kita memberikan teguran, dan kalau sudah 
masuk dalam kategori agak sedikit berat, maka kita akan 
membawa mereka ke kantor untuk menandatangani surat 
pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan khalwat 
tersebut. Atau diberikan arahan, kemudian ada wali yang 
menjemput. Ada pula yang diantarkan ke orang tuanya 
untuk melindungi perempuan itu sendiri. Berikutnya, 
yang masuk kategori berat adalah yang sudah masuk kasus 
zina, atau minimal ditemukan sudah buka-bukaan artinya 
ini kan sudah masuk pada wilayah “black”lah gitu. Itu 
biasanya, setelah ditangkap, kemudian diserahkan kepada 
pihak yang berwajib yaitu polisi. Karena biasanya saat kami 
bertugas, itu memang belum ada Undang-Undang  yang 
menyatakan bahwa WH berhak melakukan penyidikan, 
penahanan. Penangkapan itu sendiri sebenarnya bukan 
merupakan bagian dari fungsi WH, akan tetapi karena 
ada Pasal lain yang mengatakan bahwa barangsiapa yang 
tertangkap basah melakukan sebuah tindak kriminal, 
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maka siapa pun berhak untuk melakukan penangkapan, 
dalam artian mengamankan dan menyerahkan kepada 
pihak yang berwenang dalam hal ini polisi. Jadi seperti 
itu proses yang ada.12 
Dari ungkapan di atas tergambar bahwa Qanun tentang 
Khalwat tidak hanya menimbulkan kebingungan karena 
definisinya, akan tetapi juga terkait dengan pelaksanaannya 
di lapangan, sehingga mendorong para personil Wilayatul 
Hisbah di lapangan melakukan ijtihad untuk membuat 
kategorisasi sendiri mulai dari khalwat ringan, sedang dan 
berat. Untuk jenis khalwat yang masuk dalam kategori 
ringan kebanyakan diberikan teguran, sementara yang agak 
berat diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak 
mengulangi perbuatannya. Adapun yang masuk pada kategori 
berat karena sudah masuk wilayah zina, biasanya diserahkan 
kepada kepolisian. Oleh sebab itu, keinginan dilakukan revisi 
terhadap Qanun ini di kalangan para penegak Syari’at Islam 
di Aceh dapat dimaklumi. Hal ini diungkapkan oleh Tgk. 
Syafruddin, Komandan Lapangan Wilayatul Hisbah Provinsi 
Aceh:
Kami sangat-sangat menantikan adanya revisi qanun 
ini. Sehingga wajar semenjak kita gabung di provinsi ini 
ujung-ujungnya selalu pembinaan, musyawarah dengan 
pihak keluarga. Tidak pernah kita coba limpahkan 
ke pihak kejaksaan. Malas. Karena pelaku hanya bisa 
ditahan selama dua puluh empat jam. Capek kita menjaga 
dia. Hal ini salah satunya dikarenakan hukum acaranya 
belum terbentuk. Kalau berdasarkan revisi qanun itu, 
12Wawancara pada tanggal  4 Juli 2007.
~ 114 ~ ~ 115 ~
berdasarkan draft yang saya baca, ketentuan mengenai 
hal ini lebih jelas. Di situ terdapat ketentuan adanya masa 
penahanan dalam penyidikan, ada masa penahanan dalam 
penuntutan, ada masa penahanan waktu di pengadilan, 
dan ada masa penahanan waktu eksekusi. Jadi pelaku 
tidak bisa berbuat banyak. Jadi harapan masyarakatpun 
insya Allah juga akan tercapai. Kalau sekarang ini kita 
periksa orang, sudah habis waktu kita harus lepaskan. 
Sedangkan tahapannya sendiri banyak, mulai dari 
penyidik, kejaksaan, pengadilan, sampai dengan eksekusi. 
Mana cukup dengan dua puluh empat jam?13
 
Dari informasi yang penulis kumpulkan di lapangan, 
kebanyakan informan mengatakan bahwa implementasi 
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum 
sejauh ini masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini antara 
lain terlihat dari  masih banyaknya masyarakat Aceh yang 
melakukan khalwat.  “Gugatan” sebagian kalangan masyarakat 
terkait pelaksanaan Qanun tentang khalwat karena hanya 
dianggap mampu menjerat orang yang “bersunyi-sunyi”, 
sementara orang yang melakukan khalwat di tempat terbuka 
justru semakin marak.14 Hal ini juga terlihat dari semakin 
banyaknya kasus-kasus khalwat yang penyelesaiannya 
melalui kebijakan aparat desa di mana kasus-kasus khalwat 
tersebut ditemukan, bukan melalui jalur hukum. Di satu 
sisi, penyelesaian kasus-kasus khalwat di tingkat desa 
13Wawancara pada tanggal  4 Juli 2007. 
14Terhitung Januari-Mei 2007 kasus khalwat mendominasi 
pelanggaran syari’at di Banda Aceh dibandingkan dengan kasus 
khamar, maisir, dan kasus-kasus lainnya. Namun dari sejumlah ka-
sus khalwat itu, baru satu yang telah diputuskan oleh Mahkamah 
Syar’iyyah dan telah dieksekusi dengan hukuman cambuk. Lihat Ser-
ambi Indonesia, 12/06/2007.
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atau gampong secara adat sebagai bagian dari Alternative 
Dispute Resolution  (ADR) bersifat positif mengingat sering 
berlarutnya proses hukum di peradilan. Namun di sisi 
lain, ketika alasan penyelesaian tersebut didasarkan pada 
ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak syari’at Islam 
di Aceh seperti Satpol PP/WH,15 tentu hal ini menimbulkan 
masalah.
Keprihatinan lain yang muncul di kalangan masyarakat 
masih terkait dengan  pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 
2003 tentang khalwat, adalah munculnya kesan tebang pilih 
sehingga selalu memposisikan rakyat kecil sebagai pesakitan. 
Mengenai hal ini Zulkifli  menyatakan, 
Menurut pengamatan kami, pertama bahwa setiap ada 
pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh oknum 
masyarakat, itu tidak ada penyelesaiannya, sehingga 
setiap kejadian itu tidak  ada yang tuntas, malahan menjadi 
pembicaraan  di masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan 
di masyarakat masih pilih kasih antara masyarakat kelas 
bawah ada hukumannya, sementara untuk kalangan atas 
tidak ada hukumannya, dan itu menjadi kendala dalam 
pelaksanaan syari’at Islam.16
Hal senada juga diungkapkan oleh Iqbal,
15Terkikisnya kepercayaan terhadap institusi Satpol PP/WH ini 
antara lain juga terlihat dari adanya razia-razia yang digelar oleh 
kelompok-kelompok tertentu di luar Satpol PP/WH seperti yang di-
lakukan oleh santri Pesantren Darul Mujahiddin Desa Blang Weu 
Panjo, Kecamatan Blang Mangat Aceh, Lhokseumawe pada Minggu, 
21/6/2009, yang akhirnya justru menimbulkan aksi anarkis karena 
mendapatkan perlawanan dari warga. Lihat “Razia Syari’at Islam ke-
wenangan Aparat,” Serambi Indonesia, 23/06/2009.  
16Wawancara tanggal 09 November 2010. 
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Pelaksanaan syari’at Islam, kami selaku masyarakat dan 
pendidik menyambut baik pelaksanaan tersebut. Namun 
kami melihat masih adanya ketidak singkronan antara 
kalangan atas dan bawah dalam pelaksanaan tersebut, 
bila mana saya mengharapkan bahwa pelaksanaan syariat 
diadakan dengan benar sesuai dengan ajaran Rasul, tapi 
saya melihat adanya perbedaan. Kalau masyarakat kecil 
yang melanggar itu hukumannya  nampak dilakukan, 
namun  kalau pejabat yang melakukan, masih kurang 
tersentuh hukum. Saya ketika lewat di IAIN sendiri pada 
malam hari, di jalan yang agak sepi ada mobil yang berplat 
merah tutup kaca dan ada orang di dalam, itu ngapain? 
Tapi tidak ada pemantauan. Yang jelas saya melihat 
keadilan itu harus ditegakkan, dan tidak boleh ada 
perbedaan kelas. Orang sering mengatakan di warung-
warung; kalau masyarakat bawah itu dihukum habis, tapi 
kalau yang kenak orang atas tidaklah tersentuh.  Artinya 
bahwa pelaksanaan syari’at di Aceh belum sebagaimana 
yang diharapkan.17
Selain itu masyarakat juga merasa prihatin dengan 
semakin lemahnya peran pengawasan para aparat penegak 
syari’at serta keluarga dan masyarakat di Aceh sehingga 
dewasa ini kasus-kasus khalwat justru semakin marak 
dilakukan dengan terang-terangan ketika berada di tempat 
publik seperti di pantai, di cafe, atau bahkan saat  mengendarai 
kendaraan bermotor. Ironisnya, hal demikian justru banyak 
dilakukan oleh generasi muda di Aceh. Terkait hal ini, M. 
Iqbal mengungkapkan, 
Saya benar-benar mengatakan na’uzubillahiminzalik. Jadi 
kalau bisa WH itu harus berfungsi. Kita sering melihat 
17Wawancara tanggal 11 November 2010. 
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anak-anak SMA pulang sekolah ganti baju duduk-duduk 
dengan anak lelaki yang bukan muhrimnya, peluk-pelukan 
di atas honda seakan-akan sudah menjadi suami istri, itu 
tangkap saja,  minta  surat nikahnya. Kalau benar-benar 
melaksanakan syari’at Islam, jangan hanya di remang-
remang, pada tempat terbukapun harus lebih menjadi 
perhatian.  Karena itu saya merasa sedih sekali melihat 
muda mudi sekarang, mudah-mudahan tidak termasuk 
anak kita. Artinya bahwa pergaulan muda mudi sekarang 
sangat jauh dengan pelaksanaan syari’at Islam, mulai dari 
pakaian sampai kepada pergaulan.18
Senada dengan pendapat Iqbal di atas, Hamdan 
menyatakan:
...kalau kita lihat secara kasat mata bahwa anak muda 
mudi kita ini kurang mendapatkan pengontrolan orang 
tua. Orang tua kita sekarang, mungkin merasa bangga 
apabila anaknya dibawa  oleh orang.  Baru sadar dan 
bersedih kalau anaknya tidak ada lagi keperawanannya. 
Kita melihat sekarang melalui media atau melalui HP. Baru 
kenal satu hari mereka langsung membuat sesuatu yang 
di luar batas .. pergaulan antara laki-laki dan perempuan 
tidak lagi sesuai dengan syari’at, coba kita lihat  sekarang 
banyak muda mudi yang tidak malu lagi berpelukan di 
atas kereta (sepeda motor), itu kan melanggar syari’at, 
tapi kan tidak ada orang yang berani melarangnya, 
apakah kita hanya menyalahkan WH dan mengkambing 
hitamkan WH? 19
Menambahkan pendapat Iqbal dan Hamdan di atas, 
18Wawancara tanggal 11 November 2010. 
19Wawancara tanggal 10 November 2010. 
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kegelisahan terhadap perilaku generasi muda di Aceh 
kontemporer juga diungkapkan oleh Zamakhsyari dan Ihsan. 
Zamakhsyari menilai,
...secara umum kita dapat melihat di jalan-jalan bahkan 
di kampus terutama yang memang banyak dihuni oleh 
para remaja dan pemuda. Mereka banyak yang belum 
mengenal sekat-sekat, artinya mereka tidak ingat bahwa 
mereka adalah seorang generasi Islam yang harus menjaga 
itu, terutama dalam berhubungan antara muda dan mudi, 
misalnya di jalan kita lihat saat berboncengan berdua 
antara laki-laki dan perempuan lebih mesra dari suami 
istri, di kantin  juga sama, termasuk juga di sekolah dan 
kampus-kampus pada saat proses pembelajaran, sebagai 
contoh kadang-kadang ketika mahasiswa masuk langsung 
duduk berdekatan dengan mahasiswi, padahal masih ada 
tempat lain yang masih kosong, jadi saya melihat bahwa 
pergaulan muda mudi di Aceh walaupun tidak separah 
di daerah lain, kalau kita meruju’ kepada syari’at Islam, 
maka masih sangat jauh dari yang diharapkan.20
Sementara itu Ihsan mengatakan,
Pergaulan muda mudi sekarang sudah sangat parah sekali, 
dengan kondisi lalu lintas kita, saya melihat ini mungkin 
disebabkan oleh tidak adanya razia tentang pakaian, 
sehingga mereka bebas dalam berkendaraan duduk 
seperti anak laki-laki, malah ada yang tidak pakai jilbab, 
hal ini perlu ditindak lanjuti supaya itu bisa ditegakkan 
kembali.  Artinya bahwa pergaulan udah semakin tidak 
terkendali.21
20Wawancara tanggal 10 November 2010. 
21Wawancara tanggal 10 November 2010. 
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Kesan yang sama terkait dengan pergaulan muda-mudi di 
Aceh kontemporer juga diungkapkan oleh beberapa pemuda 
Aceh yang informasinya digali melalui Focus Group Discussion 
yaitu Pansurna, Fansuri, Mukarramah, Maya Mailiza dan 
Herman.
Pansurna berpendapat:
Berdasarkan pengamatan saya baik di lingkungan saya di 
kampung ataupun di Banda Aceh, saya melihat kondisi 
pergaulan muda-mudi semakin memburuk. Kalau dulu 
saya melihat masih ada sopan santun dalam pergaulan. 
Tapi sekarang ini saya melihat justru sebaliknya. Banyak 
di antara  cewek dan cowok yang semakin berani bergaul 
secara bebas. Jadi justru syari’at Islam yang ada tidak 
memberikan pengaruh bagi mereka.22
Fansuri mengatakan:
Kalau menurut saya, pada dasarnya syari’at Islam di Aceh, 
ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Namun, 
secara garis besar saya melihat bahwa syari’at Islam yang 
dilaksanakan belum berdampak besar, khususnya terkait 
dengan pergaulan muda-mudi di Aceh. Hal ini bisa kita 
lihat dari berita-berita yang diekspose di koran misalnya. 
Banyak generasi muda yang justru tidak mempedulikan 
syari’at Islam. Contoh ada berita beberapa waktu lalu di 
Pro Haba yang memberitakan bahwa pantai di Sigli sudah 
dijadikan tempat bermesra-mesraan kaum generasi muda. 
Jadi bisa saya katakan bahwa penerapan syari’at Islam di 
Aceh belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi 
pergaulan generasi muda.23
22Focus Group Discussion, 27 Mei 2011.  
23Focus Group Discussion, 27 Mei 2011.
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Mukarramah mengemukakan:
Menurut saya, selama syari’t Islam dilaksanakan di 
Aceh, memang ada sisi positif dan negatif. Saya melihat 
memang pergaulan muda-mudi di Aceh sekarang ini 
semakin parah, meski sudah diberlakukan syari’at Islam. 
Biasanya antara cowok dan cewek kalau di Aceh itu  ada 
rasa malunya. Tapi kalau sekarang rasa malu itu sepertinya 
sudah berkurang.24
Maya Mailiza menyampaikan:
Menurut saya, pergaulan muda-mudi di Aceh tergolong 
parah. Kita dapat melihat misalnya banyak di antara 
mereka yang bermesraan di atas kendaraan, berkhalwat 
di tempat-tempat sepi seperti pantai dan  lain sebagainya. 
Karena itu saya sebenarnya cenderung setuju jika ada 
perzinaan di Aceh dihukum dengan cambuk atau rajam. 
Tapi yang perlu diingat, karena Aceh berada dalam 
wilayah Indonesia, maka tentu tidak boleh ada dualisme 
hukum. Tentu dengan demikian perlu dipikirkan agar 
tidak berbenturan.25
Herman mengemukakan, “Berdasarkan pengamatan 
saya, pergaulan muda-mudi di Aceh sudah sangat parah. 
Saya sendiri mengalami hal demikian. Untuk itu sebenarnya 
perlu ditanamkan kesadaran di kalangan masyarakat Aceh 
mengenai syari’at Islam itu sendiri. Dengan demikian mereka 
tidak akan melakukan pelanggaran.”26
Dari argumen-argumen di atas terlihat bahwa berdasarkan 
24 Focus Group Discussion, 27 Mei 2011.
25Focus Group Discussion, 28 Mei 2011. 
26Focus Group Discussion, 28 Mei 2011. 
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kondisi faktual dewasa ini, pergaulan generasi muda  di 
Aceh terlihat memprihatinkan. Perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang pesat serta semakin 
berkembangnya perekonomian masyarakat Aceh sebagai 
hasil rekonstruksi dan rehabilitasi  pasca tsunami dan konflik 
yang pada dasarnya bersifat positif di satu sisi, di sisi lain juga 
telah memberikan ekses negatif terhadap  pergaulan generasi 
muda Aceh kontemporer dan juga melunturnya nilai-nilai 
kearifan lokal. Hal ini antara lain didukung oleh semakin 
melemahnya kontrol sosial (social control) dari kalangan 
masyarakat Aceh sendiri dan berkurangnya rasa malu untuk 
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam. 
Mengenai hal ini Ibrahim mengatakan,
Menurut saya bahwa pergaulan muda–mudi mungkin 
lebih parah, karena mungkin didukung oleh sarana-sarana 
yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti di pantai, 
atau tempat-tempat yang dibuat oleh pemerintah seperti 
di Simpang Surabaya di pinggir kali Aceh. Sebenarnya kan 
harus ada orang yang mengontrol. Pemerintah memang 
membuat tempat-tempat rekreasi untuk mengundang 
parawisata yang Islami, namun karena tidak ada 
pengontrol, maka membuka peluang dan kesempatan 
untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, terutama 
oleh para muda-mudi. Jadi memang niat pemerintah baik 
untuk menarik parawisata yang islami, tapi para muda-
mudi ini menggunakan kesempatan untuk melakukan 
kemaksiatan. Demikian juga di jalan-jalan, kami pernah 
melihat langsung ketika kami pulang dari Jantho, di 
daerah Lambaro, di atas kereta  sambil jalan minum satu 
botol dua pipet, na’uzubillah.27
27Wawancara tanggal 13 November 2010. 
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Dalam operasi penangkapan yang digelar oleh Wilayatul 
Hisbah, banyak yang tertangkap karena dugaan khalwat 
ternyata sudah masuk dalam perzinaan. Hal ini sebagaimana 
dituturkan oleh Marzuki, salah seorang penyidik pada 
Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.
Ya. Tidak sedikit memang kami menemui orang yang 
sudah melakukan zina. Ada yang malah ketika kita 
masuk, kita gerebek, masih ada mani-mani di atas kasur, 
seperti contoh kasus di Tanjung Selamat. Kainnya waktu 
kita periksa yang punya lakinya, malah rupanya baru 
keluar air maninya. Kalau sudah mendapatkan bukti-
bukti yang jelas seperti itu, mereka sudah mengakui. Tapi 
ada juga yang tidak mau mengakui. Mereka kunci pintu 
di dalam. Dan ketika ketahuan digerebek, baju mereka 
steady kembali dsb. Ada yang mengatakan bahwa mereka 
cuma nonton-nonton saja. Tapi dalam pemeriksaan kami, 
biasanya terungkap bahwa mereka telah melakukan 
perzinaan.28
Ungkapan Marzuki ini juga senada dengan apa yang 
dipaparkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang.
Pengalaman saya waktu di Sigli, saya pernah menangani 
kasus khalwat. Nah yang terbukti di persidangan adalah 
kasus zina. Dia mengaku terang-terangan. Ceritanya 
memang panjang. Jadi singkatnya dijemput si perempuan 
ini di Kota Bakti. Kemudian perempuan itu dibawa ke 
Saree untuk bermalam sampai terjadilah hubungan badan 
kemudian ditangkap sama masyarakat. Yang perempuan 
ini dikasih pakaian sama masyarakat dan kedua-duanya 
dibawa ke meunasah. Tapi karena hukum kita yang menjadi 
28Wawancara tanggal  31 Mei 2009.
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kewenangan Mahkamah Syar’iyah  adalah khalwat ya kita 
jerat dengan itu. Cuman kita hukum maksimal dia.29
Penjelasan informan-informan di atas tentu bukan 
hal yang mengada-ada. Berdasarkan penelusuran penulis 
terhadap pengungkapan kasus-kasus khalwat di Aceh yang 
dimuat di media cetak maupun elektronik, sebenarnya 
banyak yang sudah masuk ke ranah perzinaan. Selain 
ada yang tertangkap tangan sedang melakukannya, ada 
pula yang dengan terang-terangan mengakui perzinaan 
tersebut,30 yang ironis bahkan ada yang aksi zinanya direkam 
29Wawancara tanggal  14 Maret 2012.
30Kasus-kasus zina yang diakui oleh pelakunya antara lain adalah: 
Di antara  beberapa kasus zina yang tertangkap tangan baik oleh ma-
syarakat maupun Wilayatul Hisbah antara lain adalah: 1) Tanggal 24 
Juli 06, Guesseppe Baluschii (30), warga Italia yang bekerja di salah 
satu lembaga internasional, ditangkap oleh aparat Wilayatul Hisbah 
Islam wilayah Bireuen di Gampong Pulo Kiton. Guesseppe kedapatan 
tengah berhubungan intim dengan Mar (27), perempuan dari Pidie. 
Sang perempuan dijerat dengan qanun No. 14 Tahun 2003, sementara 
Guesseppe yang non-muslim tidak. Penggerebekan ini berdasarkan 
SMS dari warga. Di hadapan petugas, keduanya mengakui tuduhan 
itu, bahkan dengan lugas menceritakan bahwa hubungan in-
tim tanpa ikatan perkawinan tersebut telah beberapa kali 
mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Saat digerebekpun, 
petugas sempat melihat keduanya sedang berasyik masyuk di kamar, 
sampai kemudian petugas menangkap keduanya. Lihat: Kompas, 
14/8/2006, Serambi Indonesia, 30/07/06; 2)  Seorang Oknum angota 
Polri yang bertugas di Mapolsek Blangpidie, Dar (25) ditangkap 
karena diduga berbuat mesum dalam mobil dengan seorang wanita 
yang bukan istrinya berinisial Es (27). Mereka ditangkap masyarakat 
Desa Pulau Kayu, Kecamatan  Susoh sekitar pkl. 09.30 WIB ketika se-
dang bermesraan di dalam mobil yang diparkir sekitar 10 meter dari 
landasan Bandara Kuala Batu atau 6 km sebelah barat Kota Blangpi-
die. Berdasarkan pemeriksaan, ES mengaku telah melakukan hu-
bungan intim dengan pasangannya. Lihat Serambi Indonesia, 
16/04/2007; 3) Seorang Janda FTM (45)  dan seorang perjaka US (24) 
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ditangkap warga Desa Seunebok Pasi, Kecamatan  Johan Pahlawan 
Meulaboh. Aceh Barat. Mereka kemudian diserahkan ke WH Kabupa-
ten Aceh Barat dan diteruskan ke kepolisian. Dalam pemeriksaan WH, 
mereka mengaku telah berhubungan intim sebanyak dua kali. 
Lihat Serambi Indonesia, 23/04/2007; 4) Warga Lamtheun, Kecamatan 
Darul Imarah Aceh Besar, pada hari Senin, 17/7/07, pkl 23.30 menan-
gkap sepasang remaja yang berkahlwat di sebuah gubuk tempat pem-
buatan batu-bata di desa setempat. Masing-masing mereka adalah: 
Rin (24) dan pasangan wanitanya Nur (18). Dalam pemeriksaan, 
mereka berdua mengaku telah melakukan hubungan badan 
berkali-kali. Lihat Serambi Indonesia, 22/07/2007; 5) Msh warga Ke-
camatan  Jeumpa, Bireuen, pada hari Selasa 31/7/2007 sktar pkl 
23.30 diserahkan oleh warga setempat ke DSI  Bireuen karena ber-
khalwat dengan Yhy yang telah bersuami. Dalam pemeriksaan WH, 
mereka berdua mengakui telah berhubungan badan berkali-
kali. Serambi Indonesia, 02/08/2007; 6) Puluhan warga Laksamana 
Ajun, Pekan Bada, Aceh Besar sekitar pkl 03.00 WIB menangkap pa-
sangan khalwat RA (30) dan JN (19).  JN adalah adik kandung Nahyul 
(20), istri RA yang sedang dalam masa persiapan melahirkan anak 
pertamanya. Dalam pemeriksaan WH, mereka mengaku telah 
melakukan hubungan intim berkali-kali. Lihat Serambi Indonesia, 
13/08/2007 dan Harian Aceh, 13/08/2007;  7) Seorang lajang, Ikram 
(22) dan seorang wanita beranak empat, Faridah Hanum (35), ditan-
gkap warga saat sedang berhubungan intim di dalam sebuah mo-
bil sedan merah BL 1365 FY yang diparkir di halaman Stadion Rekla-
masi Pusong Lhokseumawe. Mereka kemudian dihajar dan diarak oleh 
warga. Lihat Harian Aceh. 15/08/2007; 8) WH Dinas Syari’at Islam 
Kota Sabang dan warga menangkap Sof (51) dan Santi (30) yang 
sedang melakukan hubungan intim di kompleks pengungsian eks 
lokasi Sabang Fair pada pukul 12.00 WIB di bulan Ramadhan. Serambi 
Indonesia, 24/09/2007; 9) Seorang laki-laki berinisial NP beserta te-
man wanitanya Sur asal Kuala Simpang tanggal 6/1/08 digiring ke 
Kantor Desa Punge Blang Cut, Bandaraya, Kota Banda Aceh karena 
khalwat. Mereka mengaku telah melakukan hubungan seksual 
di sebuah rumah di kelurahan tersebut. Lihat Serambi Indonesia, 
07/01/2008; 10) 4 orang pelaku yang berkhalwat diamankan WH Di-
nas Syari’at Islam Lhokseumawe. Mereka dibekuk di lokasi yang ber-
beda. Pasangan Syahrul bin Saleh (30), warga Sareh Sawang Kecama-
tan  Samudera Aceh Utara  dan Nuraini Binti Yahya (27) warga 
meunasah masjid Muara Dua Lhokseumawe, dipergoki masyarakat 
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saat sedang berciuman di dalam rumah Nuraini sekitar pkl 20.30 WIB. 
Mereka akhirnya dinikahkan. Menurut pengakuan Nuraini, mere-
ka sudah 3 kali berhubungan badan. Harian Aceh, 16/01/2008; 11) 
Pemuda Desa Uteuen Geulinggang Kecamatan  Dewantara Aceh Utara 
menangkap dua pasangan remaja di sebuah warung kosong di jl. Me-
dan-Banda Aceh pkl 01.00 WIB. Mu (20) dan In (19) mengaku telah 
berhubungan intim.  Lihat Serambi Indonesia, 28/01/2008;  12) Nt 
binti Mn (29) janda beranak 3 warga desa Gampong Mata Ie, Peusan-
gan Selatan, Bireuen, tertangkap basah berkhalwat dengan Um warga 
Beureunun Pidie di rumah Nt sekitar pkl 17.00 WIB. Mereka ditan-
gkap warga setempat kemudian digiring ke meunasah untuk dimandi-
kan. Mereka ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu. Mereka 
berdua mengaku sempat melakukan hubungan intim sebelum 
ditangkap warga. Harian Aceh, 05/02/2008; 13) Sepasang remaja SL 
(28) warga Alue Tho Kecamatan  Matangkuli dan perempuannya ZH 
(20) warga Meunasah Rayeuk, Kecamatan  Nisam ditangkap di Desa 
Meunasah Alue Drien, Cot Girek, Aceh Utara. Saat ditangkap mereka 
sedang tidur seranjang dan berdasarkan pengakuan mereka, pa-
sangan tersebut telah melakukan hubungan intim. Serambi Indo-
nesia, 09/03/2008; 14) Sepasang remaja Ikd (28) dan Ylt (22) yang 
sedang berkhalwat ditangkap WH Bireuen pkl 10.00 WIB saat berada 
di kamar sebuah rumah milik warga Desa Pulo Ara, Bireuen. Penan-
gkapan tersebut berdasarkan laporan warga. Keduanya mengaku 
telah melakukan hubungan intim beberapa kali. Lihat Serambi 
Indonesia, 18/03/2008;  15) MH (29) Warga Ateuk Munjeng dan WD 
(20) warga Tanjung Karang Aceh Tamiang  ditangkap Polsek Baitur-
rahman di kantor Asuransi Bumi Putera 1912 Setui, Banda Aceh. Ke-
dua pelaku mengaku sering melakukan hubungan intim di atas 
meja kantor tersebut. Serambi Indonesia, 22/03/2008; 16) Seorang 
kakek, MMA (60) dan gadis S (23) warga Blang Mane Bireuen, sekitar 
pkl 17.00 ditangkap warga kemudian disrahkan ke WH. Mereka 
mengaku telah melakukan hubungan intim berkali-kali di tem-
pat yang berbeda. Waspada, 10/04/2008; 17) Seorang wanita ber-
suami dan beranak satu, Asi (28), ditangkap bersama pria selin-
gkuhannya, Saka (20). Mereka mengaku telah melakukan 
hubungan intim berkali-kali.  Sementara itu sepasang mahasiswa 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tertangkap basah saat berhu-
bungan intim di sebuah ruang di kampus IAIN Ar-Raniry. Se-
rambi Indonesia, 12/05/2008; 18) Pada hari Senin 26/5/08, seorang 
siswa CK (16) dan pasangan prianya, MR (18), ditangkap warga dan 
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diserahkan ke WH. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku telah 
melakukan hubungan intim berkali-kali. Lihat Waspada, 
31/05/2008; 19) Sepasang kekasih yang sedang berkhalwat di kawa-
san perbatasan Desa Geulanggang Kulam dan Desa Cot Batee, Bireu-
en, ditangkap warga. Mereka kemudian dibawa warga ke masjid Cot 
Batee dan selanjutnya diserahkan ke WH Bireuen. Keduanya men-
gaku telah melakukan hubungan intim berkali-kali. Lihat Ha-
rian Aceh,  17/06/2008; 20) Satpol PP Pemkab Bireuen menangkap 
pelaku zina dalam keadaan bugil dan “beraksi” dalam ruko 
yang lagi dibangun di komplek eks stasiun kereta api di Bireun. 
Mereka adalah Halimatusakdiah binti Muhammad (35) warga Desa 
Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa dan Hengki Parulian Sianturi 
(22) warga Percut Sei Tuan, Deli Serdang yang tercatat sebagai buruh 
bangunan di lokasi itu. Mereka ditangkap pukul 02.00 WIB. Menurut 
pengakuan kedua pelaku, mereka telah dua kali bertemu dan 
dua kali berbuat zina di tempat itu, namun aksi mereka ketahuan 
oleh Satpol PP yang sedang bertugas di pendopo, sehingga saat dici-
duk dalam kondisi telanjang bulat lalu dibawa ke kantor Dinas 
Syariat Islam. Lihat Rakyat Aceh, 24/12/2008; 21) Dua pasang keka-
sih yang mengaku tak saling kenal, “check in” pada salah satu wisma di 
kawasan Gampong Keuramat, Rabu (19/5/2010) pukul 23.00 WIB. 
Kedua pasangan itu adalah, pria Aj (21) dan wanita Ir (22), keduanya 
berstatus mahasiswa. Selain itu juga ada Yl dan Ak pada kamar lainn-
ya. Aksi mesum itu dihentikan warga yang menggerebek wisma Kamis 
(20/5/2010) dinihari WIB. Kepala Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, 
Drs. Dwi Putrasyah mengatakan bahwa kedua pelanggar Qanun No-
mor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum), ditangkap warga saat 
berzina di salah satu wisma di Gampong Keuramat, Banda Aceh. Di 
dalam kamar Aj dan Ir, warga menemukan barang bukti (BB) lain 
seperti kondom dan celana dalam  yang masih basah. Barang bu-
kti tersebut sudah diserahkan ke petugas WH Banda Aceh saat warga 
menyerahkan kedua pasangan ini, di Kantor Satpol PP dan WH Banda 
Aceh. Lihat Tabloid Kontras, Nomor: 536, Tahun XI, 8-14/04/2010; 22) 
Dua pria dan seorang wanita digerebek di sebuah kios tua di kawasan 
pertokoan di Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, 
Kota Lhokseumawe. Ketiga orang itu ditengarai bermesum ala three in 
one. Dalam aksi berlangsung, Rabu (23/2/2011) sekitar pukul 02.00 
WIB, ketiga orang yang ditangkap mesum itu, yakni Muhammad Yu-
suf, 19, pemuda asal Simpang Ardath, Gampong Meunasah Mesjid 
Cunda, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, dan Elfida, 25, perem-
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puan asal Biara Timu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Se-
dangkan, seorang pelaku lainnya teridentifikasi disapa Ayah Barat, 40, 
warga Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berhasil 
meloloskan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Elfida alias Dek 
Pida, mengaku sering melakukan perbuatan terlarang dengan 
lelaki lain tanpa ikatan pernikahan sah di kios tua itu. Di ma-
lam sebelum digerebek, ia dan dua lelaki asyik bercinta seca-
ra three in one, dengan dua lelaki sekaligus. Lihat  http://harian-
aceh.com/2011/02/23/wow-dek-da-bercinta-secara-three-in-one 
diakses 23/02/2011; 23) Kedua remaja tanggung, Iswadi Hasan Basri 
(20), warga Krueng Baro, Sawang, Aceh Utara dan teman kencan wa-
nitanya, Riska Evidiyanti (15), warga Dakuta, yang masih duduk di 
bangku SMA tertangkap sedang berbuat mesum. Keduanya sudah 
berpacaran lebih kurang setahun lebih. Bahkan selama berpacaran, 
mereka juga sudah lima kali berhubungan layaknya suami istri. 
Hubungan tersebut dilakukan di rumah teman di Gampong Cot Sera-
ni, Kreung Mane serta terakhir di Bada Barat, Jangka. Lihat http://
harian-aceh.com/2011/07/27/dua-sejoli-indehoi-di-rumah-kosong 
diakses 27/07/2011; 24) Mesum di siang hari, seorang PNS berinisial 
MH (31) ditangkap warga bersama kekasihnya, wanita berinisial CE 
(17) pelajar salah satu SMK Kota Banda Aceh. Kedua pasangan non 
muhrim dimandikan oleh warga sekitar dengan air parit. Ini kali ke-
dua MH meyetubuhi CE, setelah dua hari sebelumnya dia 
mengakui perzinaan itu juga dilakukannya di ruang tamu di 
rumah abangnya di Lampaseh Kota. Kronologis kejadiannya, seki-
tar pukul 12.00 WIB MH dan CE bertandang ke rumah abangnya di 
Lampaseh Kota dengan mobil sedan miliknya. Sesampai di rumah ter-
sebut di ruang tamu, keduanya sempat makan aneka macam goren-
gan. Saat asyik bersetubuh di ruang tamu, tanpa sehelai pakaian pun,  
sekitar pukul 14.00 WIB pintu rumah tersebut digedor warga. Ke-
duanya digiring ke luar rumah dan dimandikan di air parit. Pukul 
14.30 WIB, petugas WH Aceh menjemput pelanggar Qanun Nomor 14 
Tahun 2003 tentang Khalwat atau Mesum itu untuk diboyong ke Kan-
tor Satpol PP dan WH Aceh di kawasan Jambo Tape. Petugas Satpol PP 
dan WH juga menyita dua HP milik MH dan CE, dan kondom basah di 
lokasi kejadian. Lihat http://aceh.tribunnews.com/2011/08/18/me-
sum-pns-beristri-dihadiahi-air-parit diakses 18/08/2011; 25) Dua 
orang mahasiswi asal Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (10/11/2011) je-
lang subuh atau sekitar pukul 04.30 WIB ditangkap warga Kompleks 
Perumahan Asian Development Bank (ADB) Desa Ranto Panyang Ti-
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melalui fasilitas perekam video.31 Selain itu ada pula kasus 
mur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Kedua mahasiswi 
itu dipergoki warga komplek memasukkan dua lelaki ke kediaman me-
reka. Saat diperiksa, keduanya mengaku sudah rutin melaku-
kan hubungan badan di beberapa lokasi terpisah. Para insan 
yang mengaku sudah sering berzina itu adalah M Nasir (24) warga 
Desa Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabee dan pasangan pe-
rempuannya Marziah (20) warga Desa Seumira, Kecamatan Teunom, 
Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Adian Fauzi (20) warga Desa Seumi-
ra, Kecamatan Teunom dan pasangannya Mera Sartika (20), warga 
Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Lihat 
http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/11/12/dua-mahasi-
swi-pasok-kucing-garong-hingga-subuh  diakses 12/11/ 2011; 
31Pada bulan April 2007, masyarakat di Aceh Barat Daya dan 
Aceh Selatan dihebohkan oleh beredarnya VCD yang menampil-
kan      adegan intim DD dan ES dengan durasi selama 120 detik. 
VCD rekaman    yang    diperbanyak itu hanya tertulis adegan porno 
PNS Abdya (Aceh Barat daya). Aksi hubungan badan yang dimainkan 
pegawai Dinas Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata Abdya itu mirip 
penampilan film biru yang diperankan artis profesional manca negara 
pada umumnya, termasuk latar belakang dekorasi yang ternyata di ru-
ang kerja Kadis Infobudpar Abdya. Lihat Waspada, 13/04/2007.  Beri-
kutnya pada bulan Mei 2007, penduduk di Provinsi Aceh tersentak 
atas beredarnya video mesum melalui telepon seluler (HP) dan inter-
net. Masalahnya rekaman adegan perzinaan itu diyakini berlokasi di 
Aceh. Berbagai gambar dengan beragam pose bugil, seperti beberapa 
aksi panas di atas ranjang dua insan berlainan jenis yang beredar di 
HP dan internet itu diisukan pengambilan gambarnya dilakukan di 
daerah yang berjuluk “Serambi Mekah” itu. Akan tetapi, dari beberapa 
gambar adegan perzinaan yang telah tersebar di HP dan internet itu 
satu kasus mendapat perhatian masyarakat di Aceh, yakni rekaman 
paksa yang dialami dua remaja yang diperkirakan lokasinya di 
pantai wisata Lhoknga, Aceh Besar. Gambar dua remaja berlainan 
jenis yang sedang beradegan perzinaan bagaikan cerita cinta dalam 
sebuah film itu juga beredar cepat melalui HP dan internet, sehingga 
menimbulkan beragam tanggapan publik di Aceh. Perbuatan belasan 
pemuda merekam dengan HP secara paksa terhadap dua remaja di atas 
pasir putih yang diperkirakan itu merupakan tindakan biadab, demi-
kian komentar sejumlah kalangan perempuan di Kota Banda Aceh. 
Lihat http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS Antaranews. 31/5/07. 
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perzinaan   inses,32 kasus homoseksual,33 kasus lesbian,34 
maupun kasus prostitusi,35  yang terungkap di Aceh. 
32Kasus inses yang mengemuka antara lain adalah: 1) Pada tgl 
16/05/2007, WH Aceh Utara menangkap Agam (18) dan ibunya 
(45) karena dugaan khalwat. Agam hidup dari keluarga broken home. 
Ibunya ditinggalkan oleh suaminya dan diajak mengemis untuk  me-
menuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat setempat memang 
mencurigai hubungan mereka, hingga pada suatu malam sekitar pu-
kul 21.00 masyarakat melakukan pengintaian ke rumah Agam dan 
ternyata mereka berdua didapati sedang melakukan hubungan 
badan. Akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan kepada WH Aceh 
Utara. Saat pemeriksaan, Agam juga mengakui bahwa ia telah 
melakukan perzinaan dengan ibunya sendiri. Lihat Serambi In-
donesia, 05/07/2007.  2) Hubungan seks sedarah antara Muhammad 
Nasir (34) dengan adik kandungnya, Yusrinawati (30) sehingga sang 
adik melahirkan seorang bayi. Kasus yang terjadi di Susoh, Aceh Barat 
Daya (Abdya) ini terungkap 12 September 2011. Lihat  Serambi Indo-
nesia, 14/09/2011, 19/09/2011. 
33Kasus homoseksual yang mengemukan antara lain adalah kasus 
dibunuhnya Tabib Rusli oleh pasangan homonya berinisial A. Lihat 
“Setelah Lama Buron, Pembunuh Tabib Ditangkap,” Serambi Indone-
sia, 28/06/2008. 
34Salah satu kasus lesbian yang mengemuka dan membuat heboh 
masyarakat Aceh adalah kasus pasangan “suami-istri,” Ranto alias Ro-
hani (35) yang bertindak sebagai “suami,” warga Karang Anyer, Keca-
matan Darul Makmur, Nagan Raya, dan Nuraini (21) sebagai “istri,” 
warga Gampong Blangpadang. Ranto mengakui terus terang bahwa 
dirinya memang berjenis kelamin perempuan dengan nama Rohani. 
Sejak kecil ia mengakui suka memakai pakaian laki-laki dan tertarik 
kepada sesama jenis. Dia mengaku tertarik kepada Nuraini ketika 
mereka sama-sama bekerja di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I 
Ujong Lami, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Tak lama setelah 
perkenalan tersebut, keduanya mengontrak rumah di Gampong Sarah 
Batee, yang akhirnya tertangkap basah dan dinikahkan oleh keuchik 
setempat. Lihat “Nikah Sesama Jenis, 2 Wanita Diboyong WH,” Ser-
ambi Indonesia, Selasa, 23/08/2011. 
35Prostitusi di Aceh memang terkesan terselubung antara lain di-
lakukan di salon-salon. Hal ini wajar, mengingat regulasi yang ada di 
Aceh memang melarang adanya prostitusi. Bahkan merujuk pada se-
jarah Aceh, tidak pernah ditemukan data adanya prostitusi yang dilo-
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Dari pengamatan penulis selama melaksanakan 
pengumpulan data penelitian, kekhawatiran masyarakat 
Aceh terhadap permisifnya pergaulan muda-mudi Aceh 
sehingga memunculkan kasus-kasus “khalwat” di tempat-
tempat terbuka memang benar adanya. Kawasan-kawasan 
pantai di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar seperti Ulee 
Lheu,36 Lhoknga,37 Ujong Batee,38 Bukit Soeharto,39 Alue 
Naga40 atau Danau Lut Tawar di Aceh Tengah41 sepertinya 
merupakan tempat-tempat favorit untuk melakukan 
pelanggaran terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003. Deretan 
kalisir sedemikian rupa sebagaimana yang biasa terdapat di provinsi 
luar Aceh. Beberapa kasus yang tercatat antara lain: “Tempat Prostitu-
si Berkedok Cafe Digerebek,” Harian Aceh, 3/01/2008; “Ayam Kampus 
Memang Ada,” Modus, Minggu IV, Mei 2008; “Salon Plus-Plus Diger-
ebek, PSK dan Laki Hidung Belang Ditangkap,” Harian Aceh, 12/09/ 
2008;  “PSK dan Lelaki Hidung Belang Digaruk di Banda Aceh,” Harian 
Aceh, 05/12/2008; “Menelusuri Prostitusi Terselubung di Aceh Teng-
gara,” Rakyat Aceh, 09/06/2012, 10/06/2012 dan 11/06/2012. Dari 
wawancara penulis dengan Hamdani, seorang warga Kutacane, Aceh 
Tenggara, justru didapatkan informasi yang mengejuntuk an. Ada 
sebuah wilayah yang disebut Pulo Latong di Kutacane yang  ternyata 
dapat dengan mudah dijumpai prostitusi. Wawancara, tanggal 15 Juni 
2010, 25/03/2011.
36Observasi tanggal 15/02/2007, 25/02/2007, 16/11/2007, 
07/12/2010, 15/05/2011, 04/04/2012.
37Observasi tanggal 16/02/2007, 26/02/2007, 12/12/2007, 
08/12/2010, 16/06/2011, 05/04/2012. 
38Observasi tanggal 20/02/2007, 27/02/2007, 08/03/2010, 
08/12/2010, 19/07/2011, 14/05/2012.
39Observasi tanggal 27/02/2007, 10/03/2007, 04/06/2010, 
15/12/2010, 11/06/2011, 20/05/2012.
40Observasi tanggal 03/03/2007, 11/03/2007, 17/11/2010, 
18/12/2010, 21/05/2011, 22/04/2012.
41Observasi tanggal 10/03/2007, 28/05/2007, 21/12/2007, 
28/10/2010, 29/06/2011, 12/12/2011, 25/05/2012.
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kafe-kafe di kawasan Ulee Kareng,42  kawasan terbuka 
hijau atau tempat-tempat bersantai bagi khalayak umum 
yang banyak dibuka di Banda Aceh pada masa rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca musibah gempa dan tsunami juga 
menjadi tempat-tempat yang sering dimanfaatkan kaum 
muda-mudi untuk berkhalwat.43 Bahkan kawasan seputaran 
Darussalam dan Rukoh Banda Aceh tempat dua perguruan 
tinggi terkemuka di Aceh (IAIN Ar-Raniry dan Universitas 
Syiah Kuala) juga menjadi lokasi para kaum muda-mudi Aceh 
untuk melakukan  khalwat.44 
Fakta-fakta di atas mengindikasikan bahwa tata pergaulan 
kalangan generasi muda Aceh kontemporer terlihat longgar. 
Kultur malu untuk mempertontonkan kemesraan bersama 
pasangan yang bukan suami/isteri sahnya terlihat semakin 
terkikis.  Pemandangan sedemikian rupa bahkan sangat 
mudah dijumpai di jalan-jalan seputaran Banda Aceh di tempat 
terbuka, misalnya di atas sepeda motor atau di dalam mobil.45 
42Beberapa kafe pada malam hari hanya diterangi oleh cahaya lam-
pu yang remang-remang sehingga justru membuka peluang terjadinya 
khalwat. Observasi tanggal 18/04/2007, 23/04/2007, 16/05/2007, 
22/06/2007, 16/05/2010, 19/07/2010,  22/08/2010, 14/04/2011, 
22/05/2011, 11/12/2011, 19/05/2012, 
43Tempat-tempat ini antara lain Taman Sari, Taman Ratu Safia-
tuddin, Lapangan Blang Padang,  pinggiran Krueng Daroy dan Sungai 
Lamnyong. Observasi tanggal
44Salah satu kawasan seputaran kampus IAIN Ar-Raniry dan Uni-
versitas Syiah Kuala yang sering dijadikan lokasi khalwat para muda-
mudi Aceh (baik siswa/i SLTA maupun mahasiswa/i) adalah lapangan 
Tugu Darussalam. Pada dasarnya lokasi ini sudah menjadi perhatian 
beragam pihak, hingga pada pohon-pohon besar sekeliling lapangan 
Tugu Darussalam ditulis papan peringatan dilarang berpacaran. Akan 
tetapi sepertinya peringatan pada papan tersebut kurang dijadikan 
perhatian, sehingga masih sering diabaikan oleh kaum muda-mudi. 
45Pelanggaran terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 yang dilaku-
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 Di Kota Banda Aceh, kasus khalwat di Tahun 2006 
menunjukkan trend kenaikan pada Tahun 2007. Sebanyak 
367 pasangan atau 734 orang di Banda Aceh telah melakukan 
khalwat sepanjang Tahun 2007. Angka ini mengalami 
kenaikan bila dibandingkan dengan kasus khalwat di 
Tahun 2006, yakni sebanyak 211 pasangan. Kebanyakan 
pelanggaran terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 di Banda 
Aceh ini dilakukan oleh remaja dan mahasiswa.46 Di Kota 
Sabang, trend kenaikan kasus khalwat pada Tahun 2007 ini 
juga terjadi. Tercatat dari 254 pelanggar syariat yang terjaring 
127 di antaranya adalah kasus khalwat.47 Keprihatinan 
terhadap maraknya kasus khalwat ini mendorong  berbagai 
pihak, khususnya kalangan mahasiswa, melakukan aksi. Di 
antara beberapa aksi tersebut adalah yang dilakukan oleh 
Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang 
mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh dan rektor-rektor 
perguruan tinggi di Banda Aceh untuk menggelar pertemuan 
khusus dalam rangka merumuskan metode dan langkah 
konkret guna meminimalisir maraknya kasus khalwat yang 
terjadi di Aceh.48
Di akhir Tahun 2008 juga tercatat ada aksi demontrasi 
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang peduli pada 
pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Puluhan orang  yang 
tergabung dalam Forum Komunikasi untuk Syariat Islam 
kan di dalam mobil, bahkan dianggap sebagai sebuah “trend”.  Tentu 
saja pelakunya adalah dari golongan menengah ke atas. Lihat “Marak, 
Khalwat di Dalam Mobil, Tren Baru bagi Pasangan Non Muhrim,” 
Rakyat Aceh, 14/01/2007.
46Harian Aceh, 05/01/2008. 
47Serambi Indonesia, 10/04/2008. 
48Serambi Indonesia, 07/01/2008. 
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(Fokus) Aceh, Selasa, 30/12/2008, melakukan aksi unjuk rasa 
ke kantor Gubernur Aceh dan Dinas Syariat Islam Provinsi 
Aceh. Para pengunjuk rasa merupakan gabungan dari Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Front Pembela Islam 
(FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 
Aceh, Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemerintahan Mahasiswa 
(Pema) Unsyiah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN 
Ar-Raniry, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Gerakan 
Pemuda Islam, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unsyiah, 
LDK Unmuha dan LDK IAIN Ar-Raniry. Mereka menuntut 
agar Pemerintah Aceh serius dalam penerapan syariat Islam 
di daerah ini. Mereka juga mengusung sejumlah spanduk 
yang isinya antara lain, “Pemerintah Aceh lebih penting uang 
daripada syariat,” “Tegakkan syariat Islam di Aceh,” dan 
“Apakah syariat Islam tinggal di gunung.”49 
Aksi-aksi demontrasi di atas mengindikasikan bahwa 
pelaksanaan syari’at Islam di Aceh masih memerlukan 
pembenahan-pembenahan. Dalam hal ini, kemauan politik 
(political will) Pemerintah Aceh untuk menegakkan syari’at 
Islam memang dipertanyakan keseriusannya. 
Dari wawancara yang penulis lakukan, dana untuk 
pemrosesan dan pelaksanaan eksekusi perkara-perkara 
jinayat yang merupakan bagian dari tanggung jawab 
pemerintahan daerah menjadi salah sebuah kendala 
dalam penegakan syari’at Islam di Aceh.50 Hal ini tidak 
49Serambi Indonesia, 31/12/2008, Harian Aceh, 31/12/2008. 
50Kajati Aceh mengungkapkan bahwa keterbatasan finansial di 
lembaganya dalam melaksanakan eksekusi perkara jinayah adalah 
sebuah kendala yang dihadapi selama ini di Aceh, sebab untuk men-
cambuk terpidana seusai shalat Jum’at selalu diperlukan panggung/
pentas, tim dokter, ambulan, algojo atau eksekutor, serta beberapa 
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hanya dihadapi oleh beberapa kantor Kejaksaan, tapi juga 
Mahkamah Syar’iyah.
Terkait dengan hal ini, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat 
menyatakan:
Menurut saya pemberlakuan Qanun No. 14 Tahun 2003 
belum sepenuhnya efektif. Kita dari pihak kejaksaan tidak 
mungkin kita menolak perkara dan kalau memenuhi 
unsur kita sidangkan. Tapi perlu diketahui pada saat 
sekarang ini, sampai hari ini jaksa itu menangani kasus 
yang terdapat dalam qanun no 12, 13 dan 14 adalah 
kerja “padamu negeri.” Tidak ada anggaran sedikitpun, 
untuk pelaksanaan  hukum acara jinayat ini apakah jaksa 
itu robot, apakah bekerja tidak butuh biaya?  Untuk 
pelaksanaan dimana? Di rumah jaksa? Siapa yang akan 
membantu jaksa?  Coba bapak lihat di UUPA, Pasal 
129, setiap anggaran dibebankan pada biaya APBN dan 
anggaran Kabupaten/Kota, mana uangnya? Lihat pada 
PP Gubernur  No. 10. Pada tahap pelaksanaan uqubat 
cambuk  dibebankan pada anggaran kabupaten/kota, 
itu hanya untuk pelaksanaan uqubat cambuk. Kalau 
saya ada kasus, lalu saya laksanakan  hukuman uqubat 
cambuk, berarti itu untuk kepentingan pribadi,  untuk 
petugas Wilayatul Hisbah. Lihat http://www.lintasberita.com/Nasi-
onal/Berita-Lokal/tervonis-kasus-jinayah-lari-menjelang-dicambuk 
diakses 14/06/2011. Terkait dengan hal ini Kepala Seksi Penyidikan 
dan Penindakan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Pol PP 
dan WH) Aceh, Marzuki mengatakan, dibutuhkan dana sekitar Rp 8,7 
juta untuk satu kali pelaksanaan hukuman cambuk. Menurutnya, bi-
asanya untuk biaya proses hukum cambuk tersebut dianggarkan dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabu-
paten/kota yang melaksanakan hukum cambuk. Namun dengan jum-
lah tersebut tidak sedikit kabupaten/kota di Aceh tidak dapat melak-
sanakan hukum cambuk karena terbentur dana. Lihat http://aceh.
tribunnews.com/m/index.php/2012/02/10/sekali-proses-cambuk-
butuh-uang-rp-87-juta diakses 10/02/2012. 
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kepentingan publik hanya menampakkan  pada mass 
media, mempertanggungjawabkan pada dewan, habis 
itu selesai. Kalau jaksa saya sidang di sana, ketika pulang 
tertabrak di jalan, itu pree (gratis). Tapi walaupun seperti 
itu kami sudah melaksanakan, tanpa biaya apapun, kalau 
ada uang misalnya dari hasil kejahatan, saya setor ke 
Baitul Mal, tidak ada saya makan, kalau biaya perkara saya 
setor ke Negara, kalau barang bukti, saya setor ke baitul 
mal. Kemana dibawa, itu urusan mereka.51
Hal senada juga dipaparkan oleh pihak Mahkamah 
Syar’iyah Aceh Barat, khususnya terkait dengan pemrosesan 
perkara:
Salah satu kendala yang kami hadapi di Aceh Barat dalam 
hal penegakan syari’at Islam adalah masalah dana Pak. 
Soalnya kan tidak ada alokasi dana dari pusat untuk 
perkara itu. Kalau perkara lain kan kita kutip dari pihak 
yang berperkara. Jadi misalnya orang berperkara, kita 
kutip dia. Berapa dia bayar panjar. Kita perhitungkan 
nanti, untuk biaya panggilan berapa, biaya pemberitahuan 
putusan berapa dst. Jadi kita akhirnya kerja gotong royong, 
begitulah kira-kira. Memang ada di beberapa  tempat 
yang dibantu dananya dari Pemda. Tapi di tempat kami 
tidak. Karena ada juga pemda yang beranggapan bahwa 
Undang-Undangnya bertentangan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. Tapi saya bilang Permen dengan 
Undang-Undang  itu tidak selevel. Jadi begitulah kondisi. 
Kayak tahun lalu, pertama sudah dikasih DIPA untuk 
kami bahwa Mahkamah Syar’iyah mendapat sebelas 
juta. Kemudian saya tanyakan ini gimana pencairannya. 
Dijawab tidak bisa. Saya tanya kenapa?  Karena ini satu 
paket dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi pihak 
51Wawancara tanggal 21/04/2012.  
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kejaksaan tidak terima karena jumlahnya sedikit. Karena 
itu satu paket, ya tidak bisa dicairkan. Akhirnya nggak 
tahu lagi dialihkan kemana. Sampai sekarang tidak tahu 
rimbanya. Kemudian tahun ini Dinas Syari’at Islam juga 
mendatangi kami. Sudah kami buat proposal. Kami kasih. 
Tapi sampai sekarang juga belum tahu tindak lanjutnya. 
Kejaksaan juga mengalami kendala yang sama dalam hal 
eksekusi, yaitu masalah dana. Masyarakat kan melihat, 
kenapa yang udah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kok 
tidak dieksekusi? Kejaksaan ya menjawab kendalanya 
dana, karena memang untuk kasus-kasus jinayat tidak 
ada alokasi dana dari  Pusat.52
Selain persoalan dana di atas, kendala yang tidak kalah 
penting diungkap di sini terkait dengan penegakan syari’at 
Islam di Aceh adalah tidak adanya ketentuan penahanan bagi 
tersangka serta tidak adanya Kitab Undang-Undang  Hukum 
Acara Jinayat. Hal ini tidak hanya mengganggu proses 
penyidikan, tapi juga proses eksekusi perkara-perkara yang 
sudah diputus Mahkamah Syar’iyah. Para aparat penegak 
hukum baik kepolisian maupun kejaksaan sudah barang 
tentu tidak bisa bertindak di luar ketentuan hukum yang 
berlaku. Terkait dengan hal ini Taufik dari kantor Kepolisian 
Aceh Tamiang mengatakan,
Banyak sekali celah-celah kelemahan yang harus 
disempurnakan. Bukan hanya terkait dengan qanun 
khalwat, tapi juga qanun khamar dan maysir. Semuanya 
belum kompleks untuk menjawab persoalan-persoalan 
hukum. Misalnya terkait dengan penahanan. Kan tidak 
diatur dalam qanun. Jadi misalnya ada salah seorang 
52Wawancara tanggal 21/04/2012. 
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pelaku dari Aceh, kemudian pelaku lain dari Medan. 
Waktu dalam proses selanjutnya, yang dari luar Aceh itu 
udah  menghilang entah kemana. Mau kita tahan, tentu 
kita tidak berani, karena tidak ada dasar hukumnya. Nanti 
malah kita yang kena. Akhirnya timbullah anggapan 
di kalangan masyarakat bahwa polisi ada apa-apanya 
dengan si tersangka. Jadi kami juga serba salah. Beda 
dengan kasus pidana umum biasa, misalnya pencurian 
atau pembunuhan. Dalam proses penyidikan, kita enak, 
kan bisa kita tahan. Setelah selesai kita proses, terus kita 
ajukan ke kejaksaan untuk diproses selanjutnya. Jadi 
lebih cepat dan murah.53
Keterangan di atas ditambahkan lagi oleh Doni, salah 
seorang pimpinan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang.
... kalau melihat pada aspek efektifitas pelaksanaan 
hukuman cambuk bagi pelaku khalwat selama ini di Aceh 
memang belum efektif. Kenapa belum efektif? Setidaknya 
ada beberapa hal yang mendasari. Satu dari segi aturan 
sendiri, terutama dalam masalah hukum acaranya. Karena 
kenapa? Ketika pelaku khalwat itu, ketika kita sidik, tidak 
berlaku penahanan, hanya sebatas 1 X 24 jam dalam 
rangka untuk BAP saja. Itu yang menyulitkan kita, maka 
prosesnyapun harus cepat. Kemudian faktor yang lainnya, 
pertama memang kita di sini ada kendala. Kendalanya 
adalah belum terlaksananya semacam tolak ukur atau 
inkrah. Contohnya kasus mantan anggota dewan. Dulu 
Tahun 2006, pernah ada mantan anggota dewan yang 
telah diputus hukum cambuk 9 kali oleh Mahkamah 
Syar’iyah, tapi tidak dapat dilaksanakan. Karena kenapa? 
Orang ini mengajukan banding. Setelah banding, 
putusannya ternyata menguatkan putusan Mahkamah 
53Wawancara tanggal 05/04/2012. 
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Syar’iyah Kuala Simpang. Kemudian kasasi juga. Hasilnya 
menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala 
Simpang, sehingga sampai sekarangpun mengambang... 
Karena itu bisa dikatakan bahwa efektifitas pelaksanaan 
hukum cambuk terkait dengan Qanun tentang khalwat, 
terus terang belum efektif di Aceh Tamiang. Sayapun 
misalnya menemui kasus khalwat, maka saya minta 
bantu kepolisian untuk melakukan penyelidikan kemari, 
demikian pula sebaliknya. Cuma itu saja masalahnya, 
tidak ada penahanan.54
Tidak adanya aturan penahanan dan hukum acara 
tersendiri dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sehingga 
menimbulkan kendala-kendala sebagaimana tergambar di 
atas pada dasarnya dikarenakan, menurut Muslim Ibrahim, 
pada awal mulanya belum terpikir bahwa para pelanggar 
qanun syari’at Islam akan melarikan diri dalam menjalani 
proses hukum. Intinya didasarkan pada kerelaan si pelanggar 
untuk menerima ketentuan hukuman yang didasarkan pada 
hukum Allah swt. Akan tetapi fakta di lapangan ternyata 
berbicara lain. Selanjutnya banyak para pelanggar qanun 
syari’at yang melihat celah kelemahan di sini, sehingga 
pada akhirnya berujung pada tidak tuntasnya penanganan 
kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Bahkan banyak yang 
melarikan diri untuk menghindari eksekusi hukuman.55 
54Wawancara tanggal 05/04/2012. 
55Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengatakan bahwa sekitar 300 
tervonis perkara jinayah (khamar, maisir dan khalwat) melarikan 
diri menjelang eksekusi cambuk dilakukan. Lihat “300 tervonis kasus 
Jinayah Lari Menjelang Dicambuk,” Serambi Indonesia, 26/11/2010. 
Kritik terkait ketiadaan hukum acara tersendiri ini juga mencuat 
dalam Dialog bertemakan “Pengkajian, Perumusan dan Evaluasi Satu 
Dasawarsa Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diprakarsai oleh Dinas 
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Muslim Ibrahim menjelaskan,
...Dalam pikiran kita ukhrawinya lebih banyak daripada 
duniawi. Sehingga orang yang ditangkap, oleh WH atau 
polisi, diproses oleh polisi dsb, kita tidak pikir mereka 
akan lari. Sehingga masalah penahanan, baik di kepolisian 
maupun di kejaksaan, atau masalah sebelum dikenakan 
sanksi, tidak kita sebut-sebut penahanan. Ternyata 
banyak orang lari....kalau kita lihat-lihat, sudah beberapa 
tahun pelaksanaannya, kira-kira 100% tergantung pada 
kerelaan. Anda rela dilaksanakan ini, buktinya nggak ada 
paksaan harus ditahan. Pikiran kami orang saleh semua, 
jadi kalau ada yang mencuri ditangkap, atau orang yang 
berkhalwat ditangkap, dan nanti dikenakan sanksi, hapus 
dosanya, semuanya orang akan suka menerima itu. Tapi 
ternyata tidak demikian...56
Ketika perkara-perkara jinayat (termasuk di antaranya 
adalah khalwat) yang sudah diputus oleh Mahkamah 
Syar’iyah tidak dieksekusi oleh pihak kejaksaan, maka yang 
muncul kemudian adalah berkurangnya rasa kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum ini, bahkan 
bagi para terpidana tidak akan segan-segan lagi mengulangi 
pelanggaran yang pernah dilakukan karena dia sudah tahu 
kelemahan dalam penegakan syari’at Islam di Aceh. 
Pihak Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat menyatakan:
Syariat Islam Aceh dan berlangsung tanggal 7-8 Desember 2011 di 
gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Darussalam 
Banda Aceh. Selama 10 tahun terakhir, penegakan syari’at Islam oleh 
Satpol PP/WH hanya sebatas menangkap pelanggar lalu melepaskan-
nya karena tidak bisa diteruskan ke Mahkamah Syar’iyah. http://aceh.
tribunnews.com/m/index.php/2011/12/08/syariat-islam-terkenda-
la-hukum-acara, diakses 08/12/2011.
56Wawancara tanggal 27/06/2012. 
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Akibat tidak dieksekusi ini Pak, yang jelas kita dicemooh 
oleh masyarakat Pak. Apa juga Mahkamah Syar’iyah 
seperti itu? Padahal mereka tidak paham bahwa 
eksekusi adalah tugas kejaksaan. Mereka mengira itu 
tugas Mahkamah Syar’iyah. Sehingga ada yang tiga kali 
mengulangi lagi. Perjudian misalnya. Udah dihukum 
sekali. Tapi kemudian diulangi lagi. Karena setelah itu 
ya sudah selesai. Bahkan ada orang Cina yang lebih suka 
dihukum cambuk saja. Karena dia tahu setelah diputus, 
tidak akan dieksekusi. Jadi orang tidak segan-segan lagi 
mengulangi kejahatannya.57
Pemahaman masyarakat terkait proses dan prosedur 
hukum yang masih belum memadai selama ini ditambah 
fakta-fakta yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan 
penegakan syari’at Islam di atas pada akhirnya ikut memicu 
adanya kecurigaan-kecurigaan misalnya muncul adanya 
“permainan-permainan” di dalam pemutusan perkara seperti 
digambarkan di atas. Hal ini pada dasarnya kemudian tidak 
hanya berimbas pada kredibilitas lembaga Kejaksaan atau 
Mahkamah Syar’iyah, tapi juga Kepolisian dan Wilayatul 
Hisbah. Akibat yang lebih jauh, bisa saja hal ini kemudian 
akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan antarlembaga 
penegak syari’at Islam di Aceh.
Persoalan lain yang tidak kalah penting untuk 
diperhatikan pada dasarnya juga terkait dengan aspek 
struktural dan kewenangan khususnya yang ada di lembaga 
kejaksaan dan  kepolisian di Aceh. Tidak adanya bagian 
khusus yang memiliki pemahaman komprehensif tentang 
syari’at Islam di Aceh menjadikan penegakan syari’at Islam 
57Wawancara tanggal 21/04/2012. 
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di Aceh seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya. 
Hal ini dikemukakan oleh Al Yasa’  Abubakar,
...Jadi kalau pelaksanaan syari’at Islam di Aceh ini dari segi 
substansi hukum, kita boleh katakan belum ada. Karena 
peraturan-peraturan yang ada ini belum merupakan 
sebuah kesatuan. Jadi sekarang kita melaksanakan, 
katakanlah sekarang ini ada dua yang besar, pertama 
pidana dan kedua kebijakan. Tapi kedua-duanya ini tidak 
didukung oleh sebuah sistem yang sudah padu. Jadi kita 
harap masyarakat bisa menghargainya. Nah ini belum 
jalan. Kenapa belum jalan?... Pertama, kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dengan Daerah belum jelas. 
Jadi sekarang ini umpamanya, dalam masalah pidana, 
kita menetapkan qanun.  Nah yang menjalankan qanun 
ini siapa? Kan kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tapi 
persoalannya, bisakah pengadilan diatur oleh gubernur? 
Bisakah kepolisian diatur oleh gubernur?  Nah ini yang 
tidak jelas. Apakah di kejaksaan ada bagian penuntutan 
untuk syari’at Islam? Apakah struktur kejaksaan di Aceh 
ini harus sama dengan struktur kejaksaan di luar Aceh? 
Harusnya kan ada, apa bidang atau bagian yang memang 
tugasnya mengurusi qanun-qanun itu. Jadi qanun itu 
tidak ditempelkan pada pekerjaan lain, sehingga dianggap 
bukan sebagai tambahan tugas. Makanya problemnya 
sebenarnya bukan hanya di masyarakat, tapi juga 
struktural yang memang belum selesai...58
Dari informasi di atas terlihat bahwa persoalan pelik yang 
dihadapi oleh Aceh dalam rangka pemberlakuan syari’at Islam 
secara komprehensif adalah juga terkait dengan persoalan 
politis. Problematika struktural yang dihadapi oleh pihak 
58Wawancara tanggal 05/07/2012. 
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kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Syar’iyah dalam 
konteks penegakan syari’at Islam di Aceh hanya akan bisa 
diselesaikan secara politik. Hal ini tentu tidak mudah dan 
membutuhkan proses yang panjang dan berliku, sangat 
tergantung pada keinginan politik (political will) Pemerintah 
Aceh sendiri di dalam menyelesaikannya.
Ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum, ada tiga 
hal penting yang mendukung terlaksananya hukum secara 
efektif meliputi:
1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam 
masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-
alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat 
mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati 
hukum. 
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai 
yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak 
atau menentang atau mungkin mematuhi hukum 
karena kepentingan-kepentingan mereka terjamin 
oleh hukum. 
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang 
pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha 
menanamkan hukum diharapkan memberikan 
hasil.59
Mengaca pada fakta-fakta di lapangan sebagaimana 
dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa sejauh ini 
penggunaan lembaga penegak hukum syari’at Islam di 
Aceh meliputi Satpol PP/WH, kepolisian, kejaksaan dan 
59Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hu-
kum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 19-20. 
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Mahkamah Syar’iyah belum sepenuhnya berjalan dengan 
baik. Hal ini khususnya terkait dengan sumber daya manusia 
di lembaga-lembaga tersebut (terutama sekali di Satpol PP/
WH, kepolisian dan kejaksaan). Masih banyak di antara 
aparat penegak syari’at Islam di Aceh tersebut yang justru 
belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hakikat 
dan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Lebih lanjut 
lagi, dalam implementasinya di lapangan, kenyataannya 
juga masih problematis khususnya ketika masyarakat 
merasakan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. 
Pelaku khalwat dan atau zina yang dikenakan hukuman 
cambuk kebanyakan adalah masyarakat kelas bawah (grass 
root), sementara para pelaku yang memiliki jabatan dan 
uang kebanyakan juatru bisa melepaskan diri. Hal-hal ini 
mengindikasikan bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 14 
Tahun 2003 selama ini belum sepenuhnya efektif.
B. Polemik Hukuman bagi Pelaku Zina di Era 
Kontemporer Aceh
Semangat untuk melaksanakan syari’at Islam secara 
kaffah di Aceh sepertinya tidak selalu mudah diwujudkan. 
Fakta berbicara ternyata gugatan-gugatan terhadap 
pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 2003 seperti dijelaskan 
di atas ditambah dengan fakta-fakta di lapangan dimana 
kasus-kasus khalwat yang terungkap ternyata banyak yang 
telah masuk wilayah zina, maka hal ini kemudian disahuti 
dengan upaya menyusun dan merancang Qanun Jinayat 
yang di antaranya adalah mengakomodir jarimah zina. Yang 
menarik, sejak Aceh memberlakukan syari’at Islam, ada 
beberapa kasus zina yang dilakukan oleh orang luar Aceh 
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datang ke propinsi ini untuk minta diberikan hukuman 
atas perbuatannya.Terkait dengan hal ini Al Yasa’  Abubakar 
menjelaskan,
Ya karena 50% masyarakat yang mengadu itu minta 
dihukum karena zina. Kalau 100% memang tidak, tapi 
sekitar 50% ada. Bahkan dari luar daerah ada yang minta 
dihukum  dengan hukuman zina. Ada yang dari Sumatera 
Barat, ada yang dari Medan, ada yang dari Pulau Jawa, 
ada yang dari Sulawesi. Waktu itu saya masih kepala 
dinas. Sebelum gonjang-ganjing ini mencuat seperti ini. 
Cuma saya tidak pernah publikasi itu. Kenapa tidak saya 
publikasi? Karena saya tidak bisa jamin begitu masuk 
koran, nama orang ini tidak terungkap karena di kantor 
yang mendengar banyak. Makanya zina ini harus masuk. 
Tidak cukup dengan khalwat...60
Upaya untuk memenuhi keinginan melaksanakan syari’at 
Islam secara sempurna di Aceh berdasarkan kenyataan di 
atas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penyusunan dan 
pembahasan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara 
Jinayat ternyata berjalan tersendat-sendat. Hingga akhirnya 
menjelang akhir Tahun 2009, tepatnya pada tanggal 14 
September 2009, Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum 
Acara Jinayat beserta beberapa rancangan qanun lainnya 
meliputi Rancangan Qanun Wali Nanggroe, Rancangan 
Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dan 
Rancangan Qanun Penanaman Modal disahkan menjadi 
qanun.61  Meski demikian, pengesahan Rancangan Qanun 
Jinayat dan Hukum Acara Jinayat ini telah menimbulkan 
60Wawancara tanggal 05/07/2012. 
61Serambi Indonesia, 15/09/2009 dan 24/10/2009. 
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pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Salah 
satu aspek krusial yang menjadi bahan perdebatan adalah 
dicantumkannya hukuman rajam bagi pelaku zina yang 
sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum 
menikah pada Pasal 24 ayat (1).62  Bagi pihak yang pro, 
pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara 
Jinayat ini merupakan bukti keseriusan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menegakkan syariat 
Islam secara kaffah di Aceh. Sebaliknya, bagi kalangan yang 
kontra, pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum 
Acara Jinayat ini justru dianggap sebagai langkah mundur 
penegakan syariat Islam di Aceh. 
Perdebatan terkait pengesahan Rancangan Qanun Jinayat 
dan Hukum Acara Jinayat ini semakin meruncing ketika pihak 
eksekutif Pemerintah  Aceh berbeda pendapat dengan pihak 
legislatif. Bahkan Gubernur Aceh tidak mau menandatangani 
Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang 
sudah disahkan pihak legislatif tersebut.63 
Di dalam surat Gubernur Aceh nomor 188.342/58931 
tanggal 25 September 2009 yang ditujukan kepada Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait dengan 
Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal, Wali 
Nanggroe, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, 
Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Gubernur 
Aceh (Irwandi Yusuf) menyatakan pada poin 3, “secara 
kenyataan Pansus DPRA yang melakukan penyempurnaan 
materi Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan 
62Serambi Indonesia, 15/09/2009 dan 24/10/2009.
63http://www.acehkita.com/berita/qanun-jinayat-tidak-sah-gu-
bernur/ 
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Rancangan Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, menambah 
materi dan Pasal baru yang mengatur tentang rajam dan tata 
cara melaksanakan Uqubat Rajam terhadap Jarimah Zina, 
sedangkan penambahan materi dan Pasal baru tidak ada 
dalam draf pembahasan dan juga tidak ada dibahas dalam 
rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA Tahun 
2009.” Selanjutnya pada poin 4 dinyatakan, “Bahwa dalam 
rapat penyempurnaan materi Rancangan Qanun dimaksud, 
para pejabat Sekretariat Daerah yang hadir memberikan 
berbagai dalil untuk ditambah materi dan Pasal baru 
yang berkaitan dengan rajam dan tata cara melaksanakan 
Uqubat Rajam, karena draf awal dari hasil perumusan dan 
pembahasan oleh Pansus DPRA yang bersangkutan bersama 
pejabat Sekretariat Daerah Aceh dan hasil yang berkembang 
dalam rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA 
Tahun 2009 tidak ada materi dan Pasal baru dimaksud.”64 
Selanjutnya dalam surat Gubernur Aceh Nomor 188/62308 
tanggal 14 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Menteri 
dalam Negeri Republik Indonesia c/q Direktur Otonomi 
Daerah di Jakarta, tentang penyampaian Rancangan Qanun 
Aceh poin 4 dinyatakan sebagai berikut:
Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat 
dan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara 
Jinayat, belum dapat kami setujui dengan pertimbangan 
sebagai berikut:
a. Pansus DPR Aceh yang melakukan pembahasan dan 
penyempurnaan materi rancangan qanun dimaksud, 
telah menambah materi dan Pasal baru yang mengatur 
64Surat Gubernur Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Aceh di Banda Aceh Nomor 188.342/58931 tanggal 25 September 
2009. 
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tentang ‘uqubat rajam dan tata cara ‘uqubat rajam 
terhadap jarimah zina, padahal ketentuan mengenai 
rajam, baik dalam pembahasan bersama sebelum 
paripurna maupun pada saat paripurna, kami belum 
sependapat untuk dijadikan menjadi materi rancangan 
Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. 
Menurut pertimbangan kami, penambahan pasal-Pasal 
oleh panitia khusus terhadap kedua rancangan qanun 
tersebut (hukum jinayat dan hukum acara jinayat) 
sudah berada di luar mekanisme yang berlaku, sebab 
tidak dibahas lagi oleh para anggota, komisi-komisi 
dan fraksi-fraksi DPR Aceh dalam rapat-rapat pleno.
b. Di samping itu dalam jawaban/penjelasan Gubernur 
Aceh pada rapat paripurna 4 masa persidangan IV 
DPRA Tahun 2009, kami juga berpendapat bahwa 
terhadap beberapa jarimah agar diturunkan ‘uqubat 
maksimalnya.65
Dari surat yang disampaikan Gubernur Aceh di atas terlihat 
jelas bahwa salah satu poin yang menjadi masalah serius 
dalam Rancangan Qanun Jinayat dan Rancangan Qanun 
Hukum Acara Jinayat adalah terkait dengan diakomodirnya 
hukuman rajam.  
Merespon hal ini, sebagian kalangan memandang bahwa 
ketentuan hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana zina 
berupa rajam pada dasarnya bertentangan dengan sanksi 
maksimum yang dapat diatur dalam Qanun/Peraturan 
Daerah. Lebih dari itu, jika dikaji lebih mendalam, maka 
ketentuan hukuman tersebut juga akan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi yaitu UU 
65Surat Gubernur Aceh kepada Menteri dalam Negeri Republik In-
donesia c/q Direktur Otonomi Daerah di Jakarta Nomor 188/62308 
tanggal 14 Oktober 2009. 
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No. 1Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab 
Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum 
positif di Indonesia.66
Berikutnya keengganan Irwandi Yusuf, selaku Gubernur 
Aceh untuk menandatangani Qanun Jinayat ini tak pelak 
menyulut terjadinya gelombang protes dari berbagai kalangan 
mulai dari ulama, mahasiswa, maupun organisasi-organisasi 
sosial kemasyarakatan di Aceh. Kelompok-kelompok yang 
menyuarakan agar Qanun Jinayat disahkan kelihatannya 
lebih gencar67 dibandingkan dengan kelompok-kelompok 
66Husni Jalil, “Penerapan Syari’at Islam dalam Kerangka Otonomi 
Khusus di Aceh,” Orasi Ilmiah, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka 
dalam Rangka Dies Natalis IAIN Ar-Raniry tanggal 11 Oktober 2010, 
hal. 19. 
67Di antara kelompok-kelompok yang pro dengan pengesahan Qa-
nun Jinayat adalah Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Aceh, 
Serambi Indonesia, 18/09/2009, 26/10/2009. Yang menarik, sepan-
jang hari Jumat (6/11/09) berlangsung empat unjuk rasa pro-Qanun 
Jinayat, masing-masing di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, 
dan Kabupaten Aceh Tengah. Aksi yang digerakkan massa Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu mendesak Guber-
nur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk segera mengimplementasikan Qanun 
Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat yang disahkan DPRA. Di 
Banda Aceh, unjuk rasa itu berlangsung satu jam, sejak pukul 11.00 
WIB. Puluhan  mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh berun-
juk rasa ke Kantor Gubernur Aceh. Massa yang menamakan dirinya 
Mahasiswa untuk Syariat Islam (Mahsyar) itu mendesak Gubernur 
Irwandi Yusuf segera menjalankan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum 
Acara Jinayat di Aceh. Ada dua tuntutan mahasiswa. Pertama, mende-
sak Gubernur Irwandi segera menjalankan Qanun Jinayat dan Qanun 
Acara Jinayat di Aceh. Kedua, meminta pemerintah pusat menghor-
mati qanun jinayat yang telah disahkan DPRA dan jangan pernah 
merevisi, apalagi membatalkan qanun itu. Sementara itu, seratusan 
mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Mus-
lim Indonesia (KAMMI) Kota Lhokseumawe, menggelar unjuk rasa 
dengan berkeliling kota. Dalam aksi dua jam lebih sejak pukul 08.30 
WIB itu, pengunjuk rasa meminta Pemerintah Aceh segera member-
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lakukan Qanun Jinayat. Mereka mengusung sejumlah poster berisi 
dukungan terhadap penerapan Qanun Jinayat. Ketua Umum KAMMI 
Lhokseumawe, Irza Ismail, mengatakan tidak ada alasan apa pun yang 
tepat untuk membatalkan pemberlakukan qanun tersebut di Aceh. 
Qanun ini, menurutnya, bukanlah hantu di tubuh Islam, melainkan 
landasan terkuat untuk meredam kemaksiatan dan perzinaan di Aceh. 
Irza juga berpendapat bahwa qanun ini tidak melanggar hak asasi 
manusia (HAM). Di Takengon, puluhan kader KAMMI Aceh Tengah, 
kembali menggelar demo di depan gedung DPRK setempat. Mereka 
juga menuntut agar Qanun Jinayat segera dilaksanakan, terutama 
karena penegakan syariat Islam di kabupaten ini terkesan simbolik se-
mata. Banyak kasus pelanggaran syariat yang justru dibiarkan begitu 
saja tanpa penindakan. Sebelum demo di depan Gedung DPRK Aceh 
Tengah, para mahasiswa berkonvoi keliling Kota Takengon. Mereka 
membawa beberapa poster yang bertuliskan desakan terhadap pelak-
sanaan Qanun Jinayat. Sebelum bertemu dengan anggota DPRK dan 
Muspida Plus Aceh Tengah, para mahasiswa menggelar orasi di depan 
gedung dewan sembari meneriakan yel-yel dukungan terhadap pelak-
sanaan Qanun Jinayat dan penegakan syariat Islam. Dalam orasinya, 
kader KAMMI Aceh Tengah menilai kabupaten itu saat ini sedang 
didera krisis moral yang disebabkan makin merajalelanya perbuatan 
yang melanggar syariat, sehingga Qanun Jinayat harus segera dilak-
sanakan. Para mahasiswa juga meminta kepada Gubernur Irwandi 
Yusuf agar tidak berguru kepada dunia internasional, tetapi semes-
tinya berguru kepada syariat Islam. Sementara di Langsa kader-kader 
KAMMI di kota itu juga berunjuk rasa ke kantor wali kota setempat. 
Mereka mendesak Gubernur Irwandi Yusuf segera melaksanakan Qa-
nun Jinayat. Belasan mahasiswa itu juga meminta pemerintah pusat 
menghormati Qanun Jinayat yang telah ditandatangani Ketua DPRA. 
KAMMI Langsa mendesak Pemerintah Aceh, terutama Gubernur Ir-
wandi Yusuf, untuk segera melaksanakan Qanun Jinayat. Walaupun 
Gubernur Aceh tidak menandatanganinya, namun secara hukum Qa-
nun Jinayat itu sudah dianggap sah pada 15 Oktober 2009, terhitung 
satu bulan sejak ditandatangani oleh Ketua DPRA pada 14 September 
2009. KAMMI Langsa juga menyayangkan munculnya oknum-oknum 
yang tidak setuju dilaksanakannya hukum berdasarkan syariat Islam 
secara kafah di Aceh, baik dari oknum pemerintah maupun masyara-
kat sipil, dengan berbagai alasan dan dalih. Lihat Serambi Indonesia, 
07/11/2009. Selain itu, DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mas-
jid Indonesia (BKPRMI) Aceh mendesak Pemerintah Aceh, dalam hal 
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yang mendukung sikap Irwandi Yusuf.68
Pada awal mulanya, sebagaimana dituturkan oleh Muslim 
Ibrahim, hukuman rajam tidak masuk dalam Rancangan 
Qanun Jinayat dan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat, 
meski di dalamnya terdapat Pasal tentang zina. Keinginan 
untuk mengakomodir Pasal tentang zina inipun juga bukan 
bersifat sepihak, tapi berdasarkan masukan-masukan dari 
ulama dayah. Dia menjelaskan,
Sebenarnya begini. Konsep rancangan qanun jinayat itu 
sendiri kita lahirkan di MPU. Tapi waktu itu kita tidak 
masukkan masalah rajam. Tapi masalah zina ada. Qanun 
khalwat memang ada. Jadi kalau qanun khalwat ini 
ini Gubernur Aceh, untuk menandatangani Qanun Jinayat yang telah 
disahakan DPRA periode 2004-2009. Sebab, hal itu menjadi salah 
satu bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam 
di Aceh.  Demikian salah satu isi rekomendasi Musyawarah wilayah 
(Muswil) Ke-8 DPW BKPRMI Aceh. Serambi Indonesia, 17/11/2009.  
68Di antara  kelompok yang  setuju untuk menunda diberlakukan-
nya Qanun Jinayat di Aceh adalah Jaringan Masyarakat Sipil Peduli 
Syariat (JMSPS). Kelompok ini meminta DPRA membatalkan rencana 
pembahasan atau revisi Qanun Jinayah. JMSPS menilai banyak perka-
ra-perkara lain yang harus mendapat prioritas untuk diatur dengan 
hukum syariat, seperti lembaga-lembaga pemerintahan dan perbank-
an di Aceh. Menurut Affan, lembaga-lembaga pemerintahan di Aceh, 
mulai dari tingkat provinsi sampai gampông harus diperkuat dengan 
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan panduan hukum-hukum 
politik Islam. Selanjutnya, tambah Affan, lembaga-lembaga keuangan 
dan perbankan harus diatur dengan hukum-hukum ekonomi Islam. 
Ia menambahkan, qanun pidana (jinayah) baru akan berjalan baik jika 
lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, lembaga keuangan dan 
perbankan, serta lembaga pendidikan sudah diselenggarakan berbasis 
syariat atau sesuai dengan hukum-hukum dan pemikiran Islam ter-
lebih dahulu. http://atjehpost.com/read/2012/06/13/11797/0/60/
Revisi-Qanun-Jinayah-Harus-Ditunda diakses tanggal 13/06/2012.
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dilaksanakan dengan bagus, maka akan tertutup pintu 
zina dsb. Namun demikian, karena kelihatannya desakan 
dari kalangan pesantren dsb itu, maka perlu dimasukkan 
Pasal zina. Tapi dalam zina tidak kita rincikan dengan 
panjang. Cukup zina, 100 kali cambuk. Artinya kan zina 
ghayru muhsan. Kalau yang muhsan kan yang dikenai 
rajam itu.  Kemudian kita juga tidak memasukkan 
kategori zina dengan anak-anak dan sebagainya. Ini 
artinya sekadar memenuhi tuntutan orang-orang yang 
rancangan qanun yang kita punya masih sangat kurang. 
Itupun kan juga belum sosialisasi. Tahu-tahu dibahas 
di Dinas Syari’at Islam, kita bahas juga di LSM dan lain 
sebagainya masih tetap seperti itu tapi lebih bagus, lebih 
rapi bahasa dan lain sebagainya, akhirnya kan diajukan 
ke DPR oleh Gubernur oleh Biro Hukum. Waktu di DPR 
masuk, otomatis karena berjalan berduaan dengan 
rancangan qanun hukum acara jinayatnya, jadi otomatis 
harus masuk dua-duanya. Makanya masuklah rajam di 
situ yang sebenarnya juga menjadi bahan perdebatan di 
antara mereka, karena ini masalah nyawa. Nah karena 
masalah nyawa, kita kembalikan saja ke Mahkamah 
Agung. Makanya dikatakan dalam hukum acaranya, 
pelaksanaannya dikembalikan kepada Mahkamah Agung. 
Jadi kita juga kaget. Kagetnya waktu itu muncul Pasal 
rajam itu....69
Penjelasan Muslim Ibrahim di atas juga dipaparkan oleh 
Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A. Hamid Zein 
bahwa materi hukum rajam dimasukkan secara sepihak 
oleh anggota legislatif yang membahas Raqan Jinayat. 
Selanjutnya dalam pembahasan tahap akhir, pihak eksekutif 
belum setuju dengan hal tersebut, namun legislatif tetap 
69Wawancara tanggal 27/06/2012. 
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saja mengesahkan raqan tersebut menjadi qanun. Padahal, 
lanjut Hamid Zein, dalam tata cara pembahasan qanun atau 
peraturan daerah, sebuah rancangan qanun atau rancangan 
peraturan daerah baru bisa disahkan menjadi qanun atau 
perda apabila legislatif dan eksekutif sudah sepakat dengan 
isi dari peraturan yang akan disahkan.70
Terkait dengan hal ini Al Yasa’  Abubakar, salah seorang 
tokoh cendekiawan muslim Aceh yang sangat berperan 
penting dalam merancang dan mengawali roda pelaksanaan 
syari’at Islam di Aceh juga menjelaskan,
Kenapa rajam masuk dalam qanun itu. Itu kan problem 
abad pertengahan yang tidak masuk pada abad modern. 
Kalau rajam itu dimasukkan, harus ada kajian yang jernih 
dari perspektif ilmu hukum, bukan hanya dalam satu baris. 
Nah ini kan kajian hukumnya tidak ada...Saya sebenarnya 
sangat terbuka dengan masukan-masukan dari berbagai 
pihak, tapi tetap dalam kerangka al-Qur’an dan sunnah, 
karena saya ingin al-Qur’an dan sunnah ini dilaksanakan 
di masa modern, bukan di abad pertengahan. Pertama 
masuk raqan itu memang saya dan Pak Rusydi tidak ada. 
Kemudian ketika kami masuk, diskusi, lalu setuju rajam 
itu dicabut. Jadi secara formal, saya waktu itu katakan, 
kita tidak diberi ijin menambah hukuman cambuk. Jadi 
Qanun Aceh tidak akan menyentuh hukuman mati. Qanun 
Aceh sampai mapan hanya menyentuh hukuman cambuk 
saja. Jadi kalau hukuman cambuk sudah jelas, suasananya 
sudah bagus, maka sampai lima atau sepuluh tahun, baru 
ditambah hukuman mati. Jadi kalau kejaksaan, kepolisian, 
pengadilan semuanya sudah sinkron dalam pelaksanaan 
syari’at Islam di Aceh, maka baru bisa ditambah dengan 
hukuman mati. Hukuman cambuk saja kita sudah 
70Serambi Indonesia, 28/10/2009. 
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keteteran melaksanakannya, bagaimana mau ditambah 
lagi dengan rajam? Saya rasa problem akademiknya 
memang harus diselesaikan terlebih dahulu....71
Karena pro dan kontra mengenai pengesahan Qanun 
Jinayat dan Hukum Acara Jinayat ini semakin berkembang, 
maka muncullah pendapat-pendapat yang menyarankan agar 
Qanun ini dikaji ulang dan direvisi. Al Yasa’  Abubakar dalam 
diskusi publik bertema “Mengupas tuntas Qanun Jinayat” 
yang dilaksanakan Yayasan Hate Donya, Jumat 19/3/2010 
mengatakan bahwa Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat 
yang disahkan DPRA dinilai berpotensi memicu munculnya 
pemahaman beragam (multitafsir) dari kalangan masyarakat 
sehingga subtansinya harus segera dibahas kembali untuk 
menemukan satu formula yang tepat sebagai sebuah produk 
hukum yang dapat diterapkan di Aceh.72 
Lebih lanjut lagi, Al Yasa’  berpendapat bahwa kalaupun 
hukuman rajam disetujui semua fraksi dan juga oleh Eksekutif 
(karena Eksekutif berubah pikiran dan karena itu Raqan ini 
akan menjadi qanun), maka hukuman tersebut tidak akan 
dapat dijalankan secara nyata karena pengertian rajam tidak 
dijelaskan di dalam Raqan Hukum Jinayat dan tata acara 
pelaksanaan rajam pun tidak diatur di dalam Raqan Hukum 
Acara Jinayat yang akan disahkan tersebut. Berikutnya, 
sekiranya DPRA dan Eksekutif berusaha menyempurnakan 
hukum acaranya (termasuk memasukkan pengertian rajam), 
maka waktu sepekan yang biasanya disediakan untuk padu 
serasi tidak akan memadai. Kalau tetap dipaksakan juga, 
71Wawancara tanggal 05/07/2012. 
72Serambi Indonesia, 20/03/2010. 
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maka kekurangannya akan lebih banyak dari kelebihannya 
dan itu akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan 
ketidakpastian hukum, yang akan mengundang kritik dan 
ketidakpuasan berkepanjangan atas pelaksanaan Syariat 
Islam di Aceh.73  
Kekhawatiran Al Yasa’  ini juga disampaikan oleh Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang mengatakan 
bahwa secara teknis yuridis, bisa saja ada beberapa problema 
yang muncul nantinya. Misalnya, akan ada benturan dengan 
KUHP, karena definisi zina di dalam KUHP berbeda dengan 
yang didefisinikan di dalam Qanun Jinayat.74 Selanjutnya 
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Evi Narti 
Zain mengatakan, terkait polemik yang terjadi terhadap 
pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara 
Jinayat, pihaknya meminta semua pihak, baik gubernur, 
politisi, DPRA, ulama, dan berbagai komponen masyarakat 
segera duduk untuk membahas jalan ke luar dari polemik 
ini. Jika masing-masing pihak terlalu lama berdebat di media 
bisa mengakibatkan kebingungan di tataran masyarakat 
yang menjurus pada munculnya fitnah terhadap kelompok 
tertentu.75
Dalam sebuah workshop yang diadakan oleh Jaringan 
Masyarakat Sipil Peduli Syari’ah (JSMPS)76 di Hermes 
73Alyasa’ Abubakar, “Rancangan Qanun Jinayat, Kapan Dibahas 
Lagi?,” Serambi Indonesia, 16/04/2010. 
74Serambi Indonesia, 16/09/2009. 
75Serambi Indonesia, 28/10/2009. 
76Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) terdiri dari 
sejumlah LSM seperti Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, 
LBH Apik, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Pusat Studi HAM 
Unsyiah, SP Aceh, Kontras Aceh, Fatayat NU, Koalisi Prempuan Indo-
nesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Violet Gray, Bungong Jeumpa, 
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Palace, Banda Aceh, pada tanggal 21 dan 22 November 2009 
yang mengundang peserta dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, advokat dan Wilayatul Hisbah dicapai kesimpulan 
bahwa Qanun Jinayat yang sudah disahkan oleh DPRA 
belum bisa diterapkan dan perlu dikaji kembali. Ada yang 
beralasan bahwa konsepnya belum maksimal, ada juga yang 
memprotes masalah sanksi, ada yang mengatakan bahwa 
qanun ini berbenturan dengan HAM dan ada yang menilai 
penerapannya cukup sulit, dan ada juga yang mengatakan 
masyarakat Aceh belum siap. Meski demikian, pada dasarnya 
mereka memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan 
syari’at Islam di Aceh dengan catatan untuk senantiasa 
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, 
kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.77
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari workshop ini 
adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan aspek hukum tentang pengesahan 
sebuah Qanun, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 232 dan 234, 
dimana Rancangan Qanun Jinayat dan Rancangan 
Qanun Acara Jinayat belum sah sebagai Qanun. Untuk 
itu pemerintah harus mengeluarkan pernyataan 
resmi tentang status hukum Rancangan Qanun 
tersebut saat ini, sehingga tak menjadi polemik dan 
menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang 
akan mengganggu suasana perdamaian di Aceh.
2. Melakukan peninjauan/pengkajian ulang yang lebih 
dan Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh. 
77“Qanun Jinayah di Mata Penegak Hukum”, Tabloid Kontras, No-
mor 517, Tahun XI, 26 November-02 Desember 2009.  
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mendalam terhadap substansi Rancangan Qanun 
Jinayat Dan Rancangan Qanun Acara Jinayat, karena 
masih banyak terdapat pengertian atau batasan 
jarimah yang multi-tafsir (khalwat, ikhtilat, liwath, 
pemerkosaan, perzinahan, musahaqah dan pelecehan 
seksual). Itu dinilai tidak jelas dan tidak koheren 
antara satu Pasal dengan Pasal lainnya, sehingga 
membuka ruang untuk impunitas bagi pelaku dan 
tidak mempunyai kepastian hukum sehingga sulit 
untuk diimplementasikan, serta belum selaras dengan 
beberapa peraturan perundangan lainnya.
3. Melakukan peninjauan/pengkajian kembali terhadap 
bentuk dan jumlah ancaman hukuman karena bentuk 
dan jumlah ancaman hukuman yang terdapat dalam 
Rancangan Qanun ini, belum sesuai dengan kondisi 
sosial ekonomi dan budaya masyarakat Aceh saat ini, 
serta belum adanya pengkajian yang mendalam baik 
dalam konsep Islam maupun Hukum Nasional.
4. Pemerintah harus memprioritaskan Syariat Islam 
di Aceh, dengan peningkatan pendidikan dan 
pemahaman terkait dengan Syariat Islam dan 
peningkatan sumber daya manusia, baik masyarakat 
maupun penegak hukum serta penyediaan sarana dan 
prasarana penegakan hukum, sehingga qanun-qanun 
yang akan dihasilkan menjadi efektif dan memberikan 
keadilan, kemaslahatan, kedamaian dan kesejahteraan 
masyarakat.78
78“Qanun Jinayah di Mata Penegak Hukum”, Tabloid Kontras, No-
mor 517, Tahun XI, 26 November-02 Desember 2009. 
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Pada Tahun 2012, pendapat-pendapat terkait dengan 
perdebatan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat  ini 
kemudian disahuti oleh Penjabat Gubernur Aceh, Tarmizi 
A. Karim dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
188/422/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Pembentukan 
Tim Perumus Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum 
Jinayat dan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara 
Jinayat. Tim perumus ini bertugas: pertama, untuk membuat 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Qanun 
Aceh tentang Hukum Jinayat dan Rancangan Qanun Aceh 
tentang Hukum Acara Jinayat; Kedua, menyempurnakan 
Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan 
Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat. 
Tim ini diketuai oleh Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH 
(Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh), selaku sekretaris adalah 
Makmur, SH, M. Hum (Kepala Biro Hukmas Setda Aceh) 
dan anggota-anggota yaitu: Prof. Dr. H. Al Yasa’  Abubakar, 
MA, Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH, MH, Prof. Dr. Syahrizal 
Abbas, M.Ag, Muhammad Junaidi, SH, MH, Hasnul Arifin 
Melayu, MA dan Feriyana, SH, M.Hum. Berikutnya  Penjabat 
Gubernur Aceh mengeluarkan surat Nomor 188/14257 pada 
tanggal 21 Mei 2012 tentang tim asistensi pembahasan 
Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah dan 
Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah.
Dari proses pembahasan yang berlangsung setelah 
sebelumnya mendapatkan masukan-masukan dari berbagai 
pihak, pada Bagian Kelima Pasal 24 dinyatakan:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina 
diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali 
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cambuk
(2) Setiap orang yang dijatuhi ‘uqubat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir 
penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. 
Adapun zina sendiri didefinisikan sebagai “persetubuhan 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa 
ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.” 
Dari definisi ini terlihat bahwa di dalamnya tidak dibedakan 
antara pezina yang sudah menikah (muhsan) ataupun belum 
(ghayr muhsan).
Berbicara lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat Aceh 
terkait dengan hukuman bagi pelaku zina di Aceh, dari data 
lapangan yang penulis dapatkan,  tidak sedikit masyarakat 
yang memandang bahwa rajam bagi pelaku zina yang sudah 
menikah perlu diberlakukan di Aceh, namun demikian 
ada juga yang  berpandangan bahwa rajam perlu hati-hati 
diberlakukan. Zulkifli berpendapat,
Kalau kita lihat, harusnya itu bukan dalam qanun 
dijelaskan bahwa orang  yang berbuat zina harus dirajam, 
karena itu telah ditentukan oleh al-Qur’an, sebenarnya 
tidak ada satu tantangan bagi kita untuk melaksanakan 
itu, karena kita adalah orang muslim, dalam Islam telah 
dijelaskan bahwa orang yang berzina itu harus dirajam, 
mungkin dasar hukum untuk penegakan sanksi maka 
dibuatlah qanun, hal itu bukanlah suatu masalah, hanya 
untuk menguatkan Islam.79
Selanjutnya Ihsan menguatkan bahwa dengan 
dilaksanakan rajam, maka akan menjadi sebuah pelajaran 
79Wawancara tanggal 9 November 2010. 
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berharga bagi orang lain untuk tidak melakukan zina lagi. 
Ihsan mengatakan,
Saya sangat setuju diterapkan hukum rajam, karena kalau 
tidak kita buat seperti itu dan hanya tertumpu pada 
nasihat saja, di saat itu ia dapat mendengar, tapi dalam 
kesempatan yang lain ia  berbuat lagi. Yah dengan rajam 
itu ia sudah dapat merasakannya, apa lagi disaksikan oleh 
orang banyak, sehingga dapat menjadi contoh.80
Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, 
Hamdan berpendapat bahwa hukuman rajam tidak bisa 
dengan serta merta diberlakukan di Aceh. Meski tidak 
menolaknya, dia menegaskan perlunya penegakan keadilan 
hukum terlebih dahulu di Aceh sebelum memberlakukan 
rajam. Dengan kata lain, pemberlakuan rajam harus 
dilakukan dengan cermat dan hati-hati secara gradual. Dia 
mengatakan,
...sudah banyak orang yang seharusnya dihukum tapi 
tidak dihukum. Kadang-kadang kalau kena kepada orang-
orang pejabat, tidak dicambuk dan kasusnya hilang-pelan-
pelan, seperti kasus Kajari di Sabang. Tapi kalau kena 
masyarakat biasa, orang kampung, orang miskin langsung 
diumumkan inilah orang-orang yang melanggar hukum. 
Ini kan hukumnya berat sebelah. Untuk itu menurut 
pendapat saya hukum rajam belum bisa dilaksanakan saat 
ini. Untuk cambuk saja belum jalan,  bagaimana nanti 
dengan hukum rajam?  Kalau cambuk sudah normal, baru 
kita tingkatkan kepada rajam. Di samping itu di mesjid-
mesjid kecamatan dan kabupaten sering dilaksanakan 
cambuk kepada orang-orang yang miskin, tapi ketika kena 
80Wawancara tanggal 9 November 2010. 
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para pejabat yang terlibat khalwat tidak dilaksanakan 
cambuk, bahkan ketika terjadi pada WH sendiri, pelan-
pelan hilang kasusnya.  Saya melihat bahwa hukum rajam 
ini cocok karena kedua-duanya akan dihukum dan tidak 
berat sebelah, laki perempuan sama saja, tapi haruslah 
bertahap.81
Hal yang menarik, ketika peneliti mempertanyakan 
lebih lanjut mengenai sinyalemen kalangan yang menolak 
pemberlakuan cambuk dan rajam karena disinyalir 
bertentangan dengan supremasi hak-hak asasi manusia 
(HAM), rata-rata para masyarakat menolak penilaian 
sedemikian rupa. Terkait hal ini Ibrahim berpendapat,
Kalau kita bicara syari’at sebenarnya tidaklah masalah 
dengan memasukkan hukum rajam. Tapi kalau sekarang, 
kita tahu orang lebih percaya dan takut pada HAM di 
banding dengan agama. Jadi ini susah juga pemerintah 
atau DPR untuk mensahkan Undang-Undang  ini. Padahal 
kalau kita melaksanakan  syari’at Islam, harusnya HAM 
dinomorduakan.  Sama juga seperti kita mendidik anak-
anak. Kalau dulu kita berikan anak ke teungku-teungku, 
kita serahkan semua, kecuali sudah berdarah baru kita 
kembalikan ke orang tuanya. Tapi kalau sekarang, kalau 
kita marahi atau kita jewer, atau tampar, maka datang 
orang tuanya dan marah.82
Sejalan dengan pendapat Ibrahim, Iqbal menegaskan,
Kalau kita kembali ke HAM, maka  hal itu tidak akan jalan. 
Allah telah menentukan hukumnya, kalau mencuri potong 
tangan, kalau berzina dicambuk dan dirajam. Kalau kita 
81Wawancara tanggal 10 November 2010. 
82Wawancara tanggal 13 November 2010. 
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merujuk kepada HAM, maka kadang-kadang HAM itu 
bukanlah hukum bagi orang Islam. Kalau kita berpikir 
HAM, maka tidak akan jalan.  Kalau kita berbicara dengan 
HAM, maka bertentangan. Tapi kalau kita merujuk pada 
hukum Islam dan sesuai dengan syari’at Islam, maka hal 
itu tidaklah bertentangan.83
Sementara itu Ihsan mengatakan,
Saya rasa tidak, kalau berpikir melanggar HAM, itu tidak 
akan pernah jalan. Saya lebih condong kepada metode 
pada zaman dulu, seperti memukul anak dengan tujuan 
mendidik. Itu menjadi pelajaran bagi anak. Justru 
orang-orang yang lama itu sangat taat dan patuh kepada 
masyarakatnya, karena mereka menyadari ketika mereka 
dipukul, mereka telah melakukan kesalahan, sehingga 
mereka dapat berubah. Nah kalau sekarang sedikit saja 
kita pukul lalu dikatakan melanggar HAM. Nah saya pikir 
HAM itu tidak cocok bagi kita. Kalau ia salah ya harus 
dihukum.84
Senada dengan argumen Ibrahim, Iqbal dan Ihsan di atas, 
Hamdan mengatakan,
Kalau kita serius melaksanakan syari’at Islam, kita 
abaikanlah hukum internasional. Kenapa di Arab Saudi 
bisa, kenapa di Aceh tidak bisa? Kalau Indonesia tidak 
ikhlas memberikan syari’at Islam, jangan berikan! 
Jangan setengah-setengah! Kan sekarang pemerintah 
sudah penuh memberikan kesempatan untuk 
pelaksanaan syari’at Islam, maka orang Aceh harus 
serius melaksanakannya. Kalau dikatakan syari’at Islam 
melanggar HAM, sebetulnya tidak. Syari’at Islam lebih 
83Wawancara tanggal 11 November 2010. 
84Wawancara tanggal 9 November 2010 
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menghargai dari pada HAM. Islam itu yang menjaga 
HAM; rajam itu tidak melanggar HAM, tidak. Itu Allah 
telah menetapkan. Ia masuk surga nanti kalau meninggal. 
Kalau ia mati karena rajam, ia akan masuk surga. Itu yang 
perlu kita garis bawahi. Jadi hukum rajam untuk memberi 
peringatan kepada orang lain, bukan untuk menyiksa 
orang.85
Adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat 
mengenai hukuman rajam di atas juga terjadi di kalangan 
aparat penegak hukum di Aceh.
Doni, salah seorang personil Wilayatul Hisbah Aceh 
Tamiang mengatakan,
Menurut saya, rajam belum waktunya diberlakukan 
di Aceh. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari, 
anggaplah rancangan qanun jinayat, itu kan harus betul-
betul ada 4 orang saksi yang melihat betul-betul secara 
langsung. Karena kenapa? Kalau hukuman rajam itu 
betul diterapkan, memang sebetulnya kita harus bisa 
mentafsirkan apa yang sudah tercantum dalam firman 
Allah Surat an-Nur ayat 2. Artinya pelaksanaan hukuman 
bagi pelaku zina memang harus pelan-pelan. Jangankan 
untuk hukuman rajam, hukuman bagi pelaku khalwat 
saja masih bermasalah dalam pelaksanaannya. Makanya 
hukum acaranya perlu dibenahi. Karena itu rajam masih 
belum bisa diberlakukan.86
Lebih lanjut, Zulkifli dengan tegas menekankan bahwa 
konsep HAM yang selama ini sering dijadikan acuan dan 
85Wawancara tanggal 10/11/2010. 
86Wawancara tanggal 05/04/2012 
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dalih untuk menolak pemberlakuan syari’at Islam sama 
sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Dia berpendapat,
Kalau kami lihat bahwa HAM itu tidak sesuai dengan 
ajaran Islam,  karena kita bertentangan dengan HAM, 
seperti dalam al-Qur’an bahwa anak yang tidak shalat itu 
disuruh beri sanksi, orang yang berzina disuruh rajam, itu 
acuan kita sebenarnya bagi orang Islam, sedangkan HAM 
ini tidak berhubungan dengan Islam, saling bertolak 
belakang. 87 
Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa konsep 
HAM sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan 
masyarakat Aceh sendiri. Sangat bisa jadi hal ini dikarenakan 
mereka belum memiliki pemahaman yang komprehensif 
mengenai konsep HAM itu sendiri, atau bisa jadi hal ini 
dikarenakan selama ini mereka memiliki pandangan bahwa 
implementasi HAM justru lebih politis sifatnya. Penilaian 
ini misalnya tersirat dari jawaban-jawaban informan yang 
senantiasa mengaitkan HAM dengan perilaku dunia Barat 
(dalam hal ini Amerika Serikat khususnya) yang dalam 
kebijakan luar negerinya justru sering terkesan melanggar 
HAM. Dikarenakan orientasinya adalah dunia Barat, yang 
nota bene dianggap representasi non muslim, akhirnya 
muncullah kecurigaan-kecurigaan bahwa konsep HAM  itu 
sendiri memuat kebencian terhadap umat Islam. 
Hal menarik dipaparkan oleh Muslim Ibrahim bahwa 
pada dasarnya pelaksanaan syari’at Islam di Aceh tidak 
bisa dikatakan bertentangan dengan HAM karena selain 
didasarkan pada pemenuhan keinginan masyarakat Aceh 
87Wawancara tanggal 9 November 2010. 
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juga ketentuan-ketentuan yang ada telah disusun sedemikian 
rupa dengan pertimbangan menghormati nilai-nilai HAM. 
Bahkan terkait dengan aturan tentang tindak pidana zina 
pada dasarnya perlu dilihat dalam konteks maslahat yang 
lebih luas, tidak dengan perspektif yang sempit. Lebih lanjut 
lagi, diskursus mengenai HAM menurutnya perlu  dipandang 
secara obyektif. Ada nilai-nilai HAM yang sifatnya universal 
dan ada nilai-nilai HAM yang sifatnya partikular disesuaikan 
dengan kearifan lokal masyarakat. Berikut tanggapan Muslim 
Ibrahim mengenai apakah rajam bertentangan dengan HAM 
ataukah tidak.
Kalau menurut saya, sebenarnya tidak. Sebab konsep 
HAM dewasa ini saya lihat kurang komprehensif melihat 
berbagai macam pihak. Misalnya, potong tangan bagi 
pencuri, itu kan kejam. Tapi tidak dilihat dari barang 
curiannya itu. Ini juga rajam. Tidak dilihat dari bahayanya 
kepada masyarakat bila zina ini dibiarkan. Bisa lebih 
parah lagi. Apalagi bila dikaitkan dengan konsep Islam 
yang sangat menjaga faktor kesucian nasab. Itu satu. Yang 
kedua, saya pernah didatangi oleh seorang pakar HAM, 
perempuan dari Perancis. Dia termasuk salah seorang 
anggota  perumus HAM PBB. Karena waktu itu mulai 
cambuk di Aceh, goncang dunia, sehingga PBB mengirim 
orang kemari. Tapi awal mulanya PBB mengundang 
Gubernur Irwandi untuk datang ke sana, tapi kemudian 
dikirim Asna bersama dengan wakil Menteri Agama, 
waktu itu masih Bapak Nazaruddin. Ada lagi, entah siapa 
saya tidak ingat. Tapi karena tidak puas, dikirimlah timnya 
ke lapangan. Termasuk wawancara dengan MPU, dengan 
Dinas Syari’at Islam, dengan pihak Kantor Gubernur 
dsb. Jadi waktu dengan saya, juga tidak cukup waktu di 
kantor. Kemudian kami lanjutkan lagi diskusi sampai 3 
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jam.  Jadi dia bilang, “Kami kira itu sekelompok orang 
mengeroyok saja orang yang berzina, orang yang berdua-
duaan, kami pikir tidak ada aturan-aturan?”.  Tapi waktu 
saya jelaskan, kita punya qanun, Perda, kemudian sampai 
cara pelaksanaannya bagaimana, sampai ukuran rotannya 
bagaimana dan lain sebagainya, dan itu yang di Aceh ini 
sesuai dengan aturan perundang-undangan  di Republik 
Indonesia. Itu kan didasarkan pada Undang-Undang  No. 
18 yang merupakan anak atau keturunan dari Undang-
Undang  Dasar 1945. Undang-Undang  Dasar 1945 kan 
sejalan dengan Pancasila. “Oh begitu, kalau ada aturan ya 
silakan jalan saja, tidak ada masalah”, katanya. Jadi aturan 
itu yang penting dipelajari dengan baik. Bertentangan 
dengan HAM atau tidak. Kalau aturan sudah terbentuk 
ya silakan saja. Malah katanya, HAM ini mengandung 
nilai-nilai yang sangat umum karena berlaku bagi semua 
manusia tanpa terkecuali, tapi kan nanti ada ke daerah 
negaranya, adat istiadatnya, perlu dipertimbangkan oleh 
HAM. Oleh karena itu seandainya di daerah ini mengatur 
sesuatu, tanpa tertulispun asal disepakati oleh masyarakat 
semuanya silakan dilaksanakan apa adanya dan itu 
didukung oleh HAM, apalagi kalau ada aturan tertulis. 
Jadi kalau tingkat orang yang merumuskan HAM sendiri 
berpendapat seperti itu, saya semakin yakin bahwa saya 
tidak bersalah.88
Berbicara mengenai kasus zina di Aceh, dari penggalian 
data lapangan maupun pengungkapan kasus-kasus khalwat 
dan zina di Aceh yang dimuat di media massa, sebagian besar 
diselesaikan secara kekeluargaan89 dengan menikahkan 
88Wawancara tanggal 27/06/2012. 
89Dari data pelanggaran Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kabupaten 
Bireuen, sepanjang Tahun 2010, dari 31 kasus yang terungkap seban-
yak 30 kasus diselesaikan secara adat gampong. Dan 1 kasus diserahkan 
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pelaku apabila si pelaku dalam status sama-sama belum 
terikat tali pernikahan.90 Tapi bagi pelaku yang salah 
satunya sudah menikah, atau dua-duanya sama-sama sudah 
menikah ada yang dilanjutkan dengan memprosesnya secara 
hukum, ada pula yang diselesaikan dengan cara mengusirnya 
dari desa91 atau memberikan denda.92  Namun yang sangat 
disayangkan, proses-proses pemberian “sanksi adat”93 
kepada orang tua. Sementara data Tahun 2011, dari 48 kasus khalwat 
yang terungkap kesemuanya diselesaikan secara adat gampong. Doku-
men Daftar Pelanggaran Qanun No. 14 Tahun 2003 Wilayatul Hisbah 
Kabupaten Bireuen.  
90“Lagi, Pelanggar Khalwat Ditangkap, Sepasang di Dalam Rumah, 
Sepasang di Dalam Mobil,” Waspada, 16/01/2008; “Pasangan Khalwat 
Dinikahkan,” Serambi Indonesia, 29/01/2008; “Pelaku Khalwat Dini-
kahkan,” Serambi Indonesia, 28/03/2008; “Delapan Pasangan Khalwat 
Dinikahkan,” Serambi Indonesia, 30/04/2008; “WH Telah Nikahkan 
14 Pasangan,” Serambi Indonesia, 08/06/2008; “WH Nikahkan Satu 
Pasang Remaja,” Serambi Indonesia, 11/06/2008; “Warga Gani Tang-
kap Pasangan Khalwat Aceh Besar,” Serambi Indonesia, 25/08/2010; 
“Sepanjang 2010, Semua Kasus Khalwat Berakhir Damai,” http://har-
ian-aceh.com/2011/01/22/sepanjang-2010-semua-kasus-khalwat-
berakhir-damai diakses 22/01/2011; “Indehoi di Puskesmas, Perawat 
Dinikahkan,” http://aceh.tribunnews.com/2012/07/05/indehoi-di-
puskesmas-perawat-dinikahkan,  diakses 5/07/2012.
91“Pelaku Khalwat Dihukum Tinggalkan Desa,” Serambi Indonesia, 
22/04/2008; “Terapkan Reusam Gampong, Pelaku Khalwat diusir dari 
Desa,” Serambi Indonesia, 30/08/2008. 
92“Terkait Kasus Mesum Didenda Rp 5 Juta, DPRK Panggil Kadis 
Syariat Islam,” Serambi Indonesia, 10/06/2008; “Digerebek Bermesum 
Denda Lima Mayam Emas plus Diarak Warga,” Prohaba, 03/06/2010; 
“Warga Denda Pasangan Mesum Dua Ekor Kambing,” Serambi Indo-
nesia, 08/11/2010, “Pelaku Khalwat dikenakan Denda,” Serambi Indo-
nesia, 23/11/2010; “Pasangan Mesum di Aceh Barat, Didenda Rp 1,5 
Juta,” http://aceh.tribunnews.com/2012/01/02/pasang-esek-esek-
didenda-rp-15-juta, diakses 02/01/2012. 
93Sengaja diberikan tanda kutip (“...”) dikarenakan istilah ini ma-
sih diperdebatkan, meski seringkali diatasnamakan di media-media 
massa.  
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sedemikian rupa seringkali didahului adanya penghakiman 
massa, seperti memukuli si pelaku,94 memandikan pelaku 
dengan air comberan, merendam pelaku di air kotor, atau 
memandikan si pelaku di meunasah.95 Ironisnya perlakuan 
94“Pasangan Mesum Dihajar Massa,” Harian Aceh Rabu, 15 Agus-
tus 2007; “Warga Pante Pisang Tangkap Pasangan Khalwat,” Harian 
Aceh, 12/02/ 2008; “Mesum Dekat Masjid, Pegawai Kantor Imigrasi 
Dihamok Warga,” Harian Aceh, 22/09/ 2008; “Tiga bulan berkena-
lan lewat HP, Sepasang kekasih digaruk Warga,” Serambi Indonesia, 
06/10/2008; “Bertamu ke Rumah Janda, Yudi Dihajar Warga, Warga 
Kota Atas Sabang Gerebek Pasangan Khalwat,” Harian Aceh, 20/12/ 
2008; “Pasangan Mesum Ditangkap Warga,”  http://aceh.tribun-
news.com/2011/09/06/pasangan-mesum-ditangkap-warga, diakses 
6/09/2011; “Janda Pasok Buruh, Nyonya Kesepian Disatroni Estewe,” 
http://aceh.tribunnews.com/2012/06/03/janda-pasok-buruh-nyo-
nya-kesepian-disatroni-estewe, diakses 03/06/2012;    
95“Agen Plamboyan “Sudeep Janda” Ditangkap Warga, Setelah Di-
mandikan, Diserahkan ke WH,” Harian Aceh, Selasa, 05 Pebruari 2008; 
Ciuman di Depan Kampus Kedokteran Unsyiah, Sepasang Remaja Di-
mandikan Air Comberan,” Harian Aceh, 27/05/2008;    “Pasangan Khal-
wat Dimandikan di Rawa,” Serambi Indonesia, 05/06/2008. “Tertang-
kap Basah Sedang Indehoi, Mawardi Dan Elviani Direndam Di Kolam 
Ikan,” Harian Aceh, 08/10/2008; “Eh Oh di Rumah Kosong, Mugee Sayo 
Dan Janda, Dua Jam Dicomberankan,” Prohaba, 29/04/2010; “Warga 
Gani Tangkap Pasangan Khalwat,” Serambi Indonesia, 25/08/2010; 
“Operasi Satpol PP dan WH, Tiga Pasang Khalwat Digaruk,” http://har-
ian-aceh.com/2011/04/07/operasi-satpol-pp-dan-wh-tiga-pasang-
khalwat-digaruk diakses 07/04/2011; “Pemuda Glanggang dan Dara 
Tutong Dimandikan di Waduk,” http://harian-aceh.com/2011/08/26/
pemuda-glanggang-dan-dara-tutong-dimandikan-di-waduk diak-
ses 26/08/2011; “Mesum, PNS Beristri ‘Dihadiahi’ Air Parit,” http://
aceh.tribunnews.com/2011/08/18/mesum-pns-beristri-dihadiahi-
air-parit diakses 18/08/2011; “Habis Sembunyi di Kolong, Mandi di 
Kolam,” http://aceh.tribunnews.com/2012/06/20/habis-sembunyi-
di-kolong-mandi-di-kolam diakses 20/06/ 2012; “Wara Wiri Diakhiri 
Masuk Kakoh,” http://aceh.tribunnews.com/2011/08/12/wara-wiri-
diakhiri-masuk-kakoh, diakses 12/08/2011; “Poh Bandet Di Rumah 
Kosong,” http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/08/19/
poh-bandet-di-rumah-kosong, diakses 19/08/2011; “Bercumbu di 
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tidak manusiawi dengan mengatasnamakan adat Aceh 
sedemikian rupa seringkali dibiarkan oleh aparat penegak 
hukum. Padahal dalam adat Aceh sendiri tidak pernah 
dikenal adanya perlakuan tidak manusiawi seperti itu. 
Meski banyak pihak yang menyayangkan,96 namun jarang 
sekali terdengar adanya penindakan terhadap masyarakat 
yang telah melakukan tindakan sedemikian rupa yang pada 
dasarnya  bertentangan dengan semangat hukum Islam, 
hukum nasional maupun hukum adat Aceh sendiri.97 
Kost, Pelajar dan Mahasiswa Mandi I Leubeung,” http://aceh.tribun-
news.com/m/index.php/2011/09/10/bercumbu-di-kost-pelajar-dan-
mahasiswa-mandi-i-leubeung, diakses 10/09/2011; “Duda dan Janda 
direndam dalam Tambak,”  http://aceh.tribunnews.com/m/index.
php/2011/09/14/duda-dan-janda-direndam-dalam-tambak, diakses 
14/09/2011; “Suami Membajak Sawah, Istri Dibajak Mantan Keu-
chik,” http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/02/17/suami-
membajak-sawah-istri-dibajak-mantan-keuchik, diakses 17/02/1012; 
“Pasangan Mahasiswa Dihukum Berenang di Parit,” http://aceh.
tribunnews.com/2012/04/29/pasangan-mahasiswa-dihukum-bere-
nang-di-parit, diakses 29/04/2012; “Antar Tunangan Orang, Warga 
Sakti Dimandikan,” http://aceh.tribunnews.com/2012/06/04/antar-
tunangan-orang-warga-sakti-dimandikan, diakses 04/06/2012; “Ayah 
Dua Anak Ditangkap Bersama Mahasiswi,” http://aceh.tribunnews.
com/2012/06/21/ayah-dua-ditangkap-bersama-mahasiswi, diakses 
21/06/2012. 
96Aksi-aksi main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan, me-
mandikan si pelaku khalwat/zina, mengarak dsb sempat disorot oleh 
pemerhati syari’at Islam di Aceh karena dianggap kontra produktif 
dengan pelaksanaan syari’at Islam itu sendiri dan bertentangan den-
gan adat Aceh, bahkan diancam dengan sanksi pidana penjara. Li-
hat “Pengarak Pelaku Khalwat diancam Penjara,” Serambi Indonesia, 
24/01/2009.
97Meski demikian, tercatat beberapa kasus yang kemudian justru 
akhirnya diproses oleh kepolisian berdasarkan pengaduan si korban 
antara lain adalah kasus dilaporkannya lima aparat Gampong Blang 
Gunci, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara ke polisi terkait                 pen-
anganan kasus khalwat M. Nur. Mereka dilaporkan M. Nur Abdullah, 
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Eksesnya, dalam cakupan yang luas, implementasi syari’at 
Islam di Aceh menjadi ternoda dengan aksi-aksi tersebut. 
Mengenai hal ini, Badruzzaman, salah seorang tokoh adat 
Aceh menjelaskan:
Perlu saya tegaskan bahwa tindakan-tindakan menyiram 
dengan air comberan itu bukan bagian dari adat Aceh. Itu 
adalah perilaku anak muda yang brutal. Inilah karena kita 
pelaku khalwat, atas dugaan penganiayaan dan perampasan sepeda 
motor BL 4096 QP. Kelima aparat gampong itu, Geuchik Blang Gunci 
Ismail A Gani, Sekdes Blang Gunci Teuku Bukhari, Kaur Umum Tgk 
Muhammad Diah, Tuha Peut Tgk Nurdin, Kadus Bahagia, Abdullah Ali, 
serta Imum Mukim Paya Bakong Zakaria Is. Kejadian ini terjadi Rabu 
(2/3/2011) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, di meunasah Gampong 
Blang Gunci sedang berlangsung ceramah maulid. Pelaku khalwat M 
Nur dan RS, (18), teman perempuannya, warga gampong setempat, 
didapati warga sedang berkhalwat di rumah RS. Usai ceramah, sekitar 
pukul 00.30 WIB, kedua pelaku itu digiring ke meunasah. Sebelum-
nya mereka sempat ditampar massa yang marah. Disaksikan Geuchik 
Matang Barouh M. Isa Aji, perangkat gampong mencoba memediasi 
kasus khalwat tersebut. Hasil musyawarah disepakati M. Nur bersedia 
membayar denda Rp1,5 juta. Namun, malam itu M. Nur tidak memi-
liki uang tunai, sehingga dia menggadaikan satu unit sepeda motor BL 
4096 QP kepada Geuchik Blang Gunci dengan syarat akan ditebus pal-
ing lambat 9 Maret 2011. Tapi ternyata M. Nur kemudian mengadu-
kan ke pihak kepolisian karena merasa telah terjadi penganiayaan 
dan perampasan. Lihat, http://harian-aceh.com/2011/03/23/pelaku-
khalwat-polisikan-aparat-gampong diakses 23/03/2011. Berikutnya 
kasus pengaduan Muhammad Nazar (20) warga Gampong Batoh, Ke-
camatan Luengbata, Banda Aceh kepada Polisi karena ditampar oleh 
anggota WH. Hal ini terjadi karena Muhammad Nazar yang sedang 
duduk berdua-duaan dengan pacarnya di atas sepeda motor, ditegur 
anggota WH yang sedang berpatroli. Karena tidak terima, ia mema-
ki anggota WH tersebut. Akhirnya terjadilah peristiwa penamparan 
tersebut, yang kemudian dilanjuntukan dengan pengaduan ke kepoli-
sian. Lihat “Ditegur Mesraan di Sepmor Malah Maki WH,”, http://
aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/01/26/ditegur-mesraan-
di-sepmor-malah-maki-wh, diakses 26/01/2012.  
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tidak tegas dalam melakukan tindakan hukum kepada si 
pelanggar. Karena kecewa, maka mereka melakukan hal-
hal sedemikian rupa, dimandikan dengan air kotor, ada 
yang dibawa keliling, diarak dsb, itu semua kita larang 
sebenarnya. Tidak ada dalam adat Aceh itu. Artinya itu 
hanya bagian dari perilaku anak-anak muda yang mung-
kin karena merasa dongkol. Para orang tua sebenarnya ti-
dak membolehkan hal sedemikian rupa. Jadi memang ada 
satu dua tempat yang melakukan itu, tapi itu bukan format 
adat seperti itu. Adat justru melarang hal seperti itu.98
Selanjutnya Badruzzaman menambahkan bahwa pada 
dasarnya adat Aceh yang kental dengan nuansa Islam, 
memegang prinsip untuk tidak menginjak-injak kehormatan 
pelaku zina, bahkan lebih dari itu sebenarnya secara implisit 
mengandung nilai perlindungan terhadap pelaku perempuan.
Saya bisa jelaskan bahwa format adat Aceh itu penuh 
dengan nilai-nilai Islami. Artinya, memegang prinsip 
bahwa dalam agama itu sebenarnya kita tidak boleh 
membuka aib orang lain. Kehormatan orang itu harus 
dilindungi. Itu prinsip. Kalau tidak salah apa Syafi’i yang 
memandang bahwa kalau seseorang didapati dengan jelas 
telah melakukan zina, maka keduanya boleh dinikahkan. 
Itu kalau saya tidak salah. Jadi itu juga mempengaruhi 
lingkungan. Jadi karena itu, supaya ini tidak diketahui 
orang aibnya, maka biasa adat menempuh jalan dibui 
selama setahun. Itu ada, tapi itu bukan aturan resmi, tapi 
orang tua ada melakukan hal seperti itu. Apalagi pada 
saat itu kan kita belum ada hukum syari’at karena pada 
umumnya  dibawa ke pengadilan umum. Kalau pengadilan 
umum, ia menggunakan hukum pidana. Jadi kalau tidak 
98Wawancara tanggal 26/10/2008. 
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ada tuntutan atau  karena suka sama suka, maka bisa 
dilepas. Jadi ini membuat masyarakat tidak puas. Sebab 
walau bagaimanapun kalau sempat seseorang berbuat hal 
demikian, berarti ia sangat merugi. Pertama, jika ia adalah 
perempuan, maka sampai tua pun ia tidak akan mendapat 
suami. Jadi justru orang tua berupaya melindungi itu. 
Apalagi mungkin sudah diketahui mengandung dua 
atau tiga bulan. Nah karena itu ada perasaan yang ingin 
melindungi si bayi yang akan lahir.99
Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Badruzzaman 
di atas, Saifuddin Bantasyam, salah seorang akademisi 
dan pegiat HAM terkemuka di Aceh mengatakan bahwa 
tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh 
masyarakat sedemikian rupa pada dasarnya adalah sebuah 
pelanggaran terhadap qanun itu sendiri dan HAM. 
Ini bisa dihubungkan dengan ketentuan dalam Islam, 
bahwa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh orang-
orang yang punya otoritas untuk itu, kadhi (Pak Anton 
pasti lebih paham tentang hal ini dibanding saya). 
Ketentuan ini dimaksudkan agar tercapai keadilan, dan 
bagi yang punya masalah, dapat melakukan pembelaan 
diri. Namun, jika kemudian masyarakat melaksanakan 
sendiri penghukuman kepada para pelaku khalwat 
tanpa memedulikan apakah tindakan khalwat itu sudah 
memenuhi syarat obyektif dan subjektif yang diatur 
dalam Qanun, maka masyarakat telah melanggar qaedah-
qaedah yang ada dalam Qanun itu sendiri dan kaedah-
kaedah universal hak asasi manusia, ketika orang-orang 
yang dihakimi tidak diberi kesempatan untuk membela 
diri. Beberapa sikap masyarakat seperti memandikan 
99Wawancara tanggal 26/10/2008. 
~ 172 ~ ~ 173 ~
dengan air comberan, mengarak pelaku, melakukan 
pemukulan (dapat dikategori penyiksaan) merupakan 
tindakan yang bahkan tak ada dalam rujukan dalam 
Islam (dengan ilmu saya yang sangat sedikit mengenai hal 
ini). Tindakan masyarakat juga tidak memiliki kepastian 
hukum, tidak memiliki asas keadilan, sebab dalam praktek 
ada pelaku-pelaku khalwat dengan kualifikasi yang sama 
namun oleh masyarakat misalnya dikenakan denda uang 
berbeda-beda, sanksi di satu tempat lebih berat dibanding 
tempat lain, di satu tempat ada yang dinikahkan, 
ditempat lain dibawa ke WH. Di satu tempat, pelaku 
dicambuk, ditempat lain dinasehatkan, atau dinikahkan, 
di tempat lain dipulangkan kepada orang tua. Menurut 
saya, penyelesaian oleh masyarakat seharusnya dalam 
bentuk nonfisik, namun harus tetap memperhitungkan 
apakah perbuatan khalwat itu memenuhi unsur pidana 
atau tidak, sebab jika tidak, maka terjadi pelecehan-
pelecehan.   Perilaku sebagian masyarakat dalam 
menangani kasus khalwat menabrak asas praduga tak 
bersalah yang merupakan asas universal; orang sudah 
dihakimi tanpa pembuktian atas kesalahan. Merujuk 
kepada Qanun No. 14, pengawasan masyarakat hanya 
dalam bentuk memberikan teguran dan laporan kepada 
WH jika mengetahui ada tindakan khalwat. Masyarakat 
telah menerjemahkan secara berlebih-lebihan ketentuan 
Qanun tsb.100
Secara teoritis, menurut perspektif teori hukuman, 
hukuman pada dasarnya didasarkan atas lima elemen 
mendasar: Pertama, hukuman harus melibatkan rasa sakit atau 
konsekuensi-konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak 
menyenangkan. Kedua, hukuman diberikan kepada orang 
100Wawancara tanggal 28/09/2009. 
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yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. 
Ketiga, hukuman harus diberikan kepada si pelanggar atas 
pelanggaran yang ia perbuat. Keempat, hukuman harus harus 
dirancang secara sengaja oleh pihak lain di luar si pelanggar. 
Kelima, hukuman harus dirancang dan dilaksanakan oleh 
pihak yang secara hukum memiliki kewenangan. 101 Dari 
perspektif teori ini, unsur-unsur pertama sampai ketiga 
bisa jadi terpenuhi dengan aksi main hakim sendiri yang 
dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat dan atau 
zina sebagaimana dipaparkan di atas. Namun unsur yang 
keempat dan kelima  menjadi terabaikan. Hukuman yang 
semestinya dirancang, diproses, dan dieksekusi oleh lembaga 
berwenang di luar masyarakat, justru dilanggar. Lebih dari 
itu, hak-hak pelaku untuk membela diri yang dijamin oleh 
hukum negara ini juga menjadi terabaikan.  
Persoalan selanjutnya sebenarnya tidak hanya berhenti 
sampai di sini. Ketika menikahkan dianggap sebagai sebuah 
solusi atas kasus-kasus khalwat dan zina yang terungkap 
di masyarakat, tanpa dilanjutkan dengan proses hukum 
sesuai ketentuan yang berlaku di dalam qanun, maka hal ini 
justru bisa membuka peluang terjadinya kesengajaan dalam 
melakukan khalwat atau zina agar bisa dinikahkan misalnya 
bagi pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua atau 
yang tidak mampu membayar mahar karena keterbatasan 
ekonomi. Di sisi lain, menikahkan pelaku khalwat atau zina 
juga bisa menimbulkan ekses negatif ketika si pelaku tidak 
sama-sama memiliki rasa cinta. Sehingga ketika sudah 
dinikahkan (dalam kondisi terpaksa), akhirnya rumah 
101H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility dalam Philosophy of 
Law, cet. I, Oxford: The Oxford University Press, 1968, hal. 4-5.  
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tangga yang dibinapun bisa berujung pada perceraian. Lebih 
rumit lagi, bila pelaku khalwat/zina tersebut salah satu atau 
keduanya terikat tali pernikahan dengan laki-laki/wanita 
yang lain. Sudah barang tentu masalahnya akan menjadi 
rumit bila dinikahkan. 
Terkait dengan hal ini Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh 
Tamiang mengatakan,
Saya melihat begini. Bisa jadi kasus-kasus khalwat 
diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat gampong. 
Padahal itu bukan penyelesaian juga sebenarnya. 
Sebab kalau kasus-kasus perzinaan diselesaikan secara 
kekeluargaan, maka justru akan bertambah. Orang lain 
akan melihat, okelah kalau begitu berzina aja, kan ujung-
ujungnya dinikahkan. Apalagi masalahnya misalnya 
si pelaku zina adalah orang yang sudah beristeri atau 
bersuami. Bagi laki-laki yang beristeri masalahnya 
mungkin agak ringan sedikit. Tapi gimana kalau si pelaku 
adalah perempuan yang sudah bersuami. Kan lebih berat 
lagi masalahnya. Jadi kalau ini diselesaikan dengan 
pernikahan, menurut saya, justru akan memancing 
munculnya kasus-kasus zina yang lain.... Kalau 
menikahkan itu sebenarnya bukan sebagai solusi. Ya 
mungkin untuk sebagian kecil kasus iya, tapi tetap tidak 
bisa dijadikan penyelesaian untuk semuanya. Karena 
kalau dengan menikahkan, itu akan menjadi preseden 
yang tidak baik. Nanti orang yang tidak punya duit 
kemudian akan sengaja berkhalwat atau berzina agar bisa 
nikah gratis. 102
Selanjutnya informasi serupa juga diberikan oleh Ketua 
Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat:
102Wawancara tanggal  05/04/2012.
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Menurut saya, menikahkan pelaku khalwat atau zina itu 
bukan solusi. Karena kalau pernikahan kan didasarkan 
pada prinsip suka sama suka Pak. Nah kalau ini kan karena 
terpaksa. Jadi efeknya, karena merasa terpaksa, setelah 
nikah, suaminya pergi dan gak pernah pulang lagi. Ini kan 
ada kasus yang masuk kemari karena dinikahkan seperti 
itu, akhirnya minta cerai. Jadi orangnya ditangkap warga 
karena berkhalwat, kemudian dinikahkan. Tapi karena 
bukan didasarkan keterpaksaan dan bukan karena cinta 
atau suka sama suka, ujung-ujungnya cerai. Jadi begitu.103
Pada dasarnya menikahkan pelaku khalwat atau zina 
yang pada umumnya terjadi di kalangan masyarakat Aceh 
dikarenakan itu dianggap sebagai jalan keluar bukan 
hukuman, sebab alternatif lain kurang bisa diterima. 
Mengenai hal ini Al Yasa’  Abubakar menjelaskan,
Menikahkan pelaku khalwat atau zina di dalam 
masyarakat itu bukan hukuman. Tapi itu adalah jalan 
keluar yang ada pada mereka. Dia tidak tahu berbuat lain. 
Diusir tidak boleh, dipukul tidak boleh, diserahkan ke 
polisi juga tidak mau. Alternatif lain seperti pengucilan 
misalnya, dulu memang pernah jalan. Jadi dia tidak 
diundang kalau ada acara, tidak diurus ketika meninggal 
dunia dsb. Tapi sekarang hal seperti itu tidak bisa jalan. 
Karena apa? Karena kampung itu sudah tidak lagi rural. 
Kampung itu sudah bercampur seperti urban. Kepala desa 
sulit mengontrol lagi tindakan anak buahnya untuk hal-
hal seperti itu. Dulu kan misalnya ada yang meninggal 
kemudian tidak dikuburkan oleh masyarakat. Tentu 
merupakan hukuman yang berat. Tapi kalau sekarang ini 
tidak ada resikonya, karena bisa memanggil orang lain.104
103Wawancara tanggal 21/04/2012. 
104Wawancara tanggal 05/07/2012. 
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Tidak mengherankan bila kemudian ada gugatan-gugatan 
dari kalangan pemerhati hukum dan pelaksanaan syari’at 
Islam di Aceh terkait menikahkan pelaku khalwat atau 
zina ini. Mereka memandang bahwa menikahkan bisa saja 
ditempuh, tapi selanjutnya tetap harus diproses pada jalur 
hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai hal 
ini Syaifuddin Bantasyam berpendapat:
Inti terpenting dari tindak pidana adalah penyelesaian 
di pengadilan, melalui putusan hakim apakah seseorang 
bersalah atau tidak, tak ada istilah perdamaian. Jadi, 
tindakan masyarakat mengenakan denda jutaan rupiah 
melanggar prinsip hukum pidana (kecuali dalam 
lapangan tindak pidana ekonomi). Juga, dalam hukum 
adat di Aceh, tak ada penyelesaian yang berakhir 
dengan pengenaan denda sejumlah uang sebagai sanksi/
hukuman. Saya meyakini bahwa kasus khalwat harus 
berakhir di pengadilan, untuk memastikan ada tidaknya 
unsur pidana dalam perbuatan khalwat itu.   Bahwa ada 
“penyelesaian secara adat” tidak kemudian berarti bahwa 
tak perlu di bawa ke pengadilan. Menurut saya, WH atau 
polisi yang membiarkan penyelesaian adat atas tindak 
pidana, telah melanggar qanun itu sendiri dan esensi dari 
sebuah tindak pidana.  
Secara legal formal, untuk kasus-kasus khalwat di Aceh, 
berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat (1) memang 
bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri di tingkat gampong 
atau mukim. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap 
(Ayat 2), artinya diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga 
dan apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada 
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penyelesaian secara adat di gampong (penjelasan atas Qanun 
Aceh No.9 Tahun 2008 Pasal 13). Selanjutnya pada Pasal 13 
Ayat (3) dinyatakan, “Aparat penegak hukum memberikan 
kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih 
dahulu secara adat di gampong atau nama lain”. Persoalannya 
kemudian adalah bahwa ketika yang diatur di dalam Qanun 
ini hanya menyangkut khalwat (yang dengan demikian tidak 
termasuk zina di dalamnya), faktanya kasus-kasus perzinaan 
juga sering diselesaikan secara kekeluargaan melalui lembaga 
adat, baik di tingkat gampong ataupun mukim. Hal ini di satu 
sisi memang bisa menjadi jalan keluar, akan tetapi di sisi 
lain menimbulkan permasalahan lain, khususnya ketika 
kasus zina yang diselesaikan dilakukan oleh orang yang 
telah berstatus menikah (baik kedua-duanya maupun salah 
seorang dari pelaku). 
Dari informasi-informasi di atas terlihat bahwa 
penyelesaian kasus-kasus khalwat dan zina di kalangan 
masyarakat Aceh yang ditempuh melalui jalur di luar hukum 
formal ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan 
lain yang cukup pelik. Hal ini mengindikasikan bahwa 
upaya-upaya konkret untuk mengatasi kekosongan hukum 
dan memberikan penyadaran-penyadaran hukum kepada 
masyarakat Aceh memang sangat diperlukan. 
C. Kontekstualisasi Hukuman bagi Pelaku Tindak 
Pidana Zina di Aceh
Dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya tergambar jelas bahwa hukuman mati bagi pelaku 
zina tidak hanya mutlak ada di dalam Islam. Agama-agama 
lain seperti Yahudi, Nasrani, Hindu maupun Budha, juga 
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memiliki orientasi hukuman yang sama, meski bentuk dan 
teknis pelaksanaannya berbeda. Hal ini menegaskan bahwa 
zina di dalam perspektif agama apa pun dikategorisasikan 
sebagai sebuah kejahatan. Lebih dari itu di banyak negara, 
sebagaimana juga telah penulis jabarkan pada bab terdahulu, 
meski memiliki perbedaan konsep dan ketentuan hukuman, 
perzinaan dikategorisasikan sebagai tindak pidana. Hal ini 
juga menegaskan bahwa perzinaan masih diposisikan sebagai 
sebuah bentuk kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial 
kemasyarakatan di era kontemporer yang semakin maju ini, 
sekalipun di negara yang liberal dan sekuler. Sayangnya, 
setiap kali masyarakat muslim ingin melaksanakan ajaran 
agama yang diyakininya, selalu dicurigai sebagai tindakan 
yang “berbahaya” dan mengancam perlindungan hak-hak 
asasi manusia (HAM).   
Mengaca pada sejarah hukum Islam, penerapan hukuman 
rajam terhadap pelaku zina pada dasarnya perlu memakai 
teori graduasi, yaitu prinsip adanya tahapan-tahapan dalam 
menerapkan suatu ketentuan hukum dengan melihat 
kondisi individu dan struktur masyarakat. Dalam sejarah 
hukum Islam tercatat bahwa pada tahap awal, sanksi zina 
adalah cercaan dan hinaan yang diungkapkan dalam surat 
al-Nisa’ ayat 16. Allah menyatakan, “Dan terhadap dua orang 
yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah 
hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat 
dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
Tahap kedua, sanksi zina adalah kurungan dalam rumah 
yang diungkapkan dalam surat al-Nisa’ ayat 15. Allah 
berfirman, “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 
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perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi di antara 
kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah 
memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita 
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai 
Allah memberi jalan lain kepadanya.”
Tahap ketiga, sanksi zina adalah dera atau cambuk yang 
dinyatakan dalam surat al-Nur ayat 2. 
Selanjutnya pada tahap keempat, sanksi zina adalah 
hukuman rajam yang diungkapkan dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Samit bahwa: 
“terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. 
Bujangan yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan 
diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah 
yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu.”105 
Hadis di atas masih diperdebatkan otentisitasnya 
meskipun hadis  tersebut dihubungkan dengan surat al-Nisa’ 
ayat 25: “kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji 
(zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-
wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) 
itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan 
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan 
kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” 
Rajam secara etimologis adalah melempari batu, 
sedangkan secara terminologis adalah melempari pezina 
yang berstatus sudah menikah sampai mati.106 Di sini terjadi 
105Imam al-Nawawi, Sahih Muslim Syarh Imam Nawawi, Beirut: Dar 
al-Fikr, t.t., hal. 80. 
106Hasbi as-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’an Al-Majid An-Nur, Jilid XV, 
Jakarta: Bulan BIntang, 1965,  hal. 136. 
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perdebatan apakah pola pelaksanaan rajam harus dilakukan 
dengan cara melempari pelaku yang sudah menikah 
dan telah terbukti berzina dengan memakai batu tanpa 
interpretasi alat yang lain. Dengan ungkapan lain, apakah 
batu merupakan satu-satunya alat yang wajib dipakai untuk 
mengeksekusi pelaku zina yang sudah menikah ataukah 
dalam konteks ini juga diperbolehkan mempergunakan 
alat lain dengan tujuan akhir yang sama (yaitu sampai 
meninggalnya si pelaku), misalnya dengan senjata api, suntik 
mati, dan lain sebagainya? Sampai di sini kelihatannya para 
fuqaha’ lebih cenderung memilih penetapan batu sebagai 
satu-satunya alat untuk mengeksekusi pelaku zina muhsan. 
Hal ini tidak terlepas dari adanya pemahaman yang sudah 
banyak disepakati bahwa zina adalah bagian dari hukum 
hudud, dimana hudud dipahami sebagai ketentuan Tuhan 
yang tidak bisa menerima interpretasi lain. 
Secara filosofis, ancaman zina dengan hukuman yang 
sangat berat lebih dikarenakan perbuatan tercela ini dianggap 
menurunkan martabat kemanusiaan secara umum. Apabila 
zina tidak diharamkan, maka martabat manusia akan hilang 
karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan 
rusak. Selain itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat 
Allah tentang kebolehan dan aturan untuk menikah.107
Terkait dengan rumitnya merumuskan konsep hukuman 
bagi pelaku zina di Aceh, sehingga memunculkan perdebatan 
hangat antara pihak eksekutif dan legislatif di akhir Tahun 
2009 lalu, maka menurut hemat penulis perlu dikaji 
lebih mendalam dan komprehensif. Dari kajian-kajian 
107Al-Jurjawi, Hikam al-Tasyri wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 
t.t., hal. 316-318.
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yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, 
tergambar bahwa pemberlakuan hukuman rajam pada 
masa kontemporer di beberapa negara yang menjalankan 
syari’at Islam, ternyata menimbulkan banyak persoalan. 
Persoalannya tidak hanya terkait dengan aspek konseptual, 
akan tetapi juga teknis. Persoalan yang muncul menjadi 
semakin kompleks ketika ada upaya politisasi pemberlakuan 
syari’at Islam itu sendiri, sehingga akhirnya rasa keadilan 
masyarakat justru tidak  terpenuhi.
Sejauh ini, penyelesaian kasus-kasus khalwat dan 
perzinaan yang terjadi di Aceh dengan menggunakan 
pendekatan kultural (misalnya dengan menikahkan si 
pelaku, mengenakan denda atau mengusir si pelaku dari 
kampung) dan hukuman cambuk paling tinggi 9 (sembilan) 
kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling 
banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling 
sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
sebagaimana termaktub di dalam Qanun No. 14 Tahun 
2003 tentang Khalwat, memang belum memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. Sekalipun dari segi kultural (dalam 
tinjauan adat Aceh) penyelesaian kasus-kasus khalwat dan 
perzinaan (khususnya dalam konteks pelaku yang belum 
terikat tali pernikahan) dengan cara menikahkan di satu 
sisi bisa menjadi solusi, tapi tidak bisa diingkari bahwa hal 
ini justru berpeluang menciptakan persoalan-persoalan 
serius lainnya seperti terjadinya “pelecehan” terhadap 
sakralitas nilai pernikahan sebagaimana terkandung dalam 
ajaran Islam. “Pelecehan hukum” di sini lebih dimaksudkan 
pada kemungkinan adanya  keterpaksaan dari pelaku 
untuk menjalani pernikahan itu sendiri. Bila ini dibiarkan, 
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tentu yang akan menjadi korban adalah kaum perempuan. 
Lebih dari itu, menikahkan pelaku khalwat dan zina juga 
akan berekses negatif pada kesadaran hukum masyarakat. 
Masyarakat bisa saja kemudian mensalahartikan pernikahan 
sebagai solusi atas kasus-kasus khalwat dan zina di Aceh 
sebagai jalan yang bisa ditempuh jika ada hubungan muda-
mudi yang tidak direstui atau karena ketidakmampuan 
finansial dalam melangsungkan pernikahan secara normal. 
Salah tafsir sedemikian rupa ini tentu bisa berbahaya 
bila berkembang di tengah masyarakat. Sebab hukuman 
adat dengan cara menikahkan pelaku khalwat atau zina 
kemudian bisa jadi oleh sebagian kalangan tidak dianggap 
sebagai hal yang memiliki efek jera dan mendidik, tapi justru 
sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap 
“menguntungkan.”
Menurut pendapat penulis, sudah semestinya Qanun 
Jinayat dan Hukum Acara Qanun Jinayat yang menjadi 
perdebatan antara kalangan eksekutif dan legislatif di Aceh 
ditempatkan dalam skala prioritas penyelesaiannya. Qanun 
Jinayat dan Hukum Acara Qanun Jinayat  perlu untuk segera 
disahkan. Hal ini tentu didasarkan pada keinginan masyarakat 
Aceh sendiri yang menginginkan adanya penyempurnaan-
penyempurnaan dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. 
Sebagai jalan tengah, hukuman rajam sebaiknya memang 
tidak diberlakukan untuk saat ini. 
Ada beberapa alasan penting mengapa rajam tidak perlu 
diberlakukan dalam kerangka pelaksanaan syari’at Islam di 
Aceh dewasa ini.
Pertama, secara normatif hukuman rajam dalam fiqih 
merupakan sesuatu hal yang masih diperdebatkan baik se-
~ 182 ~ ~ 183 ~
cara normatif, maupun sosio-historis oleh para ulama mus-
lim klasik maupun kontemporer. Secara normatif, ada perde-
batan di kalangan ulama (baik fiqih maupun tafsir) mengenai 
apakah hadis Nabi saw tentang rajam muncul sebelum atau-
kah sesudah turunnya ayat tentang hukuman cambuk bagi 
pelaku zina (baik yang berstatus muhsan ataupun ghayr 
muhsan). Terkait dengan hadis Nabi saw sendiri tentang 
rajam, dimana mayoritas kasus-kasus yang muncul adalah 
berupa pengaduan si pelaku, bahkan dalam beberapa hadis 
justru Nabi saw terkesan enggan melaksanakannya karena 
si pelaku sudah bertaubat, juga menjadi bahan perdebatan 
khususnya ketika membicarakan apakah taubat dapat meng-
gugurkan hukuman rajam/cambuk ataukah tidak. Perde-
batan juga terletak pada apakah ayat tentang rajam otentik 
sebagaimana yang dijadikan alasan para pendukung huku-
man rajam ataukah tidak. Berikutnya secara historis, juga 
menjadi sebuah perdebatan apakah hukuman rajam meru-
pakan hukuman yang orisinil dari Islam ataukah justru adop-
si bentuk hukuman yang diberlakukan  pada agama-agama 
pra Islam. Dalam praktik pelaksanaannya di masa modern 
ini, beberapa negara yang mencoba menerapkan hukuman 
rajam ternyata menghadapi beragam masalah, sebagaimana 
dipaparkan dalam bab II. Hal ini menegaskan bahwa huku-
man rajam  sangat sulit diimplementasikan pada masa mod-
ern sekarang ini, karena sangat mudah dijadikan komoditas 
politik oleh penguasa. 
Kedua, hukuman mati dalam konteks hukum pidana In-
donesia masih diperdebatkan (debatable) karena merupakan 
sanksi tertinggi untuk kejahatan khusus.  Secara yuridis 
formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang 
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dibenarkan. Hal ini terlihat dari beberapa Pasal dalam Kitab 
Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), maupun beberapa 
aturan perundang-undangan  di luar KUHP yang memuat 
ancaman hukuman mati seperti UU Narkotika, UU Anti Ko-
rupsi, UU Anti Terorisme, UU Pengadilan HAM, UU intelijen 
dan UU Rahasia Negara.108 
Meski demikian, sejalan dengan semakin berkembangnya 
isu-isu humanisme dan nilai-nilai kemanusiaan universal 
pasca perang dunia kedua, gugatan terhadap hukuman mati-
pun merebak ke berbagai penjuru dunia karena dianggap ti-
dak logis dalam kehidupan manusia modern,109  bahkan me-
munculkan  gerakan abolisionis yang menentang hukuman 
mati.110 Menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum 
pidana dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke 
teori rehabilitasi.111
Ada tiga pemikiran yang dijadikan dasar gugatan terha-
dap penerapan hukuman mati di Indonesia. Pertama, huku-
man mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa 
keadilan masyarakat modern kerena menyerahkan keputu-
san hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput 
dari kesalahan. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif 
sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang 
108Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indone-
sia,”  diakses dari http://www.kontras.org/hmati/data/data/Work-
ing%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diakses tanggal 
02/07/2010. 
109J. E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati 
terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 202. 
110Khaeron Sirin, “Liku-Liku Hukuman Mati di Indonesia,” dalam 
Republika, 28/08/2006. 
111Indriatno Seno Adji, “Hukuman Mati, Antara Kebutuhan dan 
Perlindungan HAM,”  dalam Kompas, 29/02/2003.  
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jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertim-
bangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai 
HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk 
memperbaiki diri.112 Oleh sebab itu bagi para pemerhati 
HAM, penerapan hukuman mati pada dasarnya adalah ben-
tuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama 
hukum (negara).113 Lebih lanjut lagi, penerapan hukuman 
mati dapat dikategorisasikan sebagai bentuk hukuman yang 
kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) yang berbunyi, “Setiap orang 
berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai 
individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) dan 
Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjan-
jian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 
1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Oleh sebab itu, 
para pegiat HAM gencar menyuarakan gugatan bahwa hu-
kuman mati harus dihilangkan.114 Hukuman mati mungkin 
akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya 
bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut 
112Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Jakarta: Aksara Press 
Persada, 1985, hal. 99.   
113Barda Nawawi Ma’arif, Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahat-
an dengan Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994, hal. 18. 
114Tim Imparsial, “Jalan Panjang Menghapus Praktek Huku-
man Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia,” Laporan Penelitian, 
24/06/2004 dalam Khaeron Sirin, “Hukuman Mati dalam Wacana De-
mokrasi; Analisis Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indo-
nesia,”  Makalah, dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic 
Studies (ACIS) ke-9 di Surakarta, 2-5/11/2009. 
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melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan 
dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hid-
up sudah tidak ada lagi. Padahal tanpa dihukum mati pun, 
seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas 
tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihu-
kum seumur hidup atau penjara.115
Meski demikian, argumen-argumen di atas adalah hal 
yang masih bisa diperdebatkan. Dalam konteks sistem hu-
kum Indonesia, hukum  Indonesia merupakan salah satu 
sendi penting di samping hukum Barat dan hukum adat. 
Oleh karena itu wajar jika hukum Islam memperjuangkan 
agar hukuman mati tetap eksis di Indonesia.116 Adanya ke-
tentuan hidup dalam konstitusi negara Republik Indonesia 
dapat dibatasi bahkan dihilangkan pelaksanaannya dengan 
syarat: a) Sesuai dengan Undang-Undang; b) Sesuai dengan 
pertimbangan moral; c) Sesuai dengan nilai agama; d) Sesuai 
dengan keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, 
hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku 
sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan 
yang berperikemanusiaan (sila kedua dari Pancasila) dan ke-
hidupan yang penuh dengan keadilan sosial (sila kelima dari 
Pancasila).117
Dari paparan di atas terlihat bahwa pemberlakuan huku-
man rajam yang teknis eksekusinya dilakukan dengan cara 
melempari terpidana zina memakai batu sampai mati tentu 
akan sangat problematis dan potensial menuai gugatan dari 
115J. E Sahetapy, Suatu Studi Khusus..., hal. 216-217. 
116Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, 
Bandung: Angkasa, 1996, hal. 33. 
117Khaeron Sirin, “Hukuman Mati dalam...”  
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banyak pihak khususnya bila dikaitkan dengan supremasi 
hukum dan HAM di Indonesia yang didasarkan pada filsafat 
Pancasila. Oleh karena itu pemberlakuannya dengan tergesa-
gesa justru akan kontra produktif dengan penegakan syari’at 
Islam itu sendiri di Aceh.  
Ketiga, secara historis ada pemaknaan-pemaknaan lain 
terhadap pelaksanaan eksekusi rajam dalam sejarah Aceh. 
Sebagaimana dipaparkan pada bab III, terlihat bahwa huku-
man rajam yang diberlakukan dalam sejarah Aceh ternyata 
tidak mengikuti ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan 
sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama fiqih. Huku-
man rajam tidak selalu dipraktekkan dengan cara melempari 
pelaku zina yang sudah menikah dengan batu sampai mati, 
tapi ada yang dilakukan dengan cara menenggelamkannya 
di sungai, diinjak gajah, atau memotong hidung si pelaku. 
Ini artinya, bahwa dalam sejarah Aceh sendiri pelaksanaan 
hukuman rajam masih dipertanyakan sekalipun ada klaim-
klaim bahwa syari’at Islam di Aceh sudah pernah dilak-
sanakan dengan komprehensif khususnya pada masa Sultan 
Iskandar Muda. 
Keempat, secara sosiologis, masih banyak para aparat 
penegak hukum dan masyarakat yang tidak memahami apa 
ketentuan hukuman bagi pelaku zina dalam konteks hukum 
Islam. Secara sederhana aparat penegak hukum (kepolisian, 
kejaksaan, Satpol PP/WH) dan masyarakat Aceh memang 
mengetahui bahwa zina diharamkan dalam Islam dan kare-
na itu harus mendapat hukuman setimpal. Meski demikian, 
dari penggalian data di lapangan, masih banyak di antara 
mereka yang tidak memiliki pemahaman secara komprehen-
sif tentang konsep, dasar hukum, serta  teknis pelaksanaan-
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nya. Yang lebih kentara lagi adalah minimnya pemahaman 
aparatur penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) ten-
tang hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah 
ini. Hal ini bisa dimaklumi karena latar belakang pendidikan 
hukum Islam yang mereka miliki memang  sangat minim 
atau bahkan tidak ada sama sekali. Di dalam struktur yang 
mereka miliki juga tidak ada yang secara khusus diisi oleh 
orang-orang yang memang memiliki pemahaman kompre-
hensif tentang hukum Islam. Hal ini tentu bisa menyebabkan 
tidak sinkronnya pelaksanaan hukuman rajam di Aceh jika 
memang bentuk hukuman ini dipaksa untuk diberlakukan, 
karena ada pemaknaan-pemaknaan lain bahkan bisa jadi 
penentangan yang mereka kemukakan berdasarkan pendidi-
kan hukum formal yang mereka miliki selama ini. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka 
pilihan terbaik yang bisa diambil terkait dengan hukuman 
bagi pelaku zina di Aceh adalah dengan menetapkan 
cambuk 100 kali tanpa membedakan antara pelaku yang 
sudah menikah ataupun belum menikah. Meski dalam 
konteks hukum Islam ketetapan sedemikian rupa ini bukan 
bagian dari pendapat mayoritas fuqaha’ (jumhur ‘ulama) 
sebagaimana penulis paparkan pada bab II, tapi tentu 
bukan berarti pendapat ini tidak bisa diakomodir dalam 
kerangka pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kontemporer. 
Jika memang ketentuan hukuman ini sudah diberlakukan, 
maka  diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh apakah 
sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ataukah belum. 
Ketika nantinya hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina 
muhsan dan ghayr muhsan ini dianggap kurang memadai 
berdasarkan perkembangan di dalam masyarakat Aceh, 
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maka sesuai dengan teori gradualitas, hukuman rajam bisa 
dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Aceh.
Merujuk pada argumen An-Na’im bahwa pemberlakuan 
hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakat 
kontemporer berpotensi menimbulkan kejahatan 
kemanusiaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia kalau 
tidak dihapus. Namun demikian, karena tidak ada ayat yang 
dapat dijadikan dasar untuk menentang ayat-ayat yang 
secara eksplisit dan tegas menetapkan hudud, maka tidak 
ada cara yang sah untuk menghapus dan membatalkan 
hukuman-hukuman tersebut sebagai bagian hukum Islam 
kecuali hanya membatasinya dalam penerapannya.118
Secara teoretis, pelaksanaan hukuman cambuk 100 kali 
bagi pelaku zina yang sudah menikah maupun belum ini juga 
tidak bisa dengan serta merta dianggap melanggar HAM 
karena pada dasarnya perbuatan zina bukan merupakan 
hak asasi dalam perspektif Islam, demikian pula hukuman 
cambuk yang diberlakukan di Aceh selama ini selalu dilakukan 
dengan prosedur-prosedur tersendiri dengan mengakomodir 
penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.119 Selanjutnya, 
118An-Na’im, “Toward an Islamic Reformation: Responses and Re-
flections”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (eds), Islamic Law Re-
form and Human Rights: Challenges and Rejoinders, Olso: Nordic Human 
Rights Publications, 1993, hal. 108; Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed 
an-Na’im, Epistemologi Hukum Islam, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pela-
jar, 2009, hal. 246. 
119Hukuman cambuk/dera yang merupakan salah satu hukuman 
fisik yang diakomodir di dalam hukum Islam seringkali dijustifikasi 
sebagai hukuman yang bertentangan dengan prinsip supremasi hak-
hak asasi manusia. Padahal apabila dilihat dari sudut pandang kebe-
basan yang merupakan hak asasi paling pokok sebagaimana diakomo-
dir dalam Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa Bangsa, 
maka hukuman penjara yang diklaim lebih manusiawi daripada hu-
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penetapan hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang 
sudah menikah maupun belum menikah sedemikian rupa 
yang nota bene berbeda  dengan pelaksanaan di negara-
negara yang memberlakukan rajam dan cambuk seperti 
Nigeria Utara atau Iran juga sejalan dengan teori pluralisme 
hukum.
kuman cambuk pada dasarnya justru tidak manusiawi karena karena 
memisahkan terpidana dari keluarga dan pekerjaan. Lihat Ridwan 
Syah, “Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana 
Islam”, Disertasi tidak diterbitkan, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012. 
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BAB V
PENUTUP
Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada 
Bab I sampai dengan Bab IV, maka pada Bab V ini penulis 
akan mengemukakan beberapa simpulan dan saran sebagai 
berikut: 
A. Simpulan
Zina dalam pandangan berbagai agama baik Islam, Yahudi, 
Kristen, Hindu atau Budha,  baik yang dilakukan oleh orang 
yang belum menikah maupun yang sudah menikah sama-
sama diposisikan sebagai perbuatan terkutuk. Ketiga agama 
samawi sama-sama memiliki ketentuan hukuman mati 
bagi pelaku zina. Meski demikian ada beberapa perbedaan. 
Bila dalam Islam –sebagaimana disepakati jumhur fuqaha’- 
bagi pelaku zina yang belum menikah diancam dengan 
hukuman cambuk 100 kali dan rajam yaitu dilempar batu 
sampai meninggal bagi yang sudah menikah, agama Yahudi 
mengajarkan hukuman mati ini dilakukan dengan cara 
dibunuh, dibakar hingga mati, atau dirajam. Sementara itu 
dalam agama Nasrani perbuatan zina diancam hukuman 
rajam tanpa membedakan antara pezina yang sudah menikah 
ataupun belum menikah.
Di kebanyakan negara sekuler yang menganut paham 
liberalisme dan individualisme, seperti Belanda, zina tidak 
digolongkan sebagai tindak pidana selama didasarkan pada 
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unsur suka sama suka dan tidak ada unsur merugikan 
salah satu pasangan.  Adapun di negara-negara yang 
memberlakukan hukum Islam, ketentuan hukuman bagi 
pelaku zina adalah cambuk bagi pelaku zina yang belum 
menikah dan rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah. 
Sayangnya pemberlakuan hukuman sedemikian rupa ini 
sebagaimana diberlakukan di Pakistan, Sudan dan Nigeria, 
seringkali tebang pilih dan hanya menjadikan perempuan 
sebagai korban.
Dalam sejarah, hukuman yang diberlakukan bagi pelaku 
zina di Aceh tidak hanya cambuk dan rajam. Ada kasus-
kasus di mana hukuman rajam diganti dengan bentuk-
bentuk hukuman mati lain seperti menenggelamkan si 
pelaku zina ke`dalam sungai hingga mati seperti pada masa 
Sultan Ibrahim Mansursyah (1847-1870 M) atau diinjak 
oleh gajah sampai mati, memotong hidung si pelaku zina 
dan pengusiran dari kampung. Di samping itu, tidak jarang 
pula penyelesaian kasus zina dilakukan di tingkat gampong 
dengan cara menikahkan pasangan yang berzina. Hal ini lebih 
disebabkan karena perzinaan dianggap sebagai kejahatan 
yang memalukan. Model penyelesaian kasus-kasus khalwat 
dan zina dengan jalan menikahkan pelaku juga dilaksanakan 
di masa kontemporer Aceh setelah syari’at Islam secara resmi 
diberlakukan. Di awal-awal masa pemberlakuan sayari’at 
Islam di Aceh (2005-2007) ada sebagian kasus khalwat dan 
zina yang diajukan ke pengadilan. Namun setelah itu (2008-
2012) kebanyakan kasus khalwat dan zina diselesaikan di 
tingkat gampong dikarenakan beberapa sebab: pertama, 
adanya ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap 
penyelesaian secara hukum dan; kedua, hukuman yang dinilai 
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terlalu ringan.
Masyarakat Aceh menilai bahwa implementasi syari’at 
Islam di Aceh masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa 
problem seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah Aceh, 
koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif, 
serta masih belum tercapainya rasa keadilan masyarakat 
karena hanya menjerat rakyat kecil adalah hal yang perlu 
diperhatikan oleh para pengambil kebijakan dalam penegakan 
syari’at Islam di Aceh. Lebih spesifik terkait dengan hukuman 
bagi pelaku zina di Aceh, masyarakat ada yang memandang 
bahwa cambuk dan rajam sesuai untuk diberlakukan di Aceh, 
tapi ada pula yang menentang.
Fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bahwa 
banyak kasus-kasus khalwat yang terungkap justru 
telah memasuki ranah perzinaan ternyata problematis. 
Pendekatan kekeluargaan dengan menikahkan pelaku zina 
yang dipergunakan sebagai solusi, pada akhirnya justru 
menimbulkan persoalan lain. Ada di antara kalangan generasi 
muda Aceh yang melakukan kesengajaan untuk berkhalwat 
atau berzina agar bisa dinikahkan secara gratis dikarenakan 
faktor kendala ekonomi atau restu keluarga. Lebih pelik lagi 
ketika kasus perzinaan yang terungkap ternyata dilakukan 
oleh orang yang sudah menikah (baik salah satu atau kedua-
dua pelaku). Hal ini bertambah rumit ketika persoalannya 
kemudian dikaitkan dengan unsur keterpaksaan salah 
satu atau kedua pelaku zina yang kemudian dipaksa untuk 
menikah. 
Berdasarkan hal di atas, maka pengesahan Rancangan 
Qanun Jinayat yang menjadi salah satu perseteruan pelik 
dalam sejarah pemberlakuan syari’at Islam di Aceh antara 
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pihak eksekutif dan legislatif di akhir tahun 2009 dan terus 
berlangsung sampai tahun 2011 sebenarnya berkutat pada 
dicantumkannya hukuman rajam bagi pelaku zina yang 
sudah menikah.  Karena itu dilandaskan pada pemaknaan 
terhadap perdebatan konsep dan makna hudud serta 
sejarah pemberlakuan hukuman rajam di dalam hukum 
Islam, kontroversi terkait pengesahan Rancangan Qanun 
Jinayat dan Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat, serta 
interpretasi terhadap adat istiadat serta budaya masyarakat 
Aceh, melalui teori-teori hukuman, efektivitas hukum, 
perubahan sosial, sociological jurisprudence dan tadarruj, 
maka format kontekstualisasi hukuman bagi pelaku zina 
di Aceh bagi pezina yang sudah menikah maupun belum 
menikah untuk saat ini lebih tepat ditetapkan sebanyak 
100 kali cambuk. Kalaupun rajam ingin diberlakukan di 
Aceh ke depan, maka pemberlakuannya harus dilakukan 
dengan cermat, hati-hati serta bertahap. Pemberlakuan 
hukuman rajam yang terburu-buru dan dipaksakan tanpa 
pertimbangan yang matang dan komprehensif terhadap 
aspek filosofis, sosiologis dan yuridis justru akan berjalan 
kontraproduktif bagi pelaksanaan syari’at Islam di Aceh yang 
selama ini dirancang dengan segala karakteristik uniknya 
yang berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara lain 
yang juga memberlakukan syari’at Islam. 
B. Saran-Saran
Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi 
yang penting penulis sampaikan:
1. Pemberlakuan hukum rajam bagi pelaku zina di 
Aceh masih memerlukan kajian mendalam dari para 
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pengambil kebijakan di Aceh khususnya Pemerintah 
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 
Aspek-aspek seperti hak-hak asasi manusia dan koridor 
hukum formal di Indonesia tentu mutlak dijadikan 
pertimbangan. 
2. Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan syari’at 
Islam di Aceh, institusi penegak hukum dari kepolisian 
dan kejaksaan di Aceh semestinya juga membenahi 
diri dengan membuat bidang khusus untuk menangani 
pelanggaran-pelanggaran hukum syari’at Islam di Aceh. 
Hal ini dirasa sangat urgen, sebab sinkronisasi seperti 
ini akan memberikan pengaruh positif bagi penegakan 
syari’at Islam yang dijalankan di Propinsi Aceh.
3. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih 
memiliki banyak sekali kekurangan. Untuk itu penulis 
merekomendasikan perlunya penulisan lebih lanjut 
mengenai formulasi hukuman bagi pelaku zina di Aceh 
khususnya untuk menggali informasi dari masyarakat 
Aceh dalam cakupan yang lebih luas melalui penulisan 
secara kuantitaif. Penggalian data dari berbagai unsur 
ini tentu akan semakin menambah komprehensifitas 
hasil yang didapatkan.
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BIODATA PENULIS
ANTON WIDYANTO lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 
tanggal 09 Oktober 1976. Ayahnya bernama Drs. Nachrowi, SH 
dan ibunya bernama Musyarofah. Sebagai anak seorang hakim 
ketua Pengadilan Agama yang “ditakdirkan” untuk sering berpin-
dah tempat, kehidupan Anton dilalui di beberapa kota kecil di Jawa 
Timur di antaranya Pacitan (10 tahun), dan Magetan (10 tahun). 
Terkait dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya, untuk 
tingkat sekolah dasar ia tamatkan di Pacitan; kemudian jenjang 
SLTPnya diselesaikan di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, 
Ponorogo; sementara untuk tingkat SLTA, ia selesaikan di sekolah 
beasiswa Depag terkemuka pada era 90-an, Madrasah Aliyah Pro-
gram Khusus (MAPK) Jember. Karena jiwanya yang senang untuk 
merantau, selepas SLTA, Anton remaja memantapkan tekad untuk 
menimba ilmu di negeri jiran, Malaysia. Hanya saja karena pihak 
Ibu tidak memberikan restu, di tahun 1995, ia akhirnya memilih 
pergi ke Aceh untuk ikut serta dengan salah seorang kakaknya 
yang sudah terlebih dahulu berada di Aceh sebagai panitera di Pen-
gadilan Agama Banda Aceh. Masa kuliah S-1 pun dilalui di Jurusan 
Sastra Arab, Fak. Adab IAIN Ar-Raniry. 
Selama masa studinya di IAIN Ar-Raniry ini, ia aktif dalam 
berbagai aktivitas seni dan kemahasiswaan khususnya dalam or-
ganisasi intra kampus. Ia tercatat pernah menjadi ketua kelompok 
seni Makelar dan anggota Polost Band; menjabat sebagai Ketua 
Umum Senat Mahasiswa Fakultas Adab periode 1998/1999 dan 
Presidium Senat Mahasiswa Institut periode 1999/2000. Beri-
kutnya pada pertengahan tahun 2000, di saat kondisi Aceh gegap 
gempita oleh konflik bersenjata, ia diminta orang tuanya untuk 
pulang kampung dan melanjutkan studinya pada  jenjang magis-
ter di IAIN Walisongo Semarang. Selama kurang lebih 18 bulan ia 
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selesaikan studinya ini dan kemudian pada tahun 2002 ia memu-
tuskan “terbang” lagi ke Aceh untuk mendaftar sebagai mahasiswa 
S-3 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tahun 2002 ia lulus seb-
agai dosen IAIN Ar-Raniry yang ditempatkan di Fakultas Tarbiyah. 
Pada tahun yang sama, ia mempersunting  gadis asal Idi Rayeuk, 
Aceh Timur, bernama Maria Ulfah dan dikaruniai anak bernama 
Wafa Fathani di tahun 2003. Pada tahun 2007, ia dikaruniai anak 
kedua bernama Syakila Widyaulfah. Tapi sayangnya, si kecil Syakila 
dipanggil menghadap Allah swt saat usianya baru menginjak satu 
hari dikarenakan malpraktik yang terjadi di salah sebuah rumah 
sakit di Aceh.
Selama menjalankan tugasnya sebagai dosen, ia masih tidak 
bisa melepaskan diri dari aktivitas keorganisasian. Di antara 
aktivitas keorganisasian yang ia aktif terlibat adalah East-West 
Center Alumni Association-Aceh Chapter (President, 1998/1999) 
dan Badan Kemakmuran Masjid Tgk. Chik Dilamnyong Banda 
Aceh (sekretaris, 1997/2011). Ia juga banyak mempromosikan 
gagasannya berupa tulisan-tulisan lepas di media massa cetak lokal 
maupun maya seperti Serambi Indonesia, Harian Aceh, Warta Ar-
Raniry, maupun website Aceh Institute.  Sesekali di saat luangnya, 
ia juga menulis cerita-cerita pendek baik orisinal karyanya sendiri 
maupun terjemahan dari karya sastrawan Arab. 
Tulisan-tulisan ilmiahnya juga dimuat di berbagai jurnal 
akademik seperti Jurnal Didaktika, Jurnal Kompetensi, Jurnal 
Sintesa,  maupun Jurnal Progresif. Berbagai pelatihan baik dalam 
skala lokal, nasional, maupun internasional pernah dia ikuti di 
antaranya: pelatihan tentang gender (Aceh, 2003), pelatihan 
tentang metodologi penelitian (Yogyakarta, 2003; Aceh 2007), 
pelatihan bahasa Inggris bidang oral communication (NICE, 
University of Hawai’i, 2006), dan pelatihan IBTOEFL (CIES, 
Florida State University, USA, 2008).  
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Selain sebagai peserta dalam berbagai pelatihan, ia juga 
beberapa kali memberikan pelatihan sebagai trainer maupun 
sebagai pemateri dalam seminar lokal maupun internasional di 
antaranya: pelatihan civic education untuk kepala sekolah, guru 
dan komite sekolah (Aceh, 2008), pelatihan metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PLPG Fak. Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 
2008-2012), pemateri dalam diskusi panel tentang Philosophers 
without Borders dalam konferensi internasional Philosophy of 
Education Societies (Montreal, 2009) dan CIES (South Carolina, 
2009), serta pemateri pada Annual Conference on Islamic Studies 
(ACIS, Bangka Belitung 2011). Lebih lanjut lagi, kegiatan penelitian 
baik individual maupun kelompok juga ia tekuni di antaranya: 
Pengaruh Pandangan Teologis pada Karakteristik Prosa Khawarij 
(Aceh, 2007), Praktek Alternative Dispute Resolution (ADR) pada 
Lembaga Adat Uteun di Aceh Barat (Aceh, 2007), Implementasi 
Qanun 12, 13 dan 14 tahun 2003 bagi Penegakan Syari’at Islam di 
NAD (Aceh, 2007), Konflik Paradigma dalam Implementasi Syari’at 
Islam di Aceh (2008), dan Persepsi Penegak Syari’at Islam di Aceh 
tentang Hukuman Bagi Pelaku Zina (2012). 
Di samping itu, ia juga aktif menuangkan gagasannya dalam 
penulisan buku di antaranya: Menyorot Nanggroe  (2007) (ISBN 
978-979-1016-13-1), Pergulatan Panjang Budaya Damai dalam 
Masyarakat Multikultural (ISBN 978-979-1016-12-4), Dinamika 
Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syari’at Islam (ISBN: 978-
979-99465-9-1), Modul Civic Education DBE 2 USAID untuk 
School Team Workshop, KKS, dan KKG (2007), Sustaining Peace in 
Aceh (2010) (ISBN: 978-602-95838-7-8), Ensiklopedi Ulama Besar 
Aceh (2010) (ISBN: 978-602-9063-00-4), dan Ulama Besar Aceh 
dalam Melahirkan Human Resource di Aceh (2010) (ISBN: 978-
602-95838-8-5).  
